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a.

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa untuk mengetahui sampai sejauhmana capaian
kinerja. RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan, perlu menyusun RKPD sebagai salah satu
instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi
ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat,
penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026, proyeksi belanja perubahan yang
menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi
masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak
serta adanya penyesuaian beberapa
program/kegiatan/sub kegiatan, maka Peraturan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022, perlu diubah dan
ditinjau kembali;



Mengingat

1

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah,
maka perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



10.

11.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4889,



12,

13.

14.

1S,

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);



19.

20.

21,

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana P
embangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;
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26.
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun  2008-2028 (Lembaran Daerah  Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);



28.

29.

30.

31,

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020
Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun  2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021 Nomor 103);

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan
Selayar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka
panjang Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana
pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah rencana
pembangunan tahunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah
rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



(1)

(2)

(3)

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada hasil
evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata
Daerah dalam wupaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.
Perubahan RKPD disusun dalam rangka menciptakan
sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber
daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Perubahan RKPD Tahun 2022 berfungsi sebagai:
a. pedoman penyusunan Perubahan Renja PD; dan
b. pedoman penyusunan kebijakan umum
perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Tahun 2022 dan perubahan prioritas
dan plafon anggaran sementara Tahun 2022 serta
sebagai landasan  penyusunan  perubahan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Tahun 2022.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 3

Perubahan RKPD dilakukan dengan urutan kegiatan:

a.
b.
C.

penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
penetapan Perubahan RKPD.

10



Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan publik yang menjadi kewajiban aparat
Pemerintah Daerah untuk menyusun dan
mengimplementasikannya, yang memuat tentang:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b.  sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
C. rencana kerja dan pendanaan; dan
c. Kkinerja pengelolaan pemerintahan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal I Agustus 2022

BUPJ(A-’].‘!JKEPULAUAN SELAYAR,

b5
/AN o~

-

MUH. B 1 ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal | AQustus Q0aa.

SEKRET.

1S'DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

~ MESDIYONO

BERITA DAERAH "KAB;UPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NOMOR 727
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TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
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TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan
daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan
pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang
selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber
daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan
kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil
yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.
Rencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi
unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi
juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.
Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan
dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana
pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

Dinamika yang terjadi pasca penetapan RKPD hingga penetapan APBD
Tahun 2022 memungkinkan adanya perubahan target dan anggaran kinerja pada
perangkat daerah. Di sisi lain, prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah
lebih menekankan pada aspek kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19

dan juga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang menurun.
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Sebagai upaya penanganan pandemi ini di tahun 2022, pemerintah pusat
telah menggalakan vaksinasi COVID-19, pemantauan dan penanggulangan dampak
kesehatan ikutan pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan, penyediaan tempat
penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan dan insentif tenaga kesehatan daerah
dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.

Keadaan tersebut menyebabkan Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa
kebijakan terkait pengelolaan anggaran keuangan Pusat dan Daerah untuk
menangani kondisi force major tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam
Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan RKPD
dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan
asumsi makro dan penanganan COVID-19 yang berimbas pada stuktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran
2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum
diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program/kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan
RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

a.
b. Target sasaran pembangunan Daerah;

o

Prioritas pembangunan Daerah;

o

Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Setelah APBD ditetapkan dan diimplementasikan di tahun 2022, dalam
perjalanannya terdapat beberapa kondisi yang terjadi dan belum terakomodir
dalam dokumen RKPD Tahun 2022, sehingga terdapat beberapa dasar

pertimbangan dilakukanya perubahan yaitu:
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1. Terdapat kegiatan-kegiatan baru yang bersumber dari penerimaan dana
transfer, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan lain-lain
dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang
dialokasikan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022. Kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi substansi kinerja
dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.

2. Terjadi pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dalam
bentuk penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan sebanyak 2
(dua) kali, sebagai bentuk tindak lanjut dan penyesuaian terhadap kondisi serta
perkembangan kebijakan nasional.

3. Terdapat nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD dan
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang belum terakomodir dalam RKPD
Tahun 2022.

4. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 hingga
triwulan II/Semester I tahun 2022, terdapat pertimbangan pelaksanaan kinerja
yang perlu ditinjau kembali, terutama yang berdampak pada perubahan
kinerja, target kinerja, dan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dan harus mengacu kepada
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Perubahan RKP, sesuai amanah
Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan
tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka Perubahan
RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar akan dijadikan landasan bagi penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2022.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
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Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen
Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

a) Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan
tetap memperhatikan substansi tema, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022.

b) Perubahan RKPD Tahun 2022 memperhatikan dokumen Perubahan RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 guna mewujudkan sinergitas kebijakan
pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan pembangunan
di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan
dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bertentangan
dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.

c) Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menjadi pedoman

bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan dokumen Perubahan
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Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2022, meskipun secara proses, dilakukan
simultan antara penyusunan Perubahan RKPD dengan penyusunan Perubahan
Renja PD.

d) Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPASP) sebagai acuan dalam proses penyusunan
Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

e) Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan
memanfaatkan aplikasi SIPD yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,
sehingga untuk tahapan perencanaan pembangunan daerah, maupun tahapan
perencanaan perangkat daerah perubahan tahun 2022, dilaksanakan dengan
mengikuti pola pengaturan dalam SIPD, yang dalam hal ini disebut Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu, untuk memberikan
perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai
akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah
ditetapkan.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2022 adalah:

1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan
Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk
dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar;

2. melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang
timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan
memperhatikan prioritas nasional, provinsi dan daerah termasuk didalamnya
tindakan refocusing program pembangunan dalam penanganan pandemi

COVID-19;
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3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

4. untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2022 terdiri atas:

BABI PENDAHULUAN
Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan
RKPD yang mencakup latar belakang penyusunan Perubahan RKPD,
landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan
RKPD dan sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN
Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan
triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari
perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2022.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan kondisi ekonomi daerah pada tahun berjalan, yang
antara lain mencakup indikator makro perekonomian daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah,
pembangunan nasional dan provinsi tahun 2022.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran
penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami
perubahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan

fokus pembangunan daerah tahun 2022.
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM
maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022 sampai dengan triwulan dua diukur melalui analisa capaian kinerja
program yang dilaksanakan berdasarkan bidang urusan pemerintah oleh setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisa capaian kinerja program tersebut
didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk
persentase. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan
rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat

capaian yang semakin baik.

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi
masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan
jasanya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2017-
2021, mengalami penurunan dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78
persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan menjadi 4,02 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten lain dalam wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar berada pada posisi kelima dan yang terendah adalah Kabupaten
Luwu Timur dengan pertumbuhan ekonomi -1,39 persen, sedangkan Kota
Makassar merupakan yang teritnggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47
persen.

Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi
Selatan dan Nasional. Namun jika dilihat pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,65
persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional
sebesar 3,69 persen pada tahun yang sama. selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan Ekonomi
No Kab./ Kota Satuan

2017 2018 2019 2020 2021

1 Luwu Timur % 3,07 3,39 1,17 1,46 -1,39
2 Maros % 6,81 6,19 1,24 -10,87 1,36
3 Pangkep % 6,60 4,77 6,41 -1,69 3,46
4 Luwu Utara % 7,60 8,39 7,11 -0,59 3,90
5 Kepulauan Selayar % 7,61 8,75 7,68 -1,78 4,02
6 Toraja Utara % 8,22 8,07 7,56 0,17 4,05
7 Pare Pare % 6,98 5,58 6,65 -0,08 4,41
8 Makassar % 8,20 8,42 8,79 -1,27 4.47
Sulawesi Selatan % 7,21 7,07 6,92 -0,70 4,65
Nasional % 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Memperhatikan tabel di atas, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan pada akhir
periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 yakni sebesar
8,40 persen, yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi secara global dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.
Namun demikian, dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi
pandemi seperti pemberlakuan kebiasaan normal baru dan refocusing anggaran
yang dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19 menyebabkan beberapa
lapangan usaha mengalami pertumbuhan antara lain sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan meningkat dari -7,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,27 persen
pada tahun 2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh dari -19,00 pada
2020 menjadi 9,98 pada tahun 2021 serta penyediaan akomodasi dan makan
minum tumbuh dari -11,85 pada tahun 2020 menjadi 4,14 tahun 2021. Berikut ini

disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha:
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Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021

Kat?go Lapangan Usaha/Industry Satuan Pertumbuhan PDRB

r1 2017 2018 2019 | 2020 | 2021

1 2 3 4 S 6 7 8
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 7,23 8,05 7,64 -7,12 3,27
B Pertambangan dan Penggalian % 8,29 5,67 427 1,44 6,91
C Industri Pengolahan % 7,50 1,91 19,09 -0,20 5,11
D Pengadaan Listrik dan Gas % 6,12 6,79 4,18 7,45 4,17
E Ef;%z%aggﬁgégf%glﬁ;an Sampah, % 8,58 8,05 9,39 | 13,46 | 0,12
F Konstruksi % 8,55 10,37 3,84 2,01 4,12
G | Reparssi Mobil dan Sepeda Motor % 458| 889| 894| 042| 528
H Transportasi dan Pergudangan % 10,20 10,39 14,31 | -19,00 9,98
I 11\3/161?131’1 iﬁiaan Akomodasi dan Makan % 9,71 19,22 | 17,90 | -11,85 | 4,14
J Informasi dan Komunikasi % 9,24 9,31 13,48 11,33 1,42
K Jasa Keuangan dan Asuransi % 4,10 6,34 6,12 4,23 0,66
L Real Estat % 8,19 4,20 3,84 10,32 1,25
M,N Jasa Perusahaan % 8,66 10,02 9,10 | -10,56 0,32
o gg?;ﬁ?f:;?;:fg%ﬁ%ﬂ Pertahanan | o, 549 | 1575| 6,29| 3,65| 4,15
P Jasa Pendidikan % 11,88 4.46 7,81 7,22 4,74
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 12,28 9,12 10,51 12,01 9,41
R,S,T,U | Jasa lainnya % 11,22 12,56 21,80 -4,95 5,77
Produk Domestik Regional Bruto % 7,61 8,77 7,68 -1,78 4,02

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Beberapa lapangan usaha yang pada tahun 2020 berkontribusi besar
terhadap pembentukan PDRB namun terkontraksi pada tahun 2021, antara lain:
lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang pada
tahun 2020 sebesar 13,46 persen menjadi sebesar 0,12 persen pada tahun 2021,
Informasi dan komunikasi terkontraksi dari sebesar 11,33 persen pada tahun 2020
menjadi 1,42 persen pada tahun 2021, serta Real estate terkontraksi dari sebesar
10,32 persen pada tahun 2020 menjadi 1,25 persen pada tahun 2021. Penurunan
tersebut disebabkan karena menurunnya aktivitas masyarakat pada sektor
tersebut akibat pandemi COVID-19 dan meningkatnya pertumbuhan sektor lain
akibat dari kebijakan pemerintah untuk penanganan dampak COVID-19.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar 3.765,56 Milliar Rupiah, nilai tersebut
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3.620,20
Milliar Rupiah. Nilai PDRB (ADHK) tahun 2021 menurut lapangan usaha yang
terbesar adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.550,58
Milliar Rupiah, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 688,54 Milliar
Rupah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 340,01 Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut
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disebabkan antara lain karena matapencaharian masyarakat selayar didominasi
oleh pertanian dan perikanan, komitmen pemerintah terhadap pemenuhan
infrastruktur, tingginya tingkat konsumsi dan semakin banyaknya jumlah

kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2017-2021

Kategori Lapangan Usaha/Industry Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 S 6 7
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.390,8 1.502,7 1.616,6 1.501,5 1.550,58
B Pertambangan dan Penggalian 26,4 27,9 29,1 29,6 31,60
C Industri Pengolahan 97,8 99,6 118,7 118,4 124,49
D Pengadaan Listrik dan Gas 4.6 4.9 5,1 5,5 5,71
T e R B I A
F Konstruksi 565,6 624,3 648,3 661,3 688,54
G Ezgd;i";?ﬁé‘bﬁ?:; Csligei:e;/[aci’o i 273,4 297,7 324,3 323,0 340,01
H Transportasi dan Pergudangan 75,4 83,2 95,1 77,1 87,74
I ;iﬁierilaan Akomodasi dan Makan 7.2 8,5 10,1 8.9 9,24
J Informasi dan Komunikasi 101,0 110,4 125,3 139,5 141,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi 38,0 40,4 42.9 447 44 97
L Real Estat 54,0 56,3 58,4 64,5 65,27
M,N Jasa Perusahaan 0,5 0,6 0,6 0,6 0,57
o gggnﬁlrfﬁ;?f:aﬂ%ﬁ%n Pertahanan | 54931  9781| 2956| 3064 | 319,14
P Jasa Pendidikan 193,7 202,3 218,1 233,9 244,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 59,4 64,8 71,6 80,2 87,76
R,S,T,U Jasa lainnya 15,2 17,1 20,9 19,8 20,99
Produk Domestik Regional Bruto 3.147,4 | 3.423,4 | 3.685,7 | 3.620,2 | 3.765,56

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021
sebesar 6.835,40 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2020 sebesar 6.392,74 Milliar Rupiah. Sepanjang lima tahun
terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor
pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2021 sektor ini memberikan
kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 2.913,58 Milliar Rupiah atau 42,62
persen. Struktur ekonomi dapat memberikan gambaran masing-masing sektor
dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu
sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan

perekonomian daerah.
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Tabel 2.4 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021

Kategori Lapangan Usaha/Industry Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 5 7 9 11
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.394,9 2.639,2 2.879,6 2.712,9 2.913,58
B Pertambangan dan Penggalian 49,6 53,8 56,7 59,7 64,26
C Industri Pengolahan 136,0 142,5 177,5 179,4 191,83
D Pengadaan Listrik dan Gas 4.5 5,0 5,22 5,5 5,88
o | o Sameah, | 0| ss| o] 7| w7
F Konstruksi 1.093,8 1.261,9 1.370,8 1.401,6 1.494,77
G g‘;ﬁ;ﬁ?ﬁ;ﬁ?jﬁ gigeifﬁ; i 389,4 440,5 495,8 499,1 532,85
H Transportasi dan Pergudangan 119,7 134,5 156,4 127 142,50
I II\D/Ieirrll{le;illaan Akomodasi dan Makan 10,4 12,7 15,7 143 15,07
J Informasi dan Komunikasi 108,4 120,9 143,4 160,6 165,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi 65,7 73,8 81,8 86,6 89,01
L Real Estat 73,8 79,4 84,0 93,3 94,78
M,N Jasa Perusahaan 0,9 1,0 1,2 1,1 1,08
o gg?;ﬁ?f:;?;:fg%ﬁ%ﬂ Pertahanan | 3643 | 437,0 4754 501,1 526,87
P Jasa Pendidikan 294,5 314,6 340,7 371,2 397,82
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 88,9 100,6 119,4 139,7 157,90
R,S,T,U | Jasa lainnya 22,9 27,9 34,4 32,7 35,10
Produk Domestik Regional Bruto 5.223,2 | 5.850,9 6.444,2 6.392,7 6.835,40

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dibandingkan dengan angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi
Sulawesi Selatan yang mencapai 545.230,03 Milyar Rupiah pada Tahun 2021
maka kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,25 persen, dan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 343.402,51 Milyar
Rupiah dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,09 persen.
Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020,
sementara dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun
2019. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih
seiring dengan perekembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.5 Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

PDRB
Periode Kepulauan Selayar | Sulawesi Selatan Kontribusi (%)
1 2 3 4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)
2017 5.223,20 415.588,20 1,26
2018 5.857,28 461.774,74 1,27
2019 6.444,22 504.321,74 1,28
2020 6.392,74 504.478,54 1,27
2021 6.835,40 545.230,03 1,25
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)
2017 3.147,39 288.814,17 1,09
2018 3.422,67 309.156,19 1,11
2019 3.685,67 330.506,38 1,12
2020 3.620,20 328.192,82 1,10
2021 3.765,56 343.402,51 1,09

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap
pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang semakin meningkat akan
berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan
kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan
perekonomian.
2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi
makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi
yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat
berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan
produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat
merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan
Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada inflasi
Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan

Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 2. 1 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Perbandingan tingkat inflasi antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi

Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun

2017-2021
No Kab/ Kota Satuan Tingkat Inflasi
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kepulauan Selayar % 4,66 3,85 2,25 2,30 2,16
2 Sulawesi Selatan % 4,44 3,50 2,35 2,04 2,40
3 Nasional % 3,61 3,13 2,72 1,68 1,87

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

2.1.3 PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai
angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang
dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu
wilayah. PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2017 terus
mangalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun mengalami
penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 dan dengan
meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 6.392,7 Milliar
Rupiah pada tahun 2020 menjadi 6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021
sehingga PDRB perkapita pada tahun 2021 juga kembali mengalami peningkatan.
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 46,73 juta
rupiah, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 49,54 juta rupiah.
Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2017-2021.

Pemerintah 'Kﬂéu/mfen 7<eﬁu/mmn Se/aym Tahun 2022 —



| &5 ‘

DPemerintah Dacrah

Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021

. PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
Periode
Harga Berlaku Harga Konstan 2010
2017 39,27 23,66
2018 43,62 25,49
2019 47,99 27,45
2020 46,73 26,46
2021 49,54 27,29

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, PDRB
Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun
2021 merupakan yang tertinggi dari tujuh kabupaten lainnya dan yang terendah
adalah Kabupaten Luwu Utara dengan PDRB Perkapita sebesar 44,33 Juta Rupiah.
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan
dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 59,66 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar

62,24 Juta Rupiah. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

No Kab./ Kota Satuan PDRB Per Kapita ADHB

2017 2018 2019 2020 2021

1 | Luwu Utara Juta Rp 35,02 38,65 41,65 41,07 44 33
2 | Palopo Juta Rp 36,83 40,32 43,79 43,66 46,52
3 | Sinjai Juta Rp 37,89 41,88 45,05 43,74 47,05
4 | Sidrap Juta Rp 40,24 43,25 46,49 4412 47,19
5 | Maros Juta Rp 56,12 60,92 64,6 47,73 47,88
6 | Luwu Juta Rp 36,56 40,2 43,04 43,91 48,55
7 | Bone Juta Rp 39,04 43,87 47,81 45,68 48,8
8 | Kepulauan Selayar Juta Rp 39,27 43,62 47,99 46,73 49,54
Sulawesi Selatan Juta Rp 47,82 52,64 56,98 56,51 59,66
Nasional Juta Rp 51,89 55,99 59,32 57,27 62,24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.1.4 Gini Rasio

Gini Rasio atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara O
hingga 1. Jika koefisien gini bernilai O menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahu terakhir,
pada tahun 2017 sebesar 0,331 kemudian meningkat negatif menjadi 0,338 pada
tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,357, capaian tersebut
meningkat negatif jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,301. Pada
tahun 2021 gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengakami

penurunan positif menjadi sebesar 0,354. Hal tersebut disebabkan karena
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menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan
pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 3,93 persen pada tahun 2020 menjadi 0,80
persen pada tahun 2021 sementara golongan pengeluaran > 300 Ribu Rupiah

mengalami peningkatan.

Grafik 2. 2 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke empat
jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, kabupaten dengan
gini ratio terendah di wilayah ini adalah Kabupaten Bantaeng yakni sebesar 0,332.
Sedangkan kabupaten dengan gini ratio tertinggi adalah Kabupaten Barru dengan
nilai koefisien gini sebesar 0,359. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, capain tersebut masih berada
dibawah target yaitu sebesar 0,32. Jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih
baik dimana pada tahun 2020 gini rasio Sulawesi selatan sebesar 0,389 dan

Nasional sebesar 0,381. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam
Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Gini Rasio

No Kab./ Kota
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Bantaeng 0,422 0,342 0,338 0,344 0,332
2 | Luwu Utara 0,358 0,361 0,364 0,344 0,341
3 | Jeneponto 0,331 0,309 0,331 0,349 0,353
4 | Kepulauan Selayar 0,331 0,338 0,301 0,357 0,354
5 | Gowa 0,395 0,384 0,354 0,345 0,358
6 | Sidrap 0,325 0,34 0,284 0,349 0,358
7 | Palopo 0,341 0,338 0,338 0,354 0,358
8 | Barru 0,389 0,379 0,36 0,357 0,359
Sulawesi Selatan 0,429 0,388 0,391 0,389 0,377
Nasional 0,391 0,384 0,380 0,385 0,381

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Pemerintah 7<ﬂéu/mfen 7<eﬁu/mmn \S’e/aymﬂ Tahun 2022 —



| &5 ‘

Pemerintah Dacrah

2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami
penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kondisi ini dapat dilihat
pada tahun 2021, persentase penduduk miskin sebesar 12,45 persen (16,93 ribu
jiwa) dibandingkan tahun 2017 sebesar 13,28 persen (17,62 ribu jiwa). Rata-rata
penurunan angka kemiskinan sebesar 0,21 persen (172 jiwa). Secara detail dapat

dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dibandindingkan dengan target pada akhir periode RPJMD yakni
sebesar 7,65 persen, capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang telah
ditetapkan. Namu jika melihat trennya selama lima tahun terakhir (2017-2021),
angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar selalu mengalami penurunan.
Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh bebearapa faktor, antara
lain: meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan, optimalisasi penyaluran
bantuan sosial dan program hibah dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat.
Diharapkan untuk tahun 2022 dan seterusnya, angka kemiskinan dapat
diturunkan seperti yang diharapkan.

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan
yang terendah ketiga jika dibandingkan dengan tujuh Kabupaten lain dalam
wilayah setaranya, dimana yang terendah adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar

11,99 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Pangkep sebesar 14,28 persen.
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Grafik 2. 4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
Wilayah Setara
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten

Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka
kemiskinan Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar 8,78 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 784,98
ribu jiwa (terjadi peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,72
persen atau 776,83 ribu jiwa) dan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen
dengan total jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,50 juta jiwa pada

tahun 2021. Tingkat kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

T Kab./ Kota Tingkat Kemiskinan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kepulauan Selayar (%) 13,28 13,13 12,83 12,48 12,45
2 Sulawesi Selatan (%) 9,38 9,06 8,56 8,72 8,78
3 Nasional (%) 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawest Selatan 2022

Penurunan angka kemiskinan di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain, perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami
peningkatan dalam kurun waktu S (lima) tahun terakhir.
tahun 2020 berada pada kisaran Rp. 396.822,- dan
406.762 pada tahun 2021.

Garis kemiskinan pada

meningkat menjadi Rp.
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Grafik 2. 5 Perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan
kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada tahun 2018, tapi meningkat pada
tahun 2019 dan kembali turun pada tahun 2020. Data selama 2017-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar lebih tinggi jika
dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, begitupun jika dibandingkan
dengan indeks kedalaman kemiskinan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada

grafik berikut:
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Grafik 2. 7 Perbandingan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan dan Nasional Tahun 2021 dan 2022
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawest Selatan 2022
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu
harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran
per kapita. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam
upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena
selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu
indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima
tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 66,91, pada
tahun 2020 menjadi 67,38 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 67,76.
Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada

grafik berikut:
Grafik 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022
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Capaian tersebut masih jauh dari target IPM yang ditetapkan dalam RPJMD
yaitu sebesar 71. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten lain dalam
Kawasan Setaranya, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
berada pada urutan kelima. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten
Jeneponto dengan nilai sebesar 64,56 dan yang tertinggi di kawasan ini adalah
Pangkajene Kepulauan dengan nilai sebesar 69,21. Jika dilihat dari laju
pertumbuhan, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan laju pertumbuhan IPM
sebesar 0,56 persen hanya berada dibawah Kabupaten Takalar dengan laju
pertumbuhan IPM sebesar 0,61 dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan laju
pertumbuhan IPM sebesar 0,71.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian
Nasional, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
masih lebih rendah. Dimana pada tahun 2021 capaian IPM Sulawesi Selatan
sebesar 72,24 dan capaian Nasional sebesar 72,29. Secara detail dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2017-2021

IPM LaJ(I:/I)PM
No Kab./ Kota 5 0; o
2017 2018 2019 2020 2021 2021
1 Jeneponto 62,67 63,33 64 64,26 64,56 0,47
2 | Bone 64,16 65,04 | 65,67 | 66,06 66,4 0,51
3 | Takalar 65,48 66,07 | 66,94 | 67,31 67,72 0,61
4 | Sinjai 65,8 66,24 | 67,05 67,6 67,75 0,22
5 | Kepulauan Selayar 65,39 66,04 | 66,91 | 67,38 67,76 0,56
6 | Bantaeng 67,27 67,76 68,3 68,73 68,99 0,38
7 | Soppeng 66,67 67,6 68,26 | 68,67 68,99 0,47
8 Pangkajene dan Kepulauan 67,25 67,71 68,29 68,72 69,21 0,71
Sulawesi Selatan 70,34 70,90 | 71,66 | 71,93 72,24 0,43
Nasional 70,81 71,39 | 71,92 | 71,94 72,29 0,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IPM
Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 sampai dengan 2021 lebih rendah
jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Jika
dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan,
pada tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan
ke 21 dan pada tahun 2021 pada urutan ke 20. Hal ini menggambarkan kualitas

sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tertinggal jika
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dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi
Selatan. Jika dilihat dari keempat indikator pembentuk IPM, indikator pengeluaran
per kapita dan indikator angka harapan lama sekolah serta angka harapan hidup
memiliki capaian yang tertinggal jika dibandingkan dengan seluruh
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya terkait data

dari keempat indikator tersebut, disajikan dalam sub bab berikut.

2.1.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Besar kecilnya
angka ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan keinginan penduduk untuk
menempuh Pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah 7,88 tahun dan pada tahun 2021 naik
menjadi 8,08 tahun. Angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan
sebesar 0,01 tahun dari 12,65 pada tahun 2020 menjadi 12,66 tahun 2021. Grafik
angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan

Selayar tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Grafik 2. 9 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2017-2021

12.45 12.46 12.48 12.65 12.66

6 7.18 74 7.63 7.88 8.08

2017 2018 2019 2020 2021

=@=Rata-Rata Lama Sekolah ~ ==@==Harapan lama sekolah

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

2.1.8 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup atau Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-
rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau dapat
juga disebut sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah
lahir atau setelah mencapai usia ke-x.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020
adalah 68,46 tahun dan pada tahun 2021 naik menjadi 68,52 tahun. Angka usia
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harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada

grafik berikut:
Grafik 2. 10 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Kawasan Bulukumba dan
Sekitarnya, UHH Kabupaten Kepulauan Selayar hanya berada di bawah Kabupaten
Bantaeng dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 70,76 tahun. Berurut-turut
setelah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kabupaten Bulukumba 68,10 tahun,
Kabupaten Sinjai 67,38 tahun dan Kabupaten Jeneponto 66,49 tahun. Jika
dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional
tahun 2021, UHH Kabupaten Kepulauan Selayar berada di bawah capaian Provinsi
yaitu 70,66 tahun dan capaian Nasional sebesar 71,57 tahun. Selengkapnya

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12 Perbandingan UHH Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan
Bulukumba dan Sekitarnya, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

UHH (Tahun)
No Kab./ Kota

2017 2018 2019 2020 2021
1 Jeneponto 65,65 65,89 66,24 66,39 66,49
2 Pangkajene dan Kepulauan 65,86 66,12 66,49 66,66 66,78
3 Bone 66,22 66,5 66,88 67,07 67,21

4 Takalar 66,38 66,64 67,01 67,18 67,3
5 Sinjai 66,61 66,83 67,17 67,3 67,38
6 Wajo 66,52 66,79 67,17 67,35 67,48

7 Bulukumba 66,96 67,27 67,69 67,92 68,1
8 Kepulauan Selayar 67,82 68,03 68,34 68,46 68,52
Sulawesi Selatan 69,84 70,08 70,43 70,57 70,66
Nasional 71,1 71,2 71,3 71,47 71,57

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022
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2.1.9 Persentase Balita Stunting

Status Stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain asupan
makan, penyakit infeksi, ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan
pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan. Prevalensi balita
Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir terus
mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 75 persen dan dapat
ditekan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,7
persen (data Studi Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan 2021). Sedangkan
berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar, persentase balita
stunting sampai dengan Agustus tahun 2021 sebesar 17,45 persen. Hal tersebut
merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah untuk
pencegahan dan penanganan stunting. Berikut ini disajikan data prevalensi balita

stunting Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021:
Grafik 2. 11 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

2.1.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja,
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara angkatan kerja dan total
penduduk dengan rentang usia yang sama. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2019 adalah 65,60 persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 yaitu
sebesar 68,18 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 69,07 persen. TPAK
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada diagram
berikut:
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Grafik 2. 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022
Meningkatmya tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun 2021 merupakan dampak posotif dari kebijakan pemerintah
dimasa pandemi yang tidak lagi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
seperti tahun sebelumnya sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal
dengan mematuhi protokol kesehatan.

Perbandingan TPAK Kabupaten di Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya
menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 berada pada
urutan ketiga, berada dibawah Kabupaten Bantaeng dengan TPAK sebesar 74,32
persen dan Kabupaten Sinjai sebesar 71,91 persen. Berturut-turut dibawah
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kabupaten Jeneponto dengan TPAK sebesar
67,39 persen dan Kabupaten Bulukumba sebesar 65,46 persen. Apabila
dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka
64,73 persen dan Nasional 67,80 persen pada tahun 2021, maka TPAK Kabupaten
Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dari keduanya. Tabel berikut ini menyajikan

data selengkapnya:
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Tabel 2.13 Perbandingan TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam Kawasan
Bulukumba dan Sekitarnya, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

TPAK (%)

No R 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Kepulauan Selayar 60,20 67,09 65,60 68,18 69,07
2 | Kabupaten Bulukumba 60,56 64,25 67,71 68,26 65,46
3 | Kabupaten Bantaeng 77,70 72,36 72,57 73,14 74,32
4 | Kabupaten Jeneponto 63,88 68,87 67,21 68,87 67,39
5 | Kabupaten Sinjai 69,61 69,54 65,91 69,90 71,91

Sulawesi Selatan 60,98 63,93 63,80 63,40 64,73
Nasional 66,67 67,31 67,53 67,77 67,80

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah
angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap
jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2021 adalah 137.974 jiwa dan sebesar 71.533 jiwa diantaranya merupakan
angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 2,81 persen atau 2.011
jiwa merupakan pengangguran terbuka.

TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 mengalami peningkatan
negatif jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,44 persen. Angka ini
diharapkan kembali dapat diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Detail
persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada

diagram berikut:

Grafik 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021

TPT (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022
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Meningkatnya persentase pengangguran terbuka disebabkan karena
banyaknya angkatan kerja tahun 2021 yaitu 71.533 jiwa, dibandingkan tahun
2020 yang hanya sebesar 69.858 jiwa atau meningkat sebesar 2,40 persen.
Sementara persentase penduduk bekerja hanya meningkat sebesar 2,00 persen
dari tahun 2020 sebanyak 68.156 jiwa menjadi 69.522 jiwa pada tahun 2021.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Kawasan Bulukumba dan
Sekitarnya, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 merupakan yang
terendah ketiga setelah Kabupaten Jeneponto dengan TPT sebesar 2,38 persen dan
Kabupaten Sinjai 2,61 persen. Secara berturut-turut di atas Kabupaten Kepulauan
Selayar adalah, Kabupaten Bulukumba 3,14 persen dan Kabupaten Bantaeng 4,07
persen. Angka 2,44 persen tersebut bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan
TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,72 persen dan TPT Nasional sebesar 6,49

persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan
Bulukumba dan Sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

TPT (%)

No R 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Kepulauan Selayar 2,34 1,88 1,17 2,44 2,81
2 | Kabupaten Bulukumba 3,37 3,92 3,31 3,42 3,14
3 | Kabupaten Bantaeng 5,23 3,69 3,98 427 4,07
4 | Kabupaten Jeneponto 3,31 2,81 2,12 2,31 2,38
S | Kabupaten Sinjai 4,53 2,14 2,28 2,65 2,61

Sulawesi Selatan 5,61 5,34 4,97 6,31 5,72
Nasional 5,50 5,34 5,28 7,07 6,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022
2.1.12 Persentase Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar
71.533 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah yang bekerja sebesar
69.522 jiwa atau 97,19 persen. Persentase tersebut lebih rendah dari tahun 2020
yaitu sebesar 97,56 persen. Berikut ini grafik persentase penduduk yang bekerja

terhadap angkatan kerja tahun 2017-2021:
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Grafik 2. 14 Persentase Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dibandingkan dengan Lima Kabupaten di Kawasan Selatan Sulawesi
Sekatan, Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2021 berada di bawah Kabupaten Jeneponto dengan
persentase penduduk bekerja sebesar 97,62 persen dan Kabupaten Sinjai sebesar
97,39 persen. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional, persentase penduduk bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih
tinggi dimana Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 94,28 persen dan

Nasional 93,51 persen, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 15 Perbandingan Persentase Penduduk yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan Kabupaten dalam Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2021
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Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai triwulan ke II
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun
2022 yang terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2022
Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang
terakomodir di APBD Tahun 2022 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah
program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022. Adapun jumlah program,

kegiatan, sub kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.15 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD Tahun 2022 per

Bidang Urusan

JUMLAH JUMLAH JUMLAH SUB
No URUSAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A | YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Urusan Pemerintahan Bidang
1 Pendidikan 5 13 35
9 Urusan Pemerintahan Bidang 6 17 62
Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan 10 23 58
Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang
4 | Perumahan dan Kawasan 6 17 54
Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang
5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 22 71
serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6 15 48
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
NON PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang
2 | Pemberdayaan Perempuan dan 7 15 31
Perlindungan Anak

3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3 S 6
Urusan Pemerintahan Bidang

4 Pertanahan 6 7 10

5 Urusan Pemerintahan Bidang 11 21 64

Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang
6 | Administrasi Kependudukan dan 5 15 37
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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JUMLAH JUMLAH JUMLAH SUB
No URUSAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Bidang
8 | Pengendalian Penduduk dan 3 6 14
Keluarga Berencana
9 Urusan Pemerintahan Bidang 3 11 33
Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang
10 Komunikasi dan Informatika 3 10 45
11 Urusan Pemerintahan Bidang 4 4 3
Koperasi dan UMKM
Urusan Pemerintahan Bidang
12 Penanaman Modal 6 12 33
13 Urusan Pemerintahan Bidang 3 4 4
Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang
1% | statistik 1 ! 6
15 Urusan Pemermtahan Bidang 1 5 5
Persandian
16 Urusan Pemerintahan Bidang 3 5 6
Kebudayaan
17 Urusan Pemerintahan Bidang 3 11 36
Perpustakaan
18 Urusgn Pemerintahan Bidang 3 4 5
Kearsipan
C | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1 Urgsan Pemerintahan Bidang 4 19 54
Perikanan
9 Urqsap Pemerintahan Bidang 4 11 34
Pariwisata
3 Urusap Pemerintahan Bidang 6 16 32
Pertanian
4 Uru_san Pemermtahan Bidang 3 10 37
Perindustrian
5 Urusan Pemerintahan Bidang 6 3 11
Perdagangan
D UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 Urusan Pemerintahan Bidang 3 12 58
Perencanaan
5 Urusan Pemerintahan Bidang 4 14 84
Keuangan
3 Urusan Pgmermtahan Bidang 9 12 48
Kepegawaian
4 Urusan Pemerintahan Bidang 1 5 3
Pendidikan dan Pelatihan
5 Urusan Pemerintahan Bidang 1 1 7
Penelitian dan Pengembangan
E UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN
1 Urusan Pemerintahan Bidang 3 10 08
Pengawasan
F UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 | SEKRETARIAT DAERAH 3
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N URUSAN PROGRAM | KEGIATAN | KEGIATAN
2 SEKRETARIAT DPRD 2 17 71
G | UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN BONTOMATENE S 12 30
l.a | KELURAHAN BATANGMATA 4 8 15

1.b | KELURAHAN BATANGMATA SAPO 4 10 18
2 KECAMATAN BUKI 6 14 29
3 KECAMATAN BONTOMANAI 6 11 17
4 KECAMATAN BENTENG 6 11 15

4.a | KELURAHAN BENTENG 4 6 8

4.b | KELURAHAN BENTENG UTARA S 7 11

4.c | KELURAHAN BENTENG SELATAN S 4 S
) KECAMATAN BONTOHARU 6 13 31

S5.a | KELURAHAN BONTOBANGUN 6 10 12

5.b | KELURAHAN PUTABANGUN 6 10 17
6 | KECAMATAN BONTOSIKUYU 6 11 21
7 KECAMATAN PASIMASUNGGU 4 9 20
8 ?FhféglATAN PASIMASUNGGU 5 13 27
9 KECAMATAN PASIMARANNU 3 8 16
10 | KECAMATAN PASILAMBENA S 11 24
11 | KECAMATAN TAKA BONERATE 4 9 17
H | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1 Urusan Pemerintahan Bidapg 6 11 29

Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL 249 596 1616

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2022

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran

seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2022.

Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar pada APBD

Tahun 2022 per Bidang Urusan

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH DANA

REALISASI (%)

REALISASI
FISIK KEUANGAN

Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

709.593.316.940

22,77 22,75 161.421.808.822,00

Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan

229.870.442.983

37,67 37,67 86.595.191.196,00

Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

290.741.966.118

19,26 19,26 56.003.788.091,00

Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang

136.311.882.149

4,25 4,11 5.604.051.136,00

Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

13.479.496.789

14,24 14,24 1.920.059.515,00

Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

31.109.003.514

26,73 26,73 8.316.880.257,00
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REALISASI (%)
NO URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAH DANA REALISASI
FISIK | KEUANGAN
Urusan Pemerintahan Bidang
6 | ol 8.080.525.387 36,90 36,90 2.981.838.627,00
B Urusan Pemerintahan Wajib 76.687.688.581 37,83 31,73 24.333.491.887,00
Non Pelayanan Dasar
1 | Urusan Pemerintahan Bidang 1.253.463.000 27,56 27,56 345.403.000,00
Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang
2 Pemberdayaan Perempuan Dan 4.809.720.799 46,01 38,47 1.850.286.873,00
Perlindungan Anak
3 | Urusan Pemerintahan Bidang 217.421.100 56,70 4529 98.465.200,00
Pangan
4 | Urusan Pemerintahan Bidang 2.187.415.600 20,36 20,36 445.319.600,00
Pertanahan
5 | Urusan Pemerintahan Bidang 20.044.938.735 28,01 28,01 5.795.979.832,00
Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang
6 Administrasi Kependudukan 3.964.532.293 45,59 45,59 1.807.561.679,00
Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang
7 Pemberdayaan Masyarakat Dan 4.854.395.794 47,88 47,88 2.324.124.619,00
Desa
Urusan Pemerintahan Bidang
8 | Pengendalian Penduduk Dan 4.144.479.000 32,44 7,32 303.438.151,00
Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang
9 9.902.757.280 52,60 31,04 3.073.685.850,00
Perhubungan
10 | Urusan Pemerintahan Bidang 7.214.653.300 48,79 33,38 2.408.154.011,00
Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang
11 | Koperasi, Usaha Kecil Dan 2.609.767.000 40,75 40,75 1.063.427.200,00
Menengah
1o | Urusan Pemerintahan Bidang 5.852.854.199 43,83 43,83 2.565.590.651,00
Penanaman Modal
13 | Urusan Pemerintahan Bidang 4.467.433.000 4,19 4,19 187.204.000,00
Kepemudaan Dan Olahraga
14 | Urusan Pemerintahan Bidang 205.148.000 18,64 18,64 38.239.400,00
Statistik
15 | Urusan Pemerintahan Bidang 629.206.600 30,41 30,41 191.342.300,00
Persandian
16 | Urusan Pemerintahan Bidang 840.981.000 48,55 48,55 408.273.950,00
Kebudayaan
17 | Urusan Pemerintahan Bidang 3.390.046.681 41,11 41,11 1.393.541.271,00
Perpustakaan
1g | Urusan Pemerintahan Bidang 98.475.200 33,97 33,97 33.454.300,00
Kearsipan
c Urusan Pemerintahan Pilihan 56.578.057.663 27,93 26,66 15.083.336.563,00
y | Urusan Pemerintahan Bidang 10.898.502.372 19,81 19,81 2.159.060.009,00
Kelautan Dan Perikanan
o | Urusan Pemerintahan Bidang 8.413.719.132 32,55 32,55 2.738.380.356,00
Pariwisata
3 | Urusan Pemerintahan Bidang 22.024.526.857 34,06 30,80 6.783.517.968,00
Pertanian
4 | Urusan Pemerintahan Bidang 14.363.529.802 21,70 21,70 3.117.599.778,00
Perindustrian
5 | Urusan Pemerintahan Bidang 877.779.500 32,44 32,44 084.778.452,00
Perdagangan
D Unsur Penunjang Urusan 170.010.776.881 | 49,00 45,03 76.560.214.135,00
Pemerintahan
1 Urusan Perencanaan 4.770.623.572 59,85 43,10 2.056.128.374,00
2 | Urusan Keuangan 158.279.777.075 48,59 44,84 70.969.573.893,00
3 Urusan Kepegawaian 5.009.621.234 47,94 47,94 2.401.440.264,00
4 | Urusan Pendidikan dan 1.639.883.000 67,39 67,32 1.103.945.404,00
Pelatihan
5 | Urusan Penelitian Dan 310.872.000 12,63 9,37 29.126.200,00
Pengembangan
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NO URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAH DANA REALISASI (%) REALISASI
FISIK KEUANGAN
E Dnsur Pengawasan Urusan 10.016.040.586 | 32,64 32,64 3.268.792.012,00
1 Inspektorat 10.016.040.586 32,64 32,64 3.268.792.012,00
F pasur Pendulkung Urusan 70.157.060.576 | 56,55 52,14 36.581.771.424,00
1 Sekretariat Daerah 35.943.262.959 48,51 48,51 17.435.885.366,00
2 Sekretariat DPRD 34.213.797.617 64,99 55,96 19.145.886.058,00
G Unsur Kewilayahan 36.036.637.806 36,18 36,18 13.038.083.723,00
1 Kecamatan Bontomatene 3.610.790.632 44,13 44,13 1.593.505.580,00
l.a | Kelurahan Batangmata 1.568.339.420 16,58 16,58 260.000.000,00
1.b | Kelurahan Batangmata Sapo 1.458.156.765 16,30 16,30 237.706.241,00
2 Kecamatan Buki 1.732.836.053 46,76 46,76 810.212.598,00
3 Kecamatan Bontomanai 2.017.037.705 49,91 49,91 1.006.631.249,00
Kecamatan Benteng 3.423.742.853 39,03 39,03 1.336.199.695,00
4.a | Kelurahan Benteng Utara 1.566.100.965 24,77 24,77 387.864.870,00
4.b | Kelurahan Benteng 1.677.827.713 36,46 36,46 611.761.141,00
4.c | Kelurahan Benteng Selatan 1.671.428.193 10,88 10,88 181.793.878,00
5 | Kecamatan Bontoharu 2.704.505.225 55,60 55,60 1.503.668.972,00
5.a | Kelurahan Putabangun 1.596.777.050 18,65 18,65 297.845.321,00
S.b | Kelurahan Bontobangun 2.229.842.350 27,66 27,66 616.797.550,00
6 | Kecamatan Bontosikuyu 1.910.560.736 43,35 43,35 828.280.107,00
7 | Kecamatan Taka Bonerate 1.844.808.256 34,15 34,15 629.972.917,00
8 Kecamatan Pasimasunggu 2.067.582.011 44 51 44 51 920.380.436,00
o | Kecamatan Pasimasunggu 1.688.225.719 40,33 40,33 680.840.074,00
10 | Kecamatan Pasimarannu 1.858.393.010 30,99 30,99 575.997.247,00
11 | Kecamatan Pasilambena 1.409.683.150 39,63 39,63 558.625.847,00
H Urusan Pemerintahan Umum 4.263.716.595 24,83 24,83 1.058.591.696,00
1| padan Kesatuan Bangsa dan 4.263.716.595 24,83 24,83 1.058.591.696,00
TOTAL 1.133.343.295.628 | 30,60 29,24 331.346.090.262,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi APBD Tahun 2022 sampai pada triwulan
II sebesar 29,24 persen dengan capaian kinerja fisik sebesar 30,60 persen.
2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian
berdasarkan realisasi anggaran tiap bidang urusan pemerintahan. Capaian kinerja
pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk
perangkat daerah dengan realisasi O — 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat
daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 - 45 persen dan kategori
Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45 persen.
Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45 persen didasarkan
atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45 persen, sehingga
jika terdapat bidang urusan dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45

persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Berdasarkan
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penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program,

kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemerintah 7<ﬂéu/7ﬂfen 7<eﬁu/mmn \S’e/ﬂymﬂ Tahun 2022 —



Perubahan Rencana 7<eg’a
Pemerintah Dacrah

Tabel 2.17 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan II Tahun 2022 per Bidang

Urusan
Program Kegiatan Sub Kegiatan
RATA-
NO URUSAN Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak RATA PREDIKAT
Jumlah adadi | Jumlah adadi | Jumlah adadi | CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 | Yrusan Pemerintahan Bidang 5 3 2 0 15 5 6 2 2 o1 19 10 6 56 37,67 | SEDANG
Pendidikan
2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6 4 2 0 0 17 6 6 5 0 74 37 6 19 12 19,26
3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 12 7 3 2 26 12 8 3 3 106 20 11 7 28 411
Umum dan Penataan Ruang
4 | Yrusan Pemerintahan Bidang 6 5 1 0 22 8 4 5 5 83 27 12 15 29 14,24

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 5 1 3 1 0 22 3 11 8 0 102 28 21 22 31 26,73 SEDANG
Perlindungan Masyarakat

6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6 3 3 0 18 1 6 8 3 7 14 12 22 29 36,90 SEDANG
5 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

NON PELAYANAN DASAR
1 E;‘:jia” Pemerintahan Bidang Tenaga 4 2 1 1 12 4 1 7 28 5 1 22 27,56 SEDANG
2 Urusan Pemerintahan Bidang 7 4 3 0 17 7 5 3 2 56 13 11 7 25 38,47 SEDANG

Pemberdayaan Perempuan dan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
RATA-
NO URUSAN Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak RATA PREDIKAT
Jumlah adadi | Jumlah adadi | Jumlah adadi | CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD

Perlindungan Anak

3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 4 2 1 1 7 1 3 1 2 26 1 3 2 20 45,29 -

Urusan Pemerintahan Bidang 8 5 4 2 9 2 5 2 14 3 5 2 4 20,36 SEDANG
Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang

. ; 11 4 4 3 0 26 5 9 7 5 104 25 19 20 40 28,91 SEDANG
Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang
6 Administrasi Kependudukan dan 5 1 3 1 0 21 3 8 4 6 76 10 13 14 39 45,59
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 1 3 1 0 13 3 5 4 1 103 20 10 18 55 47,88
Urusan Pemerintahan Bidang

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 3 3 0 8 6 0 0 2 33 13 1 0 19 7,32
Berencana

g | Urusan Pemerintahan Bidang 3 1 2 0 14 5 3 3 3 38 13 10 10 5 31,04 SEDANG
Perhubungan

10 | Yrusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 0 11 4 2 4 1 69 19 15 11 24 33,38 SEDANG
Komunikasi dan Informatika

1 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi 7 2 1 1 3 9 2 1 1 5 15 4 3 1 7 40,75 SEDANG
dan UMKM

12 | Yrusan Pemerintahan Bidang 6 1 3 2 0 14 1 6 5 2 62 10 8 15 29 43,83 SEDANG
Penanaman Modal

13 | Urusan Pemerintahan Bidang 3 3 0 8 4 4 35 4 31 4,19 !
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
RATA-
NO URUSAN Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak RATA PREDIKAT
Jumlah adadi | Jumlah adadi | Jumlah adadi | CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD
Kepemudaan dan Olahraga
14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1 1 0 1 1 0 6 4 2 0 18,64
15 | Urusan Pemerintahan Bidang 1 1 0 2 1 1 0 5 3 1 1 0 30,41 | SEDANG
Persandian
16 Urusan Pemerintahan Bidang 5 2 1 2 9 2 3 4 26 2 1 3 20 48,55
Kebudayaan
17 | Yrusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 0 11 4 6 1 0 56 18 9 9 20 41,11 | SEDANG
Perpustakaan
18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 3 2 1 0 5 1 1 2 1 6 1 2 2 1 33,97 SEDANG
C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1 Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan 5 2 2 1 24 10 8 1 5 80 35 13 6 26 19,81
2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 5 2 1 1 1 20 5 3 3 9 129 11 10 13 95 32,55 SEDANG
3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 6 1 2 3 0 23 6 7 3 7 102 18 9 5 70 30,80 SEDANG
4 | Urusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 3 13 3 4 3 3 37 14 18 5 0 21,70 | SEDANG
Perindustrian
5 | Urusan Pemerintahan Bidang 6 2 1 3 0 12 4 1 3 4 51 6 1 4 40 32,44 SEDANG
Perdagangan
D UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 | Yrusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 0 14 2 5 5 2 68 23 15 20 10 43,10 SEDANG
Perencanaan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
RATA-
NO URUSAN Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak RATA PREDIKAT
Jumlah adadi | Jumlah adadi | Jumlah adadi | CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD
2 Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 4 1 1 2 0 15 1 4 9 1 124 17 18 49 40 44,84 SEDANG
3 | Urusan Pemerintahan Bidang 2 1 1 0 12 1 4 7 0 72 10 15 23 24 47,94
Kepegawaian
Urusan Pemerintahan Bidang
4 Pendidikan dan Pelatihan ! ! 0 2 ! ! 0 6 2 ! 3 67,32
5 Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian 1 1 0 4 1 3 8 6 1 1 9,37
dan Pengembangan
E UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN
1 | Urusan Pemerintahan Bidang 3 1 2 0 10 5 3 2 0 29 15 6 7 1 32,64 SEDANG
Pengawasan
F UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 SEKRETARIAT DAERAH 3 1 2 0 20 3 6 10 1 66 12 17 33 4 48,51
2 SEKRETARIAT DPRD 2 2 0 17 2 5 10 0 84 17 19 35 13 55,96
G UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN BONTOMATENE 6 2 1 2 1 16 8 1 3 4 46 23 1 6 16 44,13 SEDANG
l.a KELURAHAN BATANGMATA 4 1 2 1 0 9 2 4 2 1 17 7 3 5 2 16,58
1.b KELURAHAN BATANGMATA SAPO 4 1 3 0 10 3 7 0 21 10 5 3 3 16,30
2 KECAMATAN BUKI 6 3 3 0 17 1 6 7 3 48 6 6 17 19 46,76
3 KECAMATAN BONTOMANAI 6 2 2 2 0 14 3 2 6 3 45 4 4 9 28 49,91
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
RATA-
NO URUSAN Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak Capaian Kinerja Keuangan Tidak RATA PREDIKAT
Jumlah adadi | Jumlah adadi | Jumlah adadi | CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD 0-20% | 21%-45% | >45% | APBD

4 | KECAMATAN BENTENG 6 2 2 2 0 13 2 4 5 2 26 4 6 5 11 39,03 SEDANG
4.a | KELURAHAN BENTENG 6 1 2 1 2 11 1 2 3 5 15 2 2 4 7 36,46 SEDANG
4b | KELURAHAN BENTENG UTARA 6 4 1 1 7 5 2 0 11 8 2 1 0 24,77 SEDANG
4.c | KELURAHAN BENTENG SELATAN 6 5 1 8 4 4 12 4 1 7 10,88
5 | KECAMATAN BONTOHARU 6 2 4 0 13 2 4 7 0 31 10 6 15 0 55,60
5.a | KELURAHAN BONTOBANGUN 6 3 2 1 0 10 3 4 3 0 14 4 4 4 2 27,66
5b | KELURAHAN PUTABANGUN 6 2 3 1 0 12 2 4 4 2 24 5 6 6 7 18,65 [RENDARN
6 | KECAMATAN BONTOSIKUYU 6 2 1 3 0 18 3 2 6 7 33 6 4 11 12 43,35 SEDANG
7 | KECAMATAN PASIMASUNGGU 6 1 3 2 15 1 3 5 6 50 6 5 9 30 44,51 SEDANG
8 | KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR 6 3 1 1 1 15 5 4 4 2 37 13 6 8 10 40,33 SEDANG
9 | KECAMATAN PASIMARANNU 3 0 3 0 0 8 1 5 2 0 21 4 7 5 5 30,99 SEDANG
10 | KECAMATAN PASILAMBENA 6 2 3 1 14 2 6 3 3 47 10 4 10 23 39,63 SEDANG
11 | KECAMATAN TAKA BONERATE 6 1 2 1 2 12 3 3 3 3 23 4 6 7 6 34,15 SEDANG
H | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1 LBJ;‘:]Z"’;'; Zﬁ?ﬁiﬂiﬁfm Bidang Kesatuan 6 4 2 0 13 5 5 1 2 49 13 10 6 20 24,83 SEDANG

JUMLAH 273 95 97 57 24 738 191 215 190 142 2717 662 416 538 1101 29,24 SEDANG
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja pendanaan RKPD

Kabupaten Kepulauan Selayar triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dari 273 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 249 program
dianggarkan pada APBD dan sebanyak 24 program atau sebanyak 8,79 persen
yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya sebanyak 57 atau 20,88
persen program dengan capaian Tinggi, sebanyak 97 program atau 35,53
persen dengan capaian Sedang, sebanyak 95 program atau 34,80 persen
dengan capaian Rendah.

2. Dari 738 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 596 kegiatan
dianggarkan pada APBD dan sebanyak 142 kegiatan atau sebanyak 19,24
persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya sebanyak 190 atau
25,75 persen kegiatan dengan capaian Tinggi, sebanyak 215 kegiatan atau
29,13 persen dengan capaian Sedang, sebanyak 191 kegiatan atau 25,88
persen dengan capaian Rendah.

3. Dari 2177 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 1616
sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1101 sub kegiatan atau
sebanyak 40,52 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya
sebanyak 538 atau 19,80 persen sub kegiatan dengan capaian Tinggi, sebanyak
416 sub kegiatan atau 15,31 persen dengan capaian Sedang, sebanyak 662 sub
kegiatan atau 24,37 persen dengan capaian Rendah.

4. Rata-rata capaian kinerja anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD Tahun 2022 sebesar 29,24 persen dengan predikat kinerja Sedang.

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian
berdasarkan realisasi target kinerja tiap bidang urusan pemerintahan. Capaian
kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk
perangkat daerah dengan realisasi O — 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat
daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 — 45 persen dan kategori

Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45 persen.

Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45 persen didasarkan

atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45 persen, sehingga

jika terdapat bidang urusan dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45

persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Berdasarkan

penjelasan tersebut diatas capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub

kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.18 Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan II Tahun 2022 per
Bidang Urusan

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak RATA-
NO URUSAN RATA PREDIKAT
ada ada ada
Jumlah di Jumlah di Jumlah di CAPAIAN
0-20% | 21%-45% | >45% : 0-20% | 21%- 45% | >45% : 0-20% | 21%- 45% | >45% :
APBD APBD APBD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR
1 | Yrusan Pemerintahan Bidang 5 3 2 0 15 5 6 2 2 o1 19 10 6 56 37,67 SEDANG

Pendidikan
p | Urusan Pemerintahan Bidang 6 4 2 0 0 17 6 6 5 0 74 37 6 19 12 19,26

Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang
3 Pekerjaan Umum dan Penataan 12 7 3 2 26 12 8 3 3 106 40 11 7 48 4,25

Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang
4 Perumahan dan Kawasan 6 5 1 0 22 8 4 5 5 83 27 12 15 29 14,24

Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 1 3 1 0 22 3 11 8 0 102 28 21 22 31 26,73 SEDANG
serta Perlindungan Masyarakat

6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6 3 3 0 18 1 6 8 3 7 14 12 22 29 36,90 SEDANG

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
NON PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga

- 4 2 1 1 12 4 1 7 28 5 1 22 27,56 SEDANG
Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang
2 Pemberdayaan Perempuan dan 7 3 3 1 0 17 4 6 5 2 56 9 10 12 25 46,01
Perlindungan Anak

3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 4 1 2 1 7 1 1 3 2 26 1 2 3 20 56,70
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak RATA-
NO URUSAN ada ada ada RATA PREDIKAT
Jumlah di Jumlah di Jumlah di CAPAIAN
-20% | 21%-45% | > 45% -20% | 21%-45% | > 45% -20% | 21%-45% | > 45%
0-20% 0-45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD

4 | Urusan Pemerintahan Bidang 8 2 4 2 9 2 5 2 14 3 5 2 4 20,36 SEDANG

Pertanahan
5 | Urusan Pemerintahan Bidang 11 4 4 3 0 26 5 9 7 5 104 25 19 20 40 28,91 SEDANG

Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang
6 Administrasi Kependudukan dan 5 1 3 1 0 21 3 8 4 6 76 10 13 14 39 45,59
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 1 3 1 0 13 3 5 4 1 103 20 10 18 55 47,88

Urusan Pemerintahan Bidang
8 Pengendalian Penduduk dan 3 1 2 0 8 2 3 1 2 33 7 4 3 19 32,44 SEDANG
Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang

9 3 1 1 1 0 14 5 4 2 3 38 13 10 10 5 52,60
Perhubungan

10 | Yrusan Pemerintahan Bidang 3 1 2 0 11 5 1 4 1 69 19 15 11 24 48,79
Komunikasi dan Informatika

11 Urusan Eemerlntahan Bidang 7 > 1 1 3 9 2 1 1 5 15 4 3 1 7 40,75 SEDANG
Koperasi dan UMKM

12 Urusan Pemerintahan Bidang 6 1 3 2 0 14 1 6 5 2 62 10 8 15 29 43,83 SEDANG
Penanaman Modal

13 Urusan Pemerintahan Bidang 3 3 0 8 4 4 35 4 31 4,19
Kepemudaan dan Olahraga

14 Urus_ar_1 Pemerintahan Bidang 1 1 0 1 1 0 6 4 2 0 18,64
Statistik

15 Urusan Eemerlntahan Bidang 1 1 0 2 1 1 0 5 3 1 1 0 30,41 SEDANG
Persandian

16 5 2 1 2 9 2 3 4 26 2 1 3 20 48,55

Urusan Pemerintahan Bidang
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak RATA-
NO URUSAN ada ada ada RATA | PREDIKAT
Jumlah di Jumlah di Jumlah di CAPAIAN
-20% | 21%- 45% | > 45% -20% | 21%- 45% | > 45% -20% | 21%- 45% | > 45%
0-20% o - 45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD
17 | Urusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 0 1 4 6 1 0 56 18 9 9 20 41,11 SEDANG
Perpustakaan
1g | Urusan Pemerintahan Bidang 3 2 1 0 5 1 1 2 1 6 1 2 2 1 33,97 SEDANG
Kearsipan
c | URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
1 | Yrusan Pemerintahan Bidang 5 2 2 1 24 10 8 1 5 80 35 13 6 26 19,81
Perikanan
o | Yrusan Pemerintahan Bidang 5 2 1 1 1 20 5 3 3 9 129 11 10 13 95 32,55 SEDANG
Pariwisata
3 | Urusan Pemerintahan Bidang 6 1 2 3 0 23 4 2 10 7 102 8 21 3 70 34,06 SEDANG
Pertanian
4 | Urusan Pemerintahan Bidang 6 2 1 3 13 3 4 3 3 37 14 18 5 0 21,70 SEDANG
Perindustrian
5 | Urusan Pemerintahan Bidang 6 2 1 3 0 12 4 1 3 4 51 6 1 4 40 32,44 SEDANG
Perdagangan
5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 Urusan Pemerintahan Bidang 3 1 2 0 14 2 10 2 68 9 9 40 10 59,85
Perencanaan
o | Urusan Pemerintahan Bidang 4 1 3 0 15 1 3 10 1 124 17 17 50 40 48,59
Keuangan
3 | Urusan Pemerintahan Bidang 2 1 1 0 12 1 4 7 0 72 10 15 23 24 47,94
Kepegawaian
4 Urusan Pemerintahan Bidang 1 1 0 2 1 1 0 6 2 1 3 67,39
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak RATA-
NO URUSAN ada ada ada RATA PREDIKAT
Jumlah di Jumlah di Jumlah di CAPAIAN
-20% | 21%- 45% | > 45% -20% | 21% - 45% | > 45% -20% | 21%- 45% | > 45%
0-20% 0-45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD 0-20% 0 - 45% 5% APBD
Pendidikan dan Pelatihan
5 Urusa_n_ Pemerintahan Bidang 1 1 0 4 1 3 8 6 1 1 12,63
Penelitian dan Pengembangan
E UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN
1 | Urusan Pemerintahan Bidang 3 1 2 0 10 5 3 2 0 29 15 6 7 1 32,64 | SEDANG
Pengawasan
= UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 SEKRETARIAT DAERAH 3 1 2 0 20 3 6 10 1 66 12 17 33 4 48,51
2 SEKRETARIAT DPRD 2 2 0 17 2 2 13 0 84 15 14 42 13 64,99
G UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN BONTOMATENE 6 2 1 2 1 16 8 1 3 4 46 23 1 6 16 44,13 SEDANG
l.a | KELURAHAN BATANGMATA 4 1 2 1 0 9 2 4 2 1 17 7 3 5 2 16,58
1.b | KELURAHAN BATANGMATA SAPO 4 1 3 0 10 3 7 0 21 10 5 3 3 16,30
2 KECAMATAN BUKI 6 3 3 0 17 1 6 7 3 48 6 6 17 19 46,76
3 KECAMATAN BONTOMANAI 6 2 2 2 0 14 3 2 6 3 45 4 4 9 28 49,91
4 KECAMATAN BENTENG 6 2 2 2 0 13 2 4 5 2 26 4 6 5 11 39,03 SEDANG
4.a | KELURAHAN BENTENG 6 1 2 1 2 11 1 2 3 5 15 2 2 4 7 36,46 SEDANG
4.b | KELURAHAN BENTENG UTARA 6 4 1 1 7 5 2 0 11 8 2 1 0 24,77 SEDANG
4.c | KELURAHAN BENTENG SELATAN 6 5 1 8 4 4 12 4 1 7 10,88
5 KECAMATAN BONTOHARU 6 2 4 0 13 2 4 7 0 31 10 6 15 0 55,60
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak Capaian Kinerja Fisik Tidak RATA-
NO URUSAN ada ada ada RATA PREDIKAT
Jumlah di Jumlah di Jumlah di CAPAIAN
- 0, 0p - 0, 0, - 0, 04 - 0, 0, - 0, 04 - 0, 0,
0-20% | 21%-45% | >45% APBD 0-20% | 21%-45% | >45% APBD 0-20% | 21%-45% | >45% APBD
5.a | KELURAHAN BONTOBANGUN 6 3 2 1 0 10 3 4 3 0 14 4 4 4 2 27,66 SEDANG
5b | KELURAHAN PUTABANGUN 6 2 3 1 0 12 2 4 4 2 24 5 6 6 7 18,65
6 KECAMATAN BONTOSIKUYU 6 2 1 3 0 18 3 2 6 7 33 6 4 11 12 43,35 SEDANG
7 KECAMATAN PASIMASUNGGU 6 1 3 2 15 1 3 5 6 50 6 5 9 30 44,51 SEDANG
g | KECAMATAN PASIMASUNGGU 6 3 1 1 1 15 5 4 4 2 37 13 6 8 10 4033 | SEDANG
TIMUR
9 KECAMATAN PASIMARANNU 3 0 3 0 0 8 1 5 2 0 21 4 7 5 5 30,99 SEDANG
10 KECAMATAN PASILAMBENA 6 2 3 1 14 2 6 3 3 47 10 4 10 23 39,63 SEDANG
11 | KECAMATAN TAKA BONERATE 6 1 2 1 2 12 3 3 3 3 23 4 6 7 6 34,15 SEDANG
H URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1 | Urusan Pemerintahan Bidang 6 4 2 0 13 5 5 1 2 49 13 10 6 20 24,83 SEDANG
Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH 273 95 93 61 24 738 185 204 207 142 2717 633 416 567 1101 30,6 SEDANG
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja RKPD Kabupaten

Kepulauan Selayar triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dari 273 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 249 program
dianggarkan pada APBD dan sebanyak 24 program atau sebanyak 8,79 persen
yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya sebanyak 63 atau 23,08
persen program dengan capaian Tinggi, sebanyak 94 program atau 34,43
persen dengan capaian Sedang, sebanyak 92 program atau 33,70 persen
dengan capaian Rendah.

2. Dari 738 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 596 kegiatan
dianggarkan pada APBD dan sebanyak 142 kegiatan atau sebanyak 19,24
persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya sebanyak 210 atau
28,46 persen kegiatan dengan capaian Tinggi, sebanyak 205 kegiatan atau
27,78 persen dengan capaian Sedang, sebanyak 181 kegiatan atau 24,53
persen dengan capaian Rendah.

3. Dari 2177 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2022, terdapat 1616
sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1101 sub kegiatan atau
sebanyak 40,52 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya
sebanyak 573 atau 21,09 persen sub kegiatan dengan capaian Tinggi, sebanyak
417 sub kegiatan atau 15,35 persen dengan capaian Sedang, sebanyak 626 sub
kegiatan atau 23,04 persen dengan capaian Rendah.

4. Rata-rata capaian kinerja anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD Tahun 2022 sebesar 30,6 persen dengan predikat kinerja Sedang.

2.2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan urusan

Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan rencana kerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan urusan sampai dengan

triwulan II Tahun 2022 masih dalam kategori sedang. Hal dimaksud digambarkan

sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, rata-rata
capaian kinerja dan anggaran termasuk kategori sedang;

2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
rata-rata capaian kinerja dan anggaran termasuk kategori sedang;

3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja dan anggaran
termasuk kategori sedang;

4. Urusan Pendukung pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja dan capaian

keuangan sudah pada kategori Tinggi;
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5. Urusan Penunjang pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja dan capaian
keuangan sudah pada kategori Tinggi;

6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja dan capaian
keuangan sudah pada kategori Sedang;

7. Unsur kewilayahan memiliki rata-rata capaian kinerja dan capaian keuangan
sudah pada kategori Sedang; dan

8. Unsur pemerintahan umum rata-rata capaian masih pada kategori sedang baik

Kinerja maupun keuangan

Tabel 2.19 Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan

CAPAIAN CAPAIAN
NO URUSAN PEMERINTAHAN
FISIK | PREDIKAT KEUANGAN PREDIKAT
A Urusap Pemerintahan Wajib Yang 22.77 SEDANG 22,75 SEDANG
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
B Urusan Pemerintahan Wajib Non 37.83 SEDANG 31,73 SEDANG
Pelayanan Dasar
C Urusan Pemerintahan Pilihan 27,93 SEDANG 26,66 SEDANG
D Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 49,00 _ 45,03 _
g | Unsur Pengawasan Urusan 32,64 | SEDANG 32,64 SEDANG
Pemerintahan
F Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 56,55 _ 52,14 _
G Unsur Kewilayahan 36,18 SEDANG 36,18 SEDANG
H Urusan Pemerintahan Umum 24,83 SEDANG 24,83 SEDANG
TOTAL 30,60 SEDANG 29,24 SEDANG

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD
Tahun 2022
2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sampai bulan juni tahun 2022, sebagai berikut:
1. Realisasi pencairan anggaran terlambat dikarenakan penginputan pada aplikasi
SIMDA FMIS yang terlambat
2. Terkait dengan anggaran untuk bantuan perbaikan rumah untuk korban
bencana, karena adanya perbedaan besaran bantuan antara Perbup dan
pemerintah Pusat, sehingga dilakukan revisi Perbup terkait juknis penyaluran
bantuan dimaksud dan baru diselesaikan di bulan Juni. Oleh karena itu,
proses penyaluran bantuan dimaksud dapat dilaksanakan pada bulan Juli
tahun 2022.
3. Kegiatan realisasi anggaran Hibah pembangunan tanggul dari Pemerintah Pusat
pada BPBD masih dalam tahap penyusunan RAB dan baru akan dilakukan
lelang fisik
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4. Keterlambatan perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan fisik baik itu
pengadaan ataupun kegiatan pembangunan dan rehabilitasi

5. Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terlambat direalisasikan
karena kebijakan P3DN dimana petunjuk teknis tentang P3DN yang terlambat
disusun.

6. Khusus untuk pembangunan sarana prasarana olahraga pada Disdikpora,
objek yang menjadi sasaran kegiatan masih merupakan aset Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan belum diserahkan ke Disdikpora, sehingga
kegiatan dimaksud belum dapat dilaksanakan.

7. Beberapa kegiatan yang baru akan diadakan pada triwulan III tahun 2022.
Beberapa kegiatan khususnya yang bersumber dari DAK, masih dalam proses
penyelesaian kontrak dan baru akan dilaksanakan pada triwulan III tahun
2022.

9. Beberapa kegiatan pembangunan fisik, setelah dilakukan survey dilapangan,
ditemukan kesalahan lokasi yang menyebabkan kesalahan nomenklatur
kegiatan.

2.3.2 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022 Triwulan selanjutnya

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka
tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar pada triwulan
selanjutnya sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang masih berkinerja rendah dan sangat rendah agar
dilakukan evaluasi terkait permasalahan dan faktor penghambat yang
dihadapi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga
target RPJMD juga dapat tercapai.

2. Kepala Perangkat Daerah agar senantiasa melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan Renja masing-masing setiap triwulan.

3. Capaian kinerja RKPD yang disajikan belum optimal sehingga dibutuhkan
penelaahan lebih lanjut. Olehnya itu, seluruh stakeholder agar menyajikan
capaian program dan kegiatan perangkat daerah.

4. Dalam membuat laporan evaluasi hasil program dan kegiatan masing-masing
perangkat daerah agar meminimalkan peran tenaga honorer/operator dan
memaksimalkan peran pejabat yang betul memahami terkait penyusunan dan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

5. Melakukan penelaahan terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
terkhusus pada formulasi indikator kinerja, karena masih banyak pernyataan

indikator yang tidak tepat pada program, kegiatan, sub kegiatan serta akibat
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terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang
memuat beberapa indikator kinerja sub kegiatan.

6. Dalam melaksanakan setiap kegiatan fisik harus dengan perencanaan yang
matang baik itu dari efisiensi waktu maupun lokasi pekerjaan sehingga
kegiatan yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat guna.

7. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dianalisis apakah dapat

berkontribusi pada pencapaian target pada RPJMD Tahun 2021-2026
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu
bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Melalui analisis kondisi
ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat
dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir

Tahun 2022.

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun
berdasarkan berbagai asumsi dasar diantaranya asumsi indikator makro ekonomi
baik nasional maupun daerah. Indikator makro ekonomi digunakan untuk
mengevaluasi keadaan ekonomi saat ini dan membantu prediksi kinerja ekonomi di
masa depan. Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar direpresentasikan

melalui beberapa indikator makro yang diuraikan berikut ini.

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif
Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022 (Kemenko Perekonomian RI). Capaian ini
tidak terlepas dari upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan
Pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Indonesia,
sehingga berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar
3,69% (yoy) di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita
Indonesia meningkat menjadi Rp. 62,2 juta (atau setara dengan US$ 4.349,5), lebih
tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp. 59,3 juta di 2019.
Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat
menjadi Rp. 62,2 juta (atau setara dengan US$ 4.349,5), lebih tinggi dari PDB per
kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp. 59,3 juta di 2019. Pencapaian tersebut
juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara
berpenghasilan menengah atas (upper middle-income country). Posisi ini merupakan
fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap).

Munculnya varian Omicron Covid-19 yang ditambah dengan ketegangan
geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok
global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan

laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.
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Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur
Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan
tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi
nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas
ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal
yang semakin resilient.

Ekonomi Indonesia pada pada Triwulan [-2022 mampu tumbuh kuat
sebesar 5,01% (yoy) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti
Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%),
dan Jerman (4,0%). Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan
tumbuh sebesar 3,6% hingga 4,5%. Sementara itu, berbagai lembaga internasional
seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia berada pada kisaran antara 5% hingga 5,4%. Dengan demikian
pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi global.

Berbagai program PEN termasuk upaya front loading yang digulirkan oleh
Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I baik dari sisi
lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Melalui pemberian insentif bagi dunia
usaha, aktivitas produksi mampu terekspansi yang terlihat dari pertumbuhan
positif pada mayoritas lapangan usaha.

Di sisi pengeluaran, percepatan penyaluran perlindungan sosial
memberikan dorongan bagi daya beli masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,34% (yoy). Ditambah lagi, pelonggaran
mobilitas masyarakat turut mendorong aktivitas ekonomi sehingga menjadi insentif
bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi sehingga PMTB mampu tumbuh
sebesar 4,09% (yoy).

Sementara itu, kenaikan signifikan dialami oleh performa perdagangan
internasional, dimana ekspor tumbuh double digit sebesar 16,22% (yoy), sementara
impor tumbuh sebesar 15,03% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring dengan kenaikan
harga secara signifikan di berbagai komoditas unggulan Indonesia. Di sisi lain,
meskipun Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar -7,74% (yoy), hal

ini merupakan indikasi positif berkurangnya biaya penanganan pandemi Covid-19.
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Tabel 3. 1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran Tahun 2021-2022 (Persen, yoy)

Realisasi Realisasi Target RPBJMN Target RKP

] Tahun Tw. I
Uraian 2021 2022 Tahun 2021 Tahun 2022
a) b) c) )

Pertumbuhan
PDB 5,02 5,01 5,7-6,0 52-5,8
Konsumsi
Russels 3,55 4,34 54-56 51-54
Tangga dan
LNPRT
TS 5,25 7,74 4,6 - 4,9 32-4,4
Pemerintah
Investasi
(PMTB) 4.49 4.09 6,3 -6,9 54-6,9
Ekspor
Barang dan 29,83 16,22 4.6 -4,8 4.3-6,8
Jasa
meor Barang 29,60 15,03 4,748 3.6-738

an Jasa

Sumber: a) BPS, 2021 dan 2022; b) RKP 2022.

Dari sisi lapangan usaha, Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor
terbesar PDB tumbuh positif sebesar 5,07% (yoy). Sektor utama lainnya juga
tumbuh signifikan yakni Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencatatkan
pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79% (yoy) dan hal ini sejalan dengan mobilitas
masyarakat yang semakin pulih. Berbagai sektor lainnya yang mendukung
aktivitas di tengah pandemi Covid-19 seperti Sektor Jasa Kesehatan, serta Sektor

Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan yang kuat.
Tabel 3. 2 Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, YoY)

- a) b) c) d)

Pertumbuhan PDB 5,02 5,01 5,7-6,0 5,2-5,8
Pertanian,
Kehutanan, dan 2,28 1,16 3,8-3,9 3,6-4,0
Perikanan
Pertaml?angan dan 515 3,82 1,9-2,0 1,8-2.2
Penggalian
Industri Pengolahan 4,92 5,07 6,2-6,5 5,3-5,9

Pengadaan Listrik

7,81 7,04 5,2-5,6 5,5-6,1
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur 4,14 1,29 4,5-4,6 5,2-5,6
Ulang
Konstruksi 3,91 4,83 6,1-6,4 6,0-6,8
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi 5,56 571 59-6,5 4.8-5.6

Mobil dan Sepeda
Motor
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Transportasi dan

7,93 15,79 7,3-7,7 7,5-8,0
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan 4,95 6,56 6,3-6,5 6,0-6,7
Makan Minum
EriforgEsil S 6,21 7.14 8,4-9 2 9,8-10,3
Komunikasi
Jaisa Wememzzsn dam -2,59 1,64 6,7-7,1 5,5-5,9
Asuransi
Real Estate 3,94 3,78 5,0-5,2 5,3-5,7
Jasa Perusahaan 0,89 5,96 8,5-8,5 7,5-8,0
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan 0,98 -1,45 5,1-5,4 3,2-3,7
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 0,70 -1,70 5,2-5,3 5,5-6,1
Jasa Kesehatan dan 12.16 4,38 8.1-8,2 6.9-7.4

Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya 3,35 8,24 9,5-9,6 6,7-7,3
Sumber: a) BPS, 2021 dan 2022; b) RKP 2022.

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi selatan berdasarkan besaran Produk Domestik
Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I - 2022 mencapai
Rp.136,69 Trilliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai RP.83,36 Trilliun.
Ekonomi Sulawesi selatan triwulan I- 2022 terhadap triwulan sebelumnya
mengalami konstraksi sebesar — 5,77 % (q - to - q). Dari sisi produksi lapangan
usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang
dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,17 persen. Ekonomi
Sulawesi selatan triwulan [ - 2022 terhdadap triwulan I — 2021 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,27 persen (y — on — y). Dari sisi produksi lapangan usaha
pengadaan Listrik danGas pertumbuhan tertinggi sebesar 19,82 persen. Dari sisi
pengeluaran, komponen ekspor jasa barang dan jasa mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 77,10 persen.
Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi
Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan
daerah tahun 2022, diarahkan untuk “Inovasi pemanfaatan Potensi dan Sumber
Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan prioritas meliputi Pemantapan
Reformasi Birokrasi, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
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Perlindungan Sosial, Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang
berkarakter dan Berbudaya, dan Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis
Sumber Daya Alam dan Kelestarian LIngkungan Hidup. Sulawesi Selatan terhadap
perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa
sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar
sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam
pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai
lumbung pangan padi dan jagung serta kakao, pengembangan kawasan
metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta
peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Grafik 3.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (Persen)
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Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, 2022.

3.1.2 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan
Selayar

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021 yaitu sebesar 4,02, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun
2022 diprediksi meningkat seiring dengan pembatasan sosial akibat pandemi
sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021 perlahan mulai ditiadakan sehingga
pergerakan perekonomian masyarakat mulai berjalan ke kondisi normal. Selain itu,

Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan transisi dari pandemi menuju endemi
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covid 19 juga akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana
yang diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi pada saat penyusunan RKPD
Pokok tahun 2021 sebesar 5,0 persen. Selanjutnya memperhatikan target
pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun
2022 dan berdasarkan hasil fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, maka target pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2022 tetap pada angka 4,78 — 5,86 persen.

Grafik 3.2 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

6

5
4.78 4.61
4'02 I I I
0 I

Capaian Tahun 2021  Target RKPD Pokok 2022 Target Perubahan RKPD Target RPJMD 2022
2022

»

w

N

=

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2022.

3.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk
pada pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu angka yang
dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian pada
suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami
peningkatan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya
bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada
perekonomian dan menurunkan nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 menjadi
46,71 juta rupiah. Namun optimisme terjadi seiring dengan peningkatan PDRB Per
Kapita pada tahun 2021 sebesar 49,54 juta rupiah sehingga target PDRB Per
Kapita pada RKPD Pokok tahun 2022 sebesar 49,83 persen. Target ini juga sesuai
dengan target yang ditetapkan pada RPJMD sehingga target pada perubahan RKPD
Tahun 2022 tidak berubah di angka 49,83 juta rupiah.
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Grafik 3.3 Target PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar (Juta Rupiah)

49.9
49.85 49.83 49.83 49.83

49.8
49.75
49.7
49.65
49.6
4955 49.54
49.5
49.45
49.4
49.35

Capaian Tahun 2021 Target RKPD Pokok 2022 Target Perubahan RKPD  Target RPJMD 2022
2022

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2022.

3.1.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan
pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sangat berpengaruh
terhadap tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun
2021, keempat sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif, maka pada tahun
2022 juga diprediksi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga tentunya akan
menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Capaian TPT pada tahun 2021
sebesar 2,81, maka target TPT pada perubahan RKPD ditargetkan sebesar 2,38
persen, sama dengan target pada RKPD Pokok dan target pada RPJMD tahun 2022.

Grafik 3.4 Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)
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Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2021.
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3.1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Penanganan Pandemi COVID-19 dilakukan melalui beberapa program yang
langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti program pemberdayaan sosial,
program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, serta
beberapa program yang mendukung penurunan angka kemiskinan seperti program
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program pemberdayaan
nelayan kecil dan program penyediaan sarana prasarana pertanian. Dengan
memaksimalkan program tersebut, diharapkan pada tahun 2022 angka

kemiskinan dapat ditekan menjadi sebesar 11,34 persen.

Grafik 3.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

12.6 12.45
12.4

12.2
12
11.8

11.6
11.4 11.34 11.34 11.34

11.2

11
10.8
10.6

Capaian Tahun 2021 Target RKPD Pokok 2022 Target Perubahan RKPD  Target RPJMD 2022
2022

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2021.

3.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan IPM melalui pemenuhan
pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka
memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan
infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) secara merata terus dilaksanakan
sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan, dan kesehatan dengan

mudah. Dengan upaya tersebut, IPM tahun 2022 ditargetkan sebesar 68,19.
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Grafik 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
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Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2021.

3.1.2.6 Rasio Gini

Rasio gini Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 0,354,
menurun jika dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa
pendapatan penduduk pada tahun 2021 khususnya golongan menengah ke bawah
semakin meningkat. Dengan meningkatnya pergerakan masyarakat dan kebijakan
transisi menuju endemi pada tahun 2022, maka rasio gini diprediksi akan dapat
diturunkan pada tahun 2022. Atas dasar tersebut, pada tahun 2022 rasio gini
ditargetkan dapat diturunkan menjadi sebesar 0,342. Target dimaksud juga
ditetapkan berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai
hasil fasilitasi perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 oleh

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 3.7 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Selayar
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Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2022.
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3.2 Tantangan Perekonomian Daerah
3.2.1 Aspek Eksternal
Perekonomian global pada tahun ini dinilai lebih sulit. Pasalnya, faktor
perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah
meluas ke Uni Eropa. Apalagi dengan kondisi saat ini, wabah Virus COVID-19 telah
menyebar di beberapa belahan dunia yang membuat perekonomian menjadi tidak
stabil. Agresi Rusia ke Ukraina merupakan persoalan serius yang dapat menganggu
perekonomian global sehingga ancaman kebangkrutan mengintai beberapa negara.
Diperkirakan situasi ekonomi tahun ini tidak mudah di tengah perlambatan
ekonomi global dan ancaman resesi di sejumlah negara. Indonesia harus
menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri, konsumsi domestik, yang
berkontribusi hampir separuh dari perekonomian nasional. Selain itu penopang
pertumbuhan lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi.
pertumbuhan ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar,
antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan
dan pariwisata inklusif.
Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Meski proyeksi pertumbuhan global terkoreksi signifikan, outlook pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih cukup kuat. World Bank memprediksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 5,1 persen
dan 5,3 persen, sementara IMF memprediksi Indonesia akan tumbuh 5,4
persen dan 6,0 persen di periode yang sama. PMI Manufaktur Indonesia pada
bulan Mei tetap melanjutkan ekspansi meski melambat dibandingkan bulan
sebelumnya. Namun demikian, konsumsi masyarakat semakin kuat dan
mendukung pemulihan ekonomi. APBN 2022 hingga akhir Mei mencatatkan
peningkatan surplus akibat kinerja pendapatan yang baik.
2. Virus Covid-19 (Coronavirus Disease 19)
Perkembangan kasus Covid-19 baik global dan domestik relatif landai, namun
kemunculan varian baru perlu diwaspadai. Vaksinasi tetap menjadi instrumen
utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi, akselerasi vaksinasi
perlu dilanjutkan terutama di tengah kemunculan varian baru. Di Indonesia,
sampai dengan 22 Juni 2022, vaksin Covid-19 telah diberikan kepada 201,24
juta masyarakat (74,5 persen populasi) untuk dosis 1, 168,59 juta masyarakat
(62,4 persen) untuk dosis 2, dan 49,34 juta masyarakat (18,3 persen populasi)

untuk vaksin booster.
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3. Inflasi
Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di
tengah pertumbuhan yang diprakirakan lebih rendah dari proyeksi
sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, yang disertai
dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan kebijakan zero Covid-19 di
Tiongkok, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan. Gangguan dari sisi
suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama
pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang
berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global.
4. Normalisasi kebijakan moneter di negara maju
Secara global, akibat tekanan inflasi yang begitu kuat, maka harus diimbangi
dengan normalisasi yang agresif yang dilakukan beberapa bank sentral dengan
menaikkan suku bunga serta mengurangi likuiditas sitem keuangan. Hal ini
tentu memberikan ketidakpastian lebih lanjut dengan semakin terbatasnya
aliran modal ke emerging market termasuk juga ke Indonesia.
5. Ketegangan Politik Rusia dan Ukraina
Kejadian ini akan sangat mempengaruhi terhadap perlambatan pertumbuhan
ekonomi secara global. Perang telah memperburuk masalah inflasi dan
dampaknya terjadi lonjakan harga di negara seluruh dunia, terutama untuk
makanan dan energi. Inflasi yang tinggi dan persisten dapat mendorong bank
sentral utama seperti Federal Reserve Amerika Serikat untuk mengambil
tindakan yang lebih agresif demi memastikan stabilitas harga. Hal itu, pada
gilirannya, kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman di seluruh dunia,
menghambat upaya pemulihan ekonomi, terutama di negara-negara
berkembang yang berhutang. Dampak yang paling terlihat pada negara sri
lanka yang pada saat ini bangkrut dan tidak dapat membayar hutang luar
negeri dan negara-negara berkembang lain yang diprediksi oleh IMF akan
bernasib seperti sri lanka.
3.2.2 Aspek Internal
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar pada tahun 2021 telah tumbuh
positif pada angka 4,02 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat
pandemi covid 19. Oleh karena itu, seiring dengan semakin baiknya penanganan
pandemi covid 19 dan beberapa kebijakan pelonggaran pembatasan sosial
khususnya pada tahun 2022 ini menyebabkan optimisme pertumbuhan ekonomi
yang akan meningkat pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,0 persen.
Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2021

memang menurun dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Namun, angka
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kemiskinan ini termasuk ke dalam enam besar Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan dengan angka kemiskinan tertinggi dan diatas rata-rata Provinsi Sulsel.
Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
kebijakan-kebijakan penurunan kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang merangkak naik dari tahun 2019
sampai dengan 2021 menjadi tantangan dalam perekonomian Kabupaten
Kepulauan Selayar. Kenaikan TPT ini diprediksi akan terus terjadi seiring dengan
kebijakan Pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer yang sebagian
Angkatan kerja bertumpu pada sektor administrasi pemerintahan.

Dari sisi investasi jumlah nilai realisasi investasi di Kepulauan Selayar
kembali mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada
tahun 2021, jumlah nilai realisasi investasi di Kepulauan Selayar sebesar 72,47
milyar, dimana pada tahun 2019 sebesar 144,6 milyar dan tahun 2020 sebesar

133,23 milyar.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan capaian perkonomian pada masa sekarang serta tantangan
dan prospek perekonomian tahun 2022, maka dirumuskan beberapa kebijakan
ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar
pulau, khususnya melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah
kepulauan;

2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian
kemudahan berinvestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi investor;

3. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui pengoptimalan dukungan
terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan
pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat, dan
peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan;

4. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan
infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan sehingga Pulau
Selayar bagian selatan dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai KEK
Pariwisata;

5. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahtearaan masyarakat dan
peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan
infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu dan

pengembangan industri kapal rakyat;
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6. Meningkatkan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan
infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik agar Pulau
Selayar bagian utara dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan
distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia;

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani; RKPD Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2022

8. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui
penguatan kelembagaan nelayan;

9. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas
perumahan dan permukiman, pembangungan dan peningkatan jaringan jalan,
serta peningkatan ketersediaan air baku dan air bersih;

10. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau
wilayah berdasarkan rekomendasi Dokumen Lingkungan;

11. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui
pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Arah kebijakan ini juga diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator
makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tercantum pada tabel

berikut:

Tabel 3. 3 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2022

Target Target Target
No. Indikator Makro RPJMD RKPD Perubahan
Tahun 2022 Tahun RKPD Tahun
2022 2022
Pertumbuhan
1 | Exonomi (%) ol 5,0 4,78 - 5,86
PDRB per Kapita
2 | (ADHB) (Juta) 49,83 49,83 49,83
Tingkat Pengangguran
3 | Terbuka (%) 2,38 2,38 2,38
4 ’(l;;or)lgkat Kemiskinan 11,34 11,34 1134
5 | packs Pembangunan 68,19 68,19 68,19
Manusia (nilai)
6 | Gini Rasio (nilai) 0,343 0,343 0,342

Sumber: Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2022.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah
daerah Kepulauan Selayar selain berperan secara langsung dalam implementasi
program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Kepulauan
Selayar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang
kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di

Kepulauan Selayar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan
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kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kepulauan Selayar 2022,
mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin,
indeks pembangunan manusia yang meningkat, tingkat pengangguran yang
ditekan peningkatannya, dan kesenjangan yang diukur dengan gini rasio yang
semakin kecil. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah
sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih
penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kepulauan
Selayar.

Perekonomian Kepulauan Selayar pada perubahan tahun 2022
dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi
ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha dan stimulus ekonomi (keringanan pajak
dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll) bagi UMKM;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan
serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan
pariwisata;

3. Melaksanakan promosi dan mendorong investasi di seluruh bidang usaha baik
industri barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur
dsb);

5. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam
rangka peningkatan pendapatan;

Mengembangkan ketenagakerjaan;

Meningkatkan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk
infrastruktur perdesaan untuk kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-
pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang
konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi.

8. Mengoptimalkan penyaluran bantuan program gratis kepada masyarakat
miskin.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan
daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Uraian berikut ini terkait dengan kebijakan yang

akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan
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keuangan daerah yang terdiri dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2021 ekspektasi dampak pandemi Covid-19 yang semula
diperkirakan membaik dengan harapan perekonomian juga semakin meningkat
dan menuju tahap normal pada kenyataannya belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pada triwulan III tahun 2021, jumlah kasus Covid-19 kembali
meningkat dan mengharuskan pemerintah menerapkan PPKM level 3. Selanjutnya
sampai pada triwulan II tahun 2022, kebijakan pelonggaran pembatasan
pergerakan masyarakat memunculkan optimisme peningkatan pendapatan daerah.
Namun, tantangan baru muncul akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat akibat ketegangan politik ukraina dan rusia yang menyebabkan rantai
pasokan pangan dan energi menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa
ketidakpastian ekonomi masih menjadi ancaman dan masih sangat dinamis
pergerakannya di tengah pandemi yang belum usai serta perang rusia dan ukraina.

Dalam  ketidakpastian ekonomi, pemerintah daerah menargetkan
pendapatan daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1,07
Triliun lebih, meningkat dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada APBD
Tahun Anggaran 2021 lalu yang sebesar Rp.1,024 triliun lebih. Untuk itu asumsi
umum Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 diharapkan mengalami
penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan terkini.

Pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian dilakukan pada pos
pendapatan transfer. Penyesuaian yang dilakukan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak
berupa DBH Cukai Hasil Tembakau. Sementara pada kelompok penerimaan dana
transfer Antar Daerah dilakukan penyesuaian pada pos Bantuan Keuangan.
Bantuan Keuangan yang dimasud adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan Mesjid Agung, Pembangunan
Survior Air Bersih, dan Penanganan Stunting, serta penganggaran JKN Integrasi.

Dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut yang utamanya disebabkan oleh
masih sangat berpengaruhnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan perubahan rencana alokasi Pendapatan
Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada
rencana pendapatan daerah di RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 secara
akumulatif mengalami penurunan sebesar 0,37% dari yang direncanakan dalam

APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 ini.
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3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Dalam RKPD Perubahan 2022, target pendapatan daerah direncanakan
sebesar Rp. 1.069.235.240.000 atau turun sebesar Rp. 3.988.244.500 (0,37 persen)
dibandingkan Target Pokok 2022. Adapun rincian perubahan target pendapatan

daerah selengkapnya adalah sebagai berikut:

3.3.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RKPD
Perubahan TA. 2022 ditargetkan sebesar Rp. 64.209.145.000 atau mengalami
penurunan sebesar 30.042.446.000 (31,87) dibandingkan dengan Target pada
RKPD Pokok 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.3.1.3 Perubahan Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer
ditargetkan Rp. 974.453.929.000, naik sebesar Rp. 16.909.417.000 (1,77 persen)
dibandingkan dengan Target RKPD Pokok 2022 yang sebesar Rp. 957.544.512.000.
3.3.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam RKPD
Perubahan TA. 2022 ditargetkan sebesar Rp. 30.572.166.000 atau mengalami
peningkatan sebesar 9.144.784.500 (42,68) dibandingkan dengan Target pada
RKPD Pokok 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun struktur pendapatan daerah pada RPJMD Tahun Anggaran 2022
dan struktur pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022,

dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2022

Uraian Target RPJMD Target RKPD Target Perubahan Bertambah/ by
Tahun 2022 Pokok Tahun 2022 | RKPD Tahun 2022 Berkurang °
1 2 3 4 5=(4-3) 6
PENDAPATAN
DAERAH
z::l‘ﬁ’ata“ Asli | 94 251,591,000 94.251.591.000 64.209.145.000 | (30.042.446.000) | (31,87)
Pajak Daerah 10,719,840,000 10.719.840.000 10.649.840.000 (70.000.000) (0,65)
Retribusi Daerah 2,400,308,000 2.400.308.000 3.000.028.000 599.720.000 24,99
Hasil
Pengelolaan
Keuangan 11,079,994,000 11.079.994.000 11.079.994.000 - -
Daerah yang
dipisahkan
}]j:;r;];zgl PAD 70,051,449,000 70.051.449.000 39.479.283.000 | (30.572.166.000) | (43,64)
gﬁ:::&:ta“ 979,770,912,000 | 957.544.512.000 | 974.453.929.000 | 16.909.417.000 | 1,77
Transfer
Pemerintah 918,377,840,000 | 896.151.440.000 | 925.513.929.000 | 29.362.489.000 | 3,28
Pusat
Dana 808,384,714,000 786.158.314.000 851.518.503.000 65.360.189.000 8,31
Perimbangan
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Target RPJMD Target RKPD Target Perubahan Bertambah/

o,
Tahun 2022 Pokok Tahun 2022 | RKPD Tahun 2022 Berkurang %

Uraian

a. Transfer
Umum

a.l. Dana Bagi
Hasil Pajak/bagi
Hasil Bukan
Pajak

a.2. Dana
Alokasi Umum
b. Transfer
khusus

b.1. Dana
Alokasi Khusus 116,760,257,000 116.760.257.000 163.036.695.000 46.276.438.000 39,63
Fisik

b.1. Dana
Alokasi Khusus 88,828,330,000 88.828.330.000 112.929.580.000 24.101.250.000 27,13
Non-Fisik
Dana Insentif
Daerah

602,796,127,000 580.569.727.000 575.552.228.000 (5.017.499.000) | (0,86)

15,422,404,000 15.422.404.000 14.956.899.000 (465.505.000) (3,02)

587,373,723,000 565.147.323.000 560.595.329.000 (4.551.994.000) (0,81)

205,588,587,000 205.588.587.000 275.966.275.000 70.377.688.000 | 34,23

23,615,385,000 23.615.385.000 2.950.221.000 (20.665.164.000) | (87,51)

Dana Otonomi
Khusus

Dana
Keistimewaan
Dana Desa 86,377,741,000 86.377.741.000 71.045.205.000 (15.332.536.000) | (17,75)
Transfer Antar
Daerah
Pendapatan Bagi
Hasil

Bantuan
Keuangan
Lain-Lain
Pendapatan

Daerah yang
Sah

Hibah - - - - -

61,393,072,000 61.393.072.000 48.940.000.000 (12.453.072.000) | (20,28)

35,000,000,000 35,000,000,000 35.000.000.000 - -

26,393,072,000 26,393,072,000 13.940.000.000 12.453.072.000 | 47,18

21,427,381,500 21.427.381.500 30.572.166.000 9.144.784.500 42,68

Dana darurat - - - - -

Lain-lain
pendapatan
sesuai dengan
ketentuan 21,427,381,500 21.427.381.500 30.572.166.000 9.144.784.500 42,68
peraturan
perundang-
undangan.

TOTAL
PENDAPATAN 1,095,449,884,500 | 1.073.223.484.500 | 1.069.235.240.000 | (3.988.244.500) | (0,37)
DAERAH

Sumber: (1) RPJMD KKS 2021-2026; (2) BPKPD Kab.Kepulauan Selayar, 2022.

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan Belanja
Daerah dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan

sesuai dengah ketentuan perundang-undangan.
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Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan
prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah terdiri dari
Belanja Operasi yang terbagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Belanja Modal terdiri dari
Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung,
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset
Lainnya. Kemudian Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga
dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip
penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan
prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi
pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak

Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang
meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharihari pemerintah daerah yang memberi
manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan
tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan
Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja  (PPPK); Penganggaran
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara;
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Aparatur Sipil Negara; Penganggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Penganggaran yang tersebut di atas, disesuaikan dengan ketentuan perundang-

undangan.
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2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
dan, Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan dalam bentuk uang, barang
dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok
masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Pemberian Hibah dan bantuan sosial juga dialokasikan untuk memenuhi program
pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset
tetap memenuhi kriteria yaitu Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan; Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan Batas minimal
kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai;

b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai;

d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai;
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e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai; dan

f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Pada anggaran perubahan Tahun 2022, BTT digunakan untuk penanganan dan

antisipasi bencana alam dan bencana non alam.

3.3.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak
daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan
keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran

perubahan tahun 2022, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada
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provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi belanja

bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa.
Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2022 yang disesuaikan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022

No. Uraian Target RKPD Target Perubahan Bertambah/ %
Pokok Tahun 2022 | RKPD Tahun 2022 Berkurang
1 2 3 4 5=(4-3) 6
5 BELANJA DAERAH
5.1 | Belanja Operasi 711.143.002.500 | 702.275.224.589 (8.867.777.911) (1,25)
5.1.1 | Belanja Pegawai 409.223.852.400 367.621.139.943 (41.602.712.457) 10,17)
5.1.2 JBiznja EE e 265.919.150.100 298.651.992.562 32.732.842.462 12,31
5.1.3 Belanja Bunga
5.1.4 Belanja Subsidi
5.1.5 | Belanja Hibah 26.000.000.000 30.197.552.484 4.197.552.484 16,14
5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000 5.804.539.600 (4.195.460.400) (41,95)
5.2 | Belanja Modal 214.534.373.000 | 292.987.631.304 78.453.258.304 | 36,57
5.3 | Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 3.000.000.000 (2.000.000.000) | (40,00)
5.4 | Belanja Transfer 157.546.109.000 | 135.836.564.000 | (21.709.545.000) | (13,91)
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil 1.500.000.000 1.500.000.000 5 5
5.4.2 EZS;&Z;amuan 156.046.109.000 134.336.564.000 (21.709.545.000) | (13,91)
Jumlah Belanja 1.088.223.484.500 | 1.134.099.419.893 | 45.875.935.393 4,22
Sumber: BPKPD Kab.Kepulauan Selayar, 2022.
Tabel di atas menunjukkan kenaikan belanja pada Perubahan RKPD

sebesar 4,22% dibandingkan belanja pada target RKPD Pokok. Secara rinci bahwa
pada pada belanja operasi yang secara akumulatif pada perubahan RKPD Tahun
2022 mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen, terdapat peningkatan pada
Belanja Barang dan Jasa sebesar 12,31 persen dan peningkatan belanja hibah
sebesar 16,14 persen, namun terjadi penurunan pada Belanja Pegawai sebesar
10,17 persen akibat penurunan TPP PNS, serta penurunan Belanja Bantuan Sosial
sebesar 41,95 persen karena diasumsikan masyarakat penerima bansos akibat
covid 19 sudah berkurang akibat perekonomian yang perlahan pulih dari dampak
pandemi covid 19. Selanjutnya pada belanja modal yang secara akumulatif pada
perubahan RKPD Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 36,57 persen
dibandingkan dengan RKPD Pokok Tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan
peningkatan dimaksud adalah dianggarkannya pembangunan masjid Agung dan
pembangunan reservoir jaringan perpipaan serta pembebasan lahan untuk
pembangunan dermaga plengsengan. Lebih lanjut bahwa belanja tidak terduga

mengalami penurunan sebesar 40 persen serta belanja transfer yang juga
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mengalami penurunan sebesar 13,91 persen dibandingkan dengan target RKPD

2022.

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi
pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar
kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah
diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup
defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan

belanja daerah.

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Sumber Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021. SiLPA berasal dari pos pelampauan
pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat,
maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada
Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Penerimaan
Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA ditetapkan sebesar Rp.
64,449,227,508 atau naik sebesar 224,32 persen dibandingkan target RKPD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 tidak dialokasikan.

3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan adalah selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD
Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman
pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selengkapnya Struktur Pembiayaan Daerah pada RPJMD tahun 2022 serta
struktur dan Target Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD tahun
2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 3. 6 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran

2022

No.

Uraian

Target RPJMD
Tahun 2022

Target RKPD
Pokok Tahun
2022

Target
Perubahan
RKPD Tahun
2022

Bertambah/
Berkurang

%

PEMBIAYAAN
DAERAH

6.1

Penerimaan
Pembiayaan

20,000,000,000

20,000,000,000

64,449,227,508

44,864,179,893

224,32

6.1.1

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
(SiLPA)

20,000,000,000

20,000,000,000

64,449,227,508

44,864,179,893

224,32

6.1.2

Pencairan Dana
Cadangan

6.1.3

Hasil Penjualan
Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan

6.1.4

Penerimaan
Pinjaman
Daerah

6.1.5

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman
Daerah

6.1.6

Penerimaan
Pembiayaan
Lainnya Sesuai
Dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan

6.2

Pengeluaran
Pembiayaan

2,500,000,000

5,000,000,000

(5,000,000,000)

(100)

6.2.1

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang Yang
Jatuh Tempo

6.2.2

Penyertaan
Modal Daerah

2,500,000,000

5,000,000,000

(5,000,000,000)

(100)

3.2.3

Pembentukan
Dana Cadangan

6.2.4

Pemberian
Pinjaman
Daerah;
dan/atau

6.2.5

Pengeluaran
Pembiayaan
Lainnya Sesuai
Dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan

Sumber: (1) RPJMD KKS 2021-2026, (2) BPKPD Kab.Kepulauan Selayar, 2022.
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 disusun dari penjabaran visi
misi dan program dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan tetap menyelaraskan
dan berpedoman pada program prioritas nasional. Rencana kerja perubahan ini
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya
kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti.

Secara umum Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta sebagai
arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi Perangkat Daerah
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun

2022.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1.1. Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan
daerah dan isu strategis nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta
memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, visi
pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, adalah “SELAYAR SEBAGAI
KABUPATEN MARITIM, TERDEPAN, MAPAN, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN?”.

“Kabupaten maritim bermakna bahwa potensi kemaritiman akan dijadikan
sebagai motor penggerak wutama perekonomian daerah yang menunjang
peningkatan ekonomi provinsi dan nasional. Kondisi yang ingin dicapai antara lain
Selayar muncul sebagai satu kekuatan ekonomi baru di Kawasan Sulawesi Selatan
yang dapat menunjang peningkatan devisa negara. Dalam kaitan ini, maka
ketersediaan infrastruktur perhubungan laut, jasa kepelabuhanan, berkembangnya
industri perikanan dan terjaminnya keamanan di laut dalam waktu bersamaan,
Kepulauan Selayar menjadi Pusat Kunjungan Wisata Bahari menjadi sesuatu yang
niscaya.

Terdepan bermakna bahwa pemerintah kabupaten menjadi teladan dalam
penerapan praktek pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi
supremasi hukum didukung oleh kualitas SDM yang mampu mengelola potensi
maritim secara optimal. Dalam kaitan ini SDM sebagai modal dasar pembangunan

harus didukung oleh peran lembaga pendidikan dan kualitas kesehatan yang
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optimal, sehingga Selayar menjadi “best practice” dalam tata kelola pemerintahan
daerah. Kondisi yang ingin dicapai adalah terciptanya kualitas SDM yang mampu
menciptakan terobosan dan pembaharuan dalam aspek pemerintahan maupun
usaha ekonomi berskala bisnis berbasis sumberdaya kemaritiman dengan
semangat keagamaan dan penguasaan IPTEK, sehingga Selayar dapat merebut
kembali peran historisnya.

Mapan bermakna bahwa adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Kondisi yang ingin dicapai adalah : (a) meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat; (b) meningkatnya PAD; (c) semakin terbukanya lapangan pekerjaan
secara luas; (d) semakin menurunnya pengangguran; (e¢) angka kemiskinan yang
semakin kecil.

Mandiri bermakna bahwa adanya kemampuan menghadapi tantangan dan
hambatan dalam proses pemenuhan kebutuhan daerah. Kondisi yang ingin dicapai
adalah : (a) tersedianya infrastruktur dasar secara memadai; (b) semakin
membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (c) menguatnya
kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Berkelanjutan bermakna adanya kemampuan adaptasi yang menjamin
akselerasi dan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian potensi
sumberdaya. Selain itu, berkelanjutan juga bermakna bahwa pelaksanaan
pembangunan disesuikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kondisi yang ingin dicapai adalah : (a) terpeliharanya sumber- sumber air; (b)
semakin membaiknya fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan; (c)
meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan; (d) adanya kesadaran menyeluruh
untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan baik di
darat maupun di laut.

4.1.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah 2021-2026
sebagaimana dikemukakan di atas, ditetapkan 4 misi, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman. Dalam arti,
pembangunan Selayar bertumpu pada potensi kemaritiman dan menjadi
sumber utama PAD yang mendukung perekonomia daerah, regional maupun
nasional.

2. Meningkatkan kualitas SDM. Dalam arti, masyarakat mampu membuka
lapangan kerja baru dan mengisi lapangan kerja yang tersedia; sedang SDM
aparat mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan
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yang baik (best practice) sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan
pemerintahan berciri maritim.

3. Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah. Dalam arti,
Selayar menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif yang
diperhitungkan, baik skala propinsi maupun nasional serta mampu
mengatasi permasalahan daerah melalui pembangunan di segala bidang.

4. Melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam arti, mempertahankan kualitas
lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara
berimbang dengan upaya pelestariannya.

Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu
yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat
dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi
tertentu untuk mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJPD

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada, tabel

Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-

2025
No Misi Pokok Visi
1. | Mengoptimalkan pengelolaan | “Kabupaten Maritim”
potensi sumber daya kemaritiman
2. | Meningkatkan kualitas SDM “Mapan”

3. | Mendorong terwujudnya daya saing | “Mandiri”
dan kemandirian daerah

4. | Melestarikan fungsi lingkungan | “Berkelanjutan”
hidup
Sumber: RPJPD Kab. Kepulauan Selayar

Sinkronisasi dan keterkaitan visi dan misi RPJPD dengan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati sebagai upaya tetap menjaga kesinambungan apa yang
akan dilakukan mulai rencana jangka panjang sampai rencana jangka menengah,

disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi dan Misi RPJPD Visi dan Misi Bupafti dan Wakil
Bupati
Visi: Selayar sebagai Kabupaten Visi: Kepulauan Selayar sebagai
Maritim Terdepan, Mapan, Bandar Maritim Kawasan Timur
mandiri, dan Berkelanjutan Indonesia
Mengoptimalkan pengelolaan potensi Mengembangkan pengelolaan potensi
sumberdaya kemaritiman kelautan
Meningkatkan lualitas SDM Meningkatkan kualitas hidup
Mendorong terwujudnya daya saing Mengembangkan tata kelola
dan kemandirian daerah pemerintahan yang akuntabel dan
transparan
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Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati
Meningkatkan kualitas pembangunan
perdesaan
Meningkatkan pembinaan kehidupan
sosial dan keagamaan

Visi dan Misi RPJPD

Melestarikan fungsi lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan lingkungan
hidup

Sumber: RPJPD Kab. Kepulauan Selayar

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran

Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 — 2026, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Serta Target Kinerja Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022

Indikator Kinerja Targe
t

No. Tujuan Sasaran

VISI: Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Misi 1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Mewujudkan Meningkatnya Kepercayaan Indeks Kepuasan 70,00
Reformnasi Masyarakat Terhadap Masyarakat %
Birokrasi Daerah | Pelayanan Nilai Sakip Daerah 60,00
(B)
Opini BPK WTP
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
Meningkatnya Meningkatnya kapasitas dan Indeks desa Mandi
Keberdayaan fasilitas perdesaan Membangun . 1
Masyarakat Maju:
Perdesaan 4
Meningkatnya Kapasitas SDM | Tingkat Pengagguran 2,38%
dan Fasilitas Perekonomian Terbuka
Perdesaan Angka Kemiskinan 11,50

%

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan Meningkatnya Pemenuhan Indeks Pendidikan 52,55

Fasilitas Kebutuhan Dasar Masyarakat | [ndeks Kesehatan 68,64

Pemb

Sirrr;baer;dg;r’l; n Meningkatnya Daya Beli Pengeluaran Perkapita | 1.032.

M : Masyarakat 000
anusia

Misi 4 Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Mengoptimalkan | Meningkatnya Usaha Persentase Kontribusi 26,5%
Pemanfaatan Perikanan Sektor Perikanan
Potensi Terhadap PDRB
Kemaritiman Meningkatnya Usaha Persentase Kontribusi 4,76%
Pariwisata Sektor Pariwisata
Terhadap PDRB
Meningkatnya Usaha Persentase Kontribusi 13,50
Kepelabuhanan Sektor Industri %
Pengolahan,
Perdagangan Terhadap
PDRB
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Misi 5 Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
Meningkatnya Meningkatnya Upaya Indeks Ketahanan 0,69
Aktualisasi Nilai | Pelestarian Nilai-nilai Budaya | Sosial
Budaya dan Kearifan Lokal dengan
Mengaktualisasikan pada
Kehidupan Sosial
Meningkatkan Meningkatnya toleransi Angka Kriminalitas 9,75
Kapasitas kehidupan sosial
Kelembagaan kemasyarakatan
Keagamaan
Misi 6 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup
Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Indeks Kualitas 74,30
Pelestarian Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Pencemaran Serta
Hidup Meningkatnya Mitigasi
Lingkungan

Sumber: RPJMD Kab. Kepulauan Selayar, 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022
Penyusunan RKPD kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada
di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesinambungan
antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan
tujuan pembangunan Indonesia. Berikut ini adalah prioritas kebijakan nasional,
kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, dan kebijakan Kabupaten Kepulauan Selayar.
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yang termuat dalam RPJMN Tahun

2020-2024 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”’, maka sasaran

dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sasaran dan Indikator Satuan Capaian Tahun Target 2022
Pembangunan 2021

1. Pertumbuhan Ekonomi % -2,07 5,4-6,0

2. Tingkat Pengangguran % 7,07 6,24 - 5,52
Terbuka

3. Rasio Gini Angka 0,385 0,376 - 0,378

4. Indeks Pembangunan Angka 71,94 73,44 - 73,48
Manusia

5. Penurunan Emisi Gas Rumah % 25,93 26,8 - 27,1
Kaca

6. Nilai Tukar Petani/ NTP Angka 103,25 102 - 104

7. Nilai Tukar Nelayan/ NTN Angka 100,22 102 - 105

8. Tingkat Kemiskinan % 10,19 8,5-9,0

Sumber: PMDN No. 17 Tahun 2021

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai
tersebut, maka pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai

sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian
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nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan

masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan

industri, dan pembangunan pariwisata

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran diatas, maka telah

ditetapkan prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka arah

pembangunan nasional difokuskan pada:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah
sektor industri;

2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan
pertumbuhan sektor pariwisata;

3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat;

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM
terhadap ekonomi nasional;

5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan
infrastruktur;

6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan
kualitas layanan digital;

7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian
penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);

8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi
perlindungan sosial;

9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan

kualitas SDM dan Inovasi;
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10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19
dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem
Kesehatan Nasional.

Kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan, meliputi:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi, dengan arah kebijakan mencakup:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi
baru terbarukan (EBT).

b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi.

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi, dengan arah kebijakan mencakup:

a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi.

b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi.

c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen
dalam Negeri (TKDN).

d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak
pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan
keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup
antarwilayah. Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Kedua dijabarkan ke dalam
tujuh program prioritas, yaitu:

. Pembangunan Wilayah Sumatera

. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

. Pembangunan Wilayah Kalimantan

. Pembangunan Wilayah Sulawesi

. Pembangunan Wilayah Maluku
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. Pengembangan Wilayah Papua
Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, dengan arah kebijakan yaitu:
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1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola
kependudukan, melalui:

a. Percepatan cakupan administrasi kependudukan

b. Integrasi sistem administrasi kependudukan.

c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui:

a. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial.

b. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang
terintegrasi dan tepat sasaran.

c. Perlindungan sosial adaptif.

d. Peningkatan kesejahteraan sosial.

e. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan
pemanfaatan teknologi, melalui:

a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan
reproduksi.

b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
permasalahan gizi ganda.

c. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada jantung,
stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS,
emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar
biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan
jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut.

d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:

a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan
percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.

c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan yang merata.

5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui:

a. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan
Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak

untuk memastikan anak menikmati haknya.
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b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari
kekerasan dan TPPO.

d. Peningkatan kualitas pemuda.

6. Mengentaskan kemiskinan, melalui:

a. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga.

b. Keperantaraan usaha dan dampak sosial.

c. Reformasi agraria.

d. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan
sosial.

7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi.

d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional
dan internasional.

e. Penguatan pendamping pembangunan.

f. Pengelolaan manajemen talenta nasional.

Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan

arah kebijakan yaitu:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh
ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju,
modern, dan berkarakter, melalui:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas,
etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti.

b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.

c. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas
dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak
melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan
target sasaran.

d. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental.

e. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan
Pancasila.

f. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan,

dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
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2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat
karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui:

a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk
menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan
kerja sama antarwarga.

b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat
karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat.

c. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif.

d. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia
dalam perkembangan peradaban dunia.

e. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

3. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan
harmoni sosial, melalui:

a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan
tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan
umat beragama.

b. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.

c. Penyelarasan relasi agama dan budaya.

d. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

e. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya
masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, melalui:

a. Peningkatan budaya literasi.

b. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan
aksara daerah, serta sastra.

c. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta.

d. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.

b. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan.

c. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.

d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

e. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
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2. Infrastruktur Ekonomi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Konektivitas Jalan.
b. Konektivitas Kereta Api.
c. Konektivitas Laut.
d. Konektivitas Udara.
e. Konektivitas Darat.
3. Infrastruktur Perkotaan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Transportasi Perkotaan
b. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan.
c. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan,
d. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di
Perkotaan.
4. Energi dan Ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan.
b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik.
c. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik.
d. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan.
e. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.
5. Transformasi Digital, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penuntasan Infrastruktur TIK.
b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK,
c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim, dengan arah kebijakan:
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi:
a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup.
b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup.
d. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup.
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, meliputi:
a. Penanggulangan Bencana.
b. Peningkatan Ketahanan Iklim.

3. Pembangunan rendah karbon, meliputi:
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a. Pembangunan Energi Berkelanjutan,
b. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
c. Pengelolaan Limbah
d. Pengembangan Industri Hijau
e. Rendah Karbon Pesisir dan Laut
Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Konsolidasi Demokrasi, meliputi:
a. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
b. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.
c. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, meliputi:
a. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.
b. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.
c. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
d. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
3. Penegakan Hukum Nasional, meliputi:
a. Penataan regulasi.
b. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata.
c. Penguatan sistem anti korupsi.
d. Peningkatan akses terhadap keadilan.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, meliputi:
a. Penguatan implementasi manajemen ASN.
b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis.
c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
d. Transformasi pelayanan publik.
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, meliputi:
a. Penguatan Keamanan Dalam Negeri.
b. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan Confidence
Building Measures (CBM) dan reformasi anggaran.
c. Penguatan Keamanan Laut.
d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
e. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber
Ketujuh Prioritas Nasional ini menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar dimana keterkaitannya akan ditunjukkan pada sub

bab selanjutnya.
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4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2022

Dengan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada Rancangan
RKP tahun 2022 sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan
Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2022, prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun
berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.
Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah: “Inovasi Pemanfaatan
Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”. Untuk mewujudkan
tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai
berikut :

1. Pemantapan reformasi birokrasi ;

2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi
pertumbuhan;
Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan
berbudaya;

5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian
lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagai
berikut :

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

3. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik;

Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah

Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah;

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata;

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah;

Menurunya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat;

© o N o 0ok

Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, inklusif dan berkarakter;

10. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan;
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11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

12. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;

13. Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan
masyarakat;

14. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;

15. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah;

16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;

17. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim.

18. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat;

19. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan,;

20. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

21. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;

22. Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan
masyarakat;

23. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah;

24. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan
mitigasi perubahan.

Memperhatikan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022, maka ditetapkanlah target sasaran makro
pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan, yang
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
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Sasaran dan Indikator Realisasi Target RKPD Target Perubahan
RKPD Tahun
Pembangunan 2021 Tahun 2022
2022
1. Pertumbuhan Ekonomi 4,65 5,98-7,60 5,98-7,60
2. PDRB per Kapita (ADHB) 59,23 62,37 62,37
3. Tingkat Pengangguran 5,72 6,16-6,95 6,16-6,95
Terbuka
Jumlah Penganggur 256,11 256,11
4. Tingkat Kemiskinan 8,38-9,19 8,38-9,19
5. Indeks Pembangunan 72,57 72,57
Manusia
6. Rasio Gini 0,381 0,381
7. Indeks Williamson 0,600 0,600
8. Tingkat Inflasi 3,5%1,0 3,5+1,0

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2022
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4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022
4.2.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022
Tema pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak
mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun

2022, yaitu: Akselarasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Potensi

Kemaritiman Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.

Tema ini dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang
tetap mengacu pada RKPD tahun 2022, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Prioritas ini
dijabarkan ke dalam S5 sub prioritas dengan fokus pembangunan sebagai
berikut :

Sub Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, dengan fokus
pembangunan sebagai berikut :

* Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pendidikan

* Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

* Peningkatan kualitas manajemen pendidikan

Sub Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, dengan fokus
pembangunan sebagai berikut:

* Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kesehatan

* Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

* Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis dan Non Medis

Sub Prioritas 3 : Pembangunan Gender, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

* Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender

* Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

* Optimalisasi Program Keluarga Berencana

Sub Prioritas 4 : Aktualisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya, dengan fokus
pembangunan sebagai berikut:

* Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

* Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

* Penguatan karakter dan budaya masyarakat

Sub Prioritas 5: Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

* Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan

* Pemberdayaan/ pengembangan pemuda dan olahraga
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2. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup
Prioritas ini dijabarkan ke dalam 3 sub prioritas dengan fokus pembangunan
sebagai berikut :
Sub Prioritas 1: Peningkatan Infrastruktur Transportasi, dengan fokus
pembangunan sebagai berikut:
* Pengembangan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut, dan Udara
* Pengembangan Infrastruktur Jalan
* Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi
Sub Prioritas 2: Penanganan Infrastruktur Sarana Prasarana Perumahan
Permukiman, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
* Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
* Peningkatan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Layak
* Peningkatan Layanan Persampahan
* Pembangunan dan rehabilitasi Drainase
* Pembangunan dan Rehabilitasi tanggul pengaman sungai, tanah dan pantai
* Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Sub Prioritas 3: Pengembangan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan, dengan
fokus pembangunan sebagai berikut:
* Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
* Peningkatan Ketersediaan Air Baku
* Optimalisasi sistem Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
* Pembangunan infrastruktur berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi wuntuk Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
Prioritas ini dijabarkan ke dalam 2 sub prioritas dengan fokus pembangunan
sebagai berikut:
Sub Prioritas 1: Pengembangan Kinerja Ekonomi pada Sektor Unggulan Daerah,
dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
* Peningkatan Produksi dan Pemasaran sektor pertanian
* Peningkatan Produksi dan Pemasaran sektor perikanan
* Pengembangan potensi dan promosi sektor pariwisata
* Peningkatan Investasi
Sub Prioritas 2: Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penurunan Angka
Kemiskinan, dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

* Peningkatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
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* Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja
* Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman

Prioritas ini dijabarkan ke dalam 1 sub prioritas dengan fokus pembangunan

sebagai berikut:

Sub Prioritas 1: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Kemaritiman, dengan fokus

pembangunan sebagai berikut:

 Pengembangan Sub-kawasan untuk Mendukung Pembangunan Pusat
Distribusi Logistik KTI, Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu

* Penyiapan dokumen pendukung terlaksananya Pembangunan Pusat
Distribusi Logistik KTI, Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu

e Dukungan dan Penetapan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas ini dijabarkan ke dalam 4 sub prioritas dengan fokus pembangunan

sebagai berikut:

Sub Prioritas 1: Penguatan Sistem Pencegahan dan Pengawasan, dengan fokus

pembangunan sebagai berikut:

* Pengendalian Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Pengawasan

* Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)

Sub Prioritas 2: Peningkatan Integritas, Kapasitas dan Profesionalitas Aparatur

berbasis Kompetensi, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

* Pengembangan Kompetensi Aparatur

* Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa

Sub Prioritas 3: Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pembangunan

sebagai berikut:

* Peningkatan Pelayanan Perizinan

* Pengembangan e-government

* Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

* Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
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Sub Prioritas 4: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan
fokus pembangunan sebagai berikut:
* Menciptakan Kondisi Masyarakat yang tentram dan tertib
* Penerapan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 difokuskan pada sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:
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Tabel 4. 6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Pemerintah 'Kﬂéupﬂf{m 7<eﬁu/mmn \S’f;/aym Tahun 2022 —

Target Kinerja
No Prioritas Pembangunan Tujuan flar} Sasaran Indikator Kinerja Sasaran RKPD Tahun Perubahan Keterangan
Daerah Prioritas Pembangunan RKPD Tahun
2022
2022
Meningkatkan keberdayaan Gini rasio 0,343 0,342
masyarakat perdesaan
Meningkatnya kapasitas Indeks desa membaneun 0,6300 0,6300
Percepatan pertumbuhan dan fasilitas perdesaan su (Berkembang) (Berkembang)
1 | ekonomi untuk peningkatan | Meningkatnya daya beli Pengeluaran perkapita 9.200.000 9.200.000
kesejahteraan masyarakat masyarakat disetarakan
Meningkatnya kapasitas Tingkat pengangguran terbuka 2,38 2,38
SDM dan fa}3111tas Angka kemiskinan 11,34 11,34
perekonomian perdesaan
aPlengeéolaan sumber ;‘lay 1 Mengoptimalkan Pertumbuhan ekonomi daerah | 4,61% - 6,14% | 4,78 % - 5,86%
am dengan meman aatkan pemanfaatan potensi
potensi kemaritiman kemaritiman PDRB perkapita 49,83 juta 49,83 juta
Kontribusi sektor perikanan 21,85% 21,85%
2 . terhadap PDRB
Meningkatnya usaha - - —
. S Kontribusi sektor pariwisata o o
perikanan, pariwisata serta 4,76% 4,76%
. . terhadap PAD kabupaten
Industri, Transportasi dan - : -
Perdagangan Kontribusi Sektor Industri
Pengelolaan, transportasi dan 13,50% 13,50%
perdagangan terhadap PDRB
Meningkatnya fasilitas Indeks pembaneunan
pembangunan sumber daya P gu 68,19 68,19
. manusia
manusia
Meningkatnya pemenuhan Indeks pendidikan 52,55 52,55
kebutuhan dasar
Peningkatan kualitas dan masyarakat Indeks kesehatan 68,64 68,64
3 | daya saing Sumber Daya Meningkatkan aktualisasi Indeks pembangunan
: o 40,00 40,00
Manusia nilai budaya kebudayaan
Meningkatnya upaya
pelestarian nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal Indeks ketahanan sosial 0,69 0,69
dengan mengaktualisasikan
pada kehidupan sosial
P-RK P 2022 Hal. | 93
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Target Kinerja
Prioritas Pembangunan Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Perubahan
No Daerah Prioritas Pembangunan RKPD Tahun RKPD Tahun Keterangan
2022
2022
Meningkatkan kapasitas Indeks kesalehan sosial 63 63
kelembagaan keagamaan
Meningkatnya toleransi
kehidupan sosial Angka kriminalitas 9,75 9,75
kemasyarakat
Pembangunan infrastruktur | Meningkatnya kapasitas Indeks desa membaneun 0,6300 0,6300
berbasis daya dukung dan dan fasilitas perdesaan g1 (Berkembang) (Berkembang)
daya tampung lingkungan Meningkatkan pelestarian Indeks kualitas lingkungan
- . . . 74,30 74,30
hidup lingkungan hidup hidup
4 Meningkatnya tingkat Indeks kualitas air 52 52
perusakan lingkungan Indeks kualitas udara 86 86
hidup dan pencemaran
serta meningkatnya mitigasi | Indeks kualitas tutupan lahan 91,20 91,20
lingkungan
Pemantapan pelayanan Mewujudkan reformasi o .
publik dan peningkatan tata | birokrasi daerah Indeks reformasi birokrasi 55,00 (CC) 55,00 (CQC)
kelola pemerintahan . Indeks kepuasan masyarakat 70,00% 70,00%
S Meningkatnya kepercayaan — -
Nilai sakip daerah B B
masyarakat terhdap Indeks Pengelolaan Keuangan
pelayanan Dacron B & 65,323 65,323
P-RKPD 2022 Hal. | 94
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Arah Kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran

makro pembangunan tahun 2022 yang antara lain meliputi:

Tabel 4. 7 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2022
Capaian Ta;g;t
. Target RKPD Perubahan
No.| Indikator Makro Tanuf | Tahun2022 | RKPD Tahun
2022
Pertumbuhan
1 Ekonomi (%) 4,02 5,0 4,78-5,86
PDRB per Kapita
2 | (ADHB) (Juta Rp.) 49,54 49,83 49,83
3 | Tingkat Pengangguran
Terbuka (%) 2,81 2,38 2,38
4 . . .
’1;1ngkat Kemiskinan 12,45 11,34 11,34
(%)
5
Indeks Pembangunan | g7 76 68,19 68,19
Manusia (nilai)
6 Gini Rasio (nilai) 0,354 0,343 0,342

Sumber: Bappelitbangda, 2022

Prioritas pembangunan tersebut di atas, selain didasarkan pada persoalan
eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung
prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan dan arah kebijakan
Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini

ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS KABUPATEN

PRIORITAS NASIONAL KEPULAUAN SELAYAR

PRIORITAS SULSEL

1. Memperkuat ketahanan 1. Percepatan Pemulihan Ekonomi | 1. Percepatan pertumbuhan

ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan

dan Perlindungan Sosial

ekonomi untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat

2. Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin
pemerataan

3. Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar

. Pembangunan dan Peningkatan

Kualitas Infrastruktur Wilayah
untuk Akselarasi Pertumbuhan

. Pengelolaan sumber daya alam

dengan memanfaatkan potensi
kemaritiman

4. Meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan
berdaya saing

5. Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan

. Percepatan Pembangunan

Sumber Daya Manusia yang
Berkarakter dan Berbudaya

. Peningkatan kualitas dan daya

saing Sumber Daya Manusia

6. Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim

. Pengelolaan Komoditas

Unggulan Berbasis Sumber
Daya Alam dan Kelestarian

. Pembangunan infrastruktur

berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup

DPemerintah 7(&15»1/9&:&914 7<epu/mmn Se/ayw Tahun 2022 —




Perubahan Rencana 7<ey'a
DPemerintah Dacrah

=

<

PRIORITAS KABUPATEN

PRIORITAS NASIONAL KEPULAUAN SELAYAR

PRIORITAS SULSEL

Lingkungan Hidup

7. Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik.

Sumber: PMDN No. 17 Tahun 2021, RKPD Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022, Bappelitbangda Kepulauan
Selayar, 2022

5. Pemantapan Reformasi
Birokrasi

5. Pemantapan pelayanan publik
dan peningkatan tata kelola
pemerintahan

Dalam mewujudkan kelima prioritas tersebut, ditetapkan program-program
yang akan menjadi alat pelaksanaan prioritas tersebut. Program-program ini juga
akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat
keberhasilannya. Arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut

dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 9 Penjabaran Program Pembangunan Daerah dari Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Tahun 2022/ Indikator Kineria
Tujuan/ Sasaran/ Program (Tujuan/ Impact/ O thcome) Target 2022
Pembangunan Daerah J P
1 2 3
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Mewujudkan reformasi birokrasi daerah Indeks reformasi birokrasi 55,00 (CC)
Indeks kepuasan masyarakat 70,00%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat ik salep ¢ s B
terhdap pelayanan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 65,323
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase lgyanan 31sten.1 informasi terkait
program kebijakan pemerintah yang 50,00

DAN KOMUNIKASI PUBLIK berkualitas (%)

Persentase urusan bidang pemerintahan
yang difasilitasi, dimonitoring dan 100

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN dievaluasi (%)

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase urusan bidang kesejahteraan
rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan 100
dievaluasi (%)

Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan

. 89,21

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pemerintah Daerah (%)

Persentase ASN yang berkinerja baik (%) 100
PROGRAM PENYELENGGA N Peningkatan Pelayanan di Tingkat
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN g Y g 25 menit

Kecamatan dan Desa/Kelurahan
PUBLIK
PROGRAM PERENCANAAN, Persentase Konsistensi Penjabaran Program
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPIMD kedalam RKPD (4 )J g 80,00
PEMBANGUNAN DAERAH °
PROGRAM PENYELENGGARAAN Peningkatan Kapabilitas Aparat 3
PENGAWASAN Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH Persentase SILPA terhadap APBD 6,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Penerbitan KTP-el (%) 97,00
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Prioritas Pembangunan Tahun 2022/ Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Program . Target 2022
i’eml:/vangunan/Daerih (Tujuan/ Impact/ Outcome) g
1 2 3

Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak 32.00
(KIA) (%) ’
Persentase Gangguan Trantibum yang 100

PROGRAM PENINGKATAN dapat diselesaikan (%)

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Persentase Warga Negara yang memperoleh
layanan akibat dari penegakan hukum 100
Perda dan perkada (%)

UMUM (SPM)

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN Persentase ARG pada Belanja Langsung

GENDER DAN PEMBERDAYAAN o 0,25

PEREMPUAN APBD (%)

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Persentase layanan publik yang 50.00

INFORMATIKA diselenggarakan secara terintegrasi (%) ’

PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase kesesuaian Program Perangkat

SINKRONISASI PERENCANAAN Daerah dengan sasaran Pembangunan 80,00

PEMBANGUNAN DAERAH Daerah (%)

PROGRAM PENELITIAN DAN Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan 100

PENGEMBANGAN DAERAH dan penerapan inovasi daerah (%)

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Persentase Program Kerja DPRD yang

TUGAS DAN FUNGSI DPRD Trintegrasi dengan Program RPJMD dan 100
RKPD (%)

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Meningkatnya fasﬂltr?ls pembangunan Indeks pembangunan manusia 68,19

sumber daya manusia

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Indeks pendidikan 52,55

dasar masyarakat Indeks kesehatan 68,64

Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100
(SD/Mi, SMP/MTs) (%)

Persentase Warga Negara Usia 7 — 18 Tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN dasar dan atau menengah yang 100
perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan
(7o)

Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun

yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100
(7o)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PPKS dari Data PPKS yang 3515
JAMINAN SOSIAL difasiltasi (%) ’

Persentase Warga Negara penyandang
disabilitas yang memperoleh rehabilitasi 100,00
sosial diluar panti (%)

Persentase anak telantar yang memperoleh

rehabilitasi sosial diluar panti 100,00
Persentase Warga Negara lanjut usia
terlantar yang memperoleh rehabilitasi 100,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL sosial diluar panti (%)

PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan
pengemis yang memperoleh rehabilitasi 100,00
sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan
Sosial (PPKS) lainnya bukan korban
HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya diluar panti (%)
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Prioritas Pembangunan Tahun 2022/

Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Program q Target 2022
Pembangunan Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)
1 2 3
Persentase Warga Negara korban bencana
PROGRAM PENANGANAN BENCANA kabupaten yang memperoleh perlindungan 100
dan jaminan sosial (%)
Persentase luas kawasan pemukiman
rawan banjir yang terlindungi oleh 88.00
infrastruktur pengendalian banjir WS ’
Kewenangan Kabupaten (%)
Persentase Luas Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan
DAYA AIR (SDA) akresi yang terlindungi oleh infrastruktur 34,00
pengaman pantai di WS Kewenangan
Kabupaten (%)
Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan
Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan 1,80
irigasi (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Warga Negara yang memperoleh
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100,00
AIR MINUM (SPM) (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Warga Negara yang memperoleh
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH layanan pengolahan air limbah domestik 100,00
(SPM) (%)
Persentase Warga Negara yang memperoleh
PROGRAM PENCEGAHAN, layanan penyelamatan dan Evakuasi 100,00
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN korban kebakaran (%)
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN (SPM) Waktu Tanggap (Response Time) Penangnan 11.26
Kebakaran ’
PROGRAM PENINGKATAN . . .
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Caalnmfr";‘r(ﬁ /k)etahanan dan diversifikasi 27,27
PANGAN MASYARAKAT pangan 7%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Persentase Pemakalgn Kontrasepsi Modern
BERENCANA (KB) (Modern Contraceptive Prevalence 78,45
Rate/mCPR) (%)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Rasio tenaga kesehatan per satuan 31/100.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN penduduk Penduduk
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan 100
layanan Kesehatan (%)
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan 100
layanan kesehatan (%)
Persentase Bayi Baru Lahir yang 100
mendapatkan layanan Kesehatan (%)
Persentase Balita yang mendapatkan 100
layanan kesehatan (%)
Persentase Warga Negara usia pendidikan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA dasar yang mendapatkan layanan 100
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA | kesehatan (%)
KESEHATAN MASYARAKAT (SPM) ; ;
Persentase Warga Negara usia produktif 100
yang mendapatkan layanan kesehatan (%)
Persentase warga negara usia lanjut yang 100
mendapatkan layanan kesehatan (%)
Persentase Warga Negara penderita
hipertensi yang mendapatkan layanan 100
kesehatan (%)
Persentase Warga Negara penderita diabetes
mellitus yang mendapatkan layanan 100

kesehatan (%)
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Pnonta§ Pembangunan Tahun 2022/ Indikator Kinerja
Tujuan/ Sasaran/ Program (Tujuan/ Impact/ Outcome) Target 2022
Pembangunan Daerah J P
1 2 3
Persentase Warga Negara dengan gangguan 100
jiwa berat yang terlayani kesehatan (%)
Persentase Warga Negara terduga
tuberculosis yang mendapatkan layanan 100
kesehatan (%)
Persentase Warga Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human 100
Immunodeficiency Virus) yang
mendapatkan layanan kesehatan (%)
Nilai Akreditasi Rumah Sakit Utama
Meningkatkan aktualisasi nilai budaya Indeks pembangunan kebudayaan 40,00
Meningkatnya upaya pelestarian nilai-
nilai budaya dan kearifan lokal dengan .
mengaktualisasikan pada kehidupan el et nermem Suskl o)
sosial
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan
PENGEMBANGAN KETAHANAN Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang 100
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Dirumuskan (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase karya budaya yang direvitalisasi 100
KEBUDAYAAN dan diinventarisasi (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di 0.00
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM tingkat kecamatan (%) ’
1I\{/Ienlngkatkan kapasitas kelembagaan Indeks kesalehan sosial 63
eagamaan
1I\{/Ienlngkatnya toleransi kehidupan sosial e el 9,75
emasyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN | Persentase kasus Kriminalitas di tingkat 1.00
DAN KETERTIBAN UMUM kecamatan (%) ’
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan
PENGEMBANGAN KETAHANAN Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang 100
EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Dirumuskan (%)
Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan keberdayaan masyarakat Gini rasio 0,343
perdesaan
Meningkatnya kapasitas dan fasilitas ekl dlese mnembemT 0,6300
perdesaan (Berkembang)
PROGRAM ADMINISTRASI Cakupan administrasi pemerintahan desa 100
PEMERINTAHAN DESA yang difasilitasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Cakupan lembagan kemasvarakatan van
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT difasiﬁtasi dan dgitin katka}rIl ka asitagn § 33,33
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT & P Y
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa
0 3,70
DESA (%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA Cakupan Prasarana Pertanian (%) 100
PERTANIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Partisipasi Masyarakat dalam 100
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Perencanaan Pembangunan (%)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Niai tingkat kegemaran membaca 4,30
masyarakat
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Prioritas Pembangunan Tahun 2022/ Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Program q Target 2022
Pembangunan Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)
1 2 3
Persentase Warga Negara yang memperoleh 1
: : o 00

layanan informasiraan bencana (%)
Persentase Warga Negara yang memperoleh

PROGRAM PENANGGULANGAN layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 100

BENCANA terhadap bencana (%)

Persentase Warga Negara yang memperoleh
layanan penyelamatan dan evakuasi korban 100
bencana (%)

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan Prestasi Olahraga (medali) 40,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase penurunan masalah kesehatan

MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN masyarakat

Meningkatnya daya beli masyarakat Pengeluaran perkapita disetarakan 9.200.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG Persentase jenis komoditi yang dipantau (%) 100

PENTING
PROGRAM PENINGKATAN

Persentase Koperasi yang mendapatkan izin

DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN usaha simpan pinjam (%) 100
PANGAN MASYARAKAT ban piyam (7o

Meningkatnya kapasitas SDM dan Tingkat pengangguran terbuka 2,38
fasilitas perekonomian perdesaan Angka kemiskinan 11,34
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat 0.40
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kompetensi (%) ’
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

KERJA (%) 19,84

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA | Persentase UMKM yang Diberdayakan (%) 100
MIKRO (UMKM)

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Tani (%) 19,17

Cakupan Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK
K R, dan UPPKS)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN BKB 0,74
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA BKR 061
(KS)
BKL 0,62
PIKR 0,51
UPPKS 0,91

Pembangunan infrastruktur berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas Indeks desa membangun 0,6300

perdesaan (Berkembang)
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%) 71,43
Proporsi panjang jalan desa yang terbangun 80.00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (%) ’
Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten 98.00

(%)

Persentase penurunan luas kawasan
kumuh (%)
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Prioritas Pembangunan Tahun 2022/

Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Program q Target 2022
i’eml:/vangunan/Daerih (Tujuan/ Impact/ Outcome) g
1 2 3
Persentase Warga Negara korban bencana 100.00
yang memperoleh rumah layak huni (%) ’
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Warga Negara yang terkena
PERUMAHAN relokasi akibat program Pemerintah Daerah
e 100,00
kabupaten yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni (%)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, | Lersentase perumahan yang sudah
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ’ dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 0,58
Utilitas Umum) (%)
PROGRAM PENYELENGGARMN LALU | e 1t intas kabuupaten 30,69
llfl/li(c;ll;l;;gkatkan pocsilial s s A Indeks kualitas lingkungan hidup 74,30
. . Indeks kualitas air 52
Meningkatnya tingkat perusakan
lingkungan hidup dan pencemaran serta Indeks kualitas udara 86
meningkatnya mitigasi lingkungan
Indeks kualitas tutupan lahan 91,20
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Indeks pencemaran status mutu air 2,59
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase pengelolaan keanekaragaman 138
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) hayati ’
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP 1ZIN Persentase ketaatan pelaku usaha dan /
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN atau kegiatan p 64,00
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN g
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Jumlah sarana prasarana persampahan
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ; P p P 0
REGIONAL yang diadakan
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Pengelolaan Persampahan yang 130
PERSAMPAHAN bernilai ekonomi ’
Pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi kemaritiman
Pertumbuhan ekonomi daerah 4,61% -
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi St bkl (SOOIl QEETEL 6,14%
kemaritiman
PDRB perkapita 49,83 juta
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 21,85%
st sk perisren, Ezggrﬂ;;srll sektor pariwisata terhadap PAD 4,76%
pariwisata serta Industri, Transportasi b
dan Perdagangan Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan,
transportasi dan perdagangan terhadap 13,50%
PDRB
;%%GA?AM PROMOSI PENANAMAN Jumlah Investor PMDN/PMA 20
?ARISI) ggﬁy PENGELOLAAN PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 21.846
PROGRAN, PENGELOLAAN PERIKANAN | produksi Perikanan Budidaya (Ton) 976,72
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase urusan bidang perekonomian
PEMBANGUNAN dan pembangunan yang difasilitasi, 100
dimonitoring dan dievaluasi (%)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) 186.57

PEMASARAN HASIL PERIKANAN
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Prioritas Pembangunan Tahun 2022/ Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Program . Target 2022
Pembangunan Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)

1 2 3
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem 33
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Informasi nasional (%)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD 5.00
DESTINASI PARIWISATA (%) ’

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan 5.00

mancanegara per kebangsaan (%)

Persentase peningkatan perjalanan

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA wisatawan nusantara yang datang ke 10,00
kabupaten Kepulauan

Selayar (%)

Tingkat huniaan akomodasi (%) 10,00

Persentase rekomendasi izin mendirikan
bangunan tempat pandaratan dan lepas
landas helikopter yang diterbitkan

PROGRAM PENGELOLAAN
PENERBANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/tenaga kerja di sektor

DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI iwisat ne mendapatkan pelatih 100

KREATIF pariwisata yang mendapatkan pelatihan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase ketersediaan sarana prasarana 100

DISTRIBUSI PERDAGANGAN perdagangan (%)

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan jumlah komoditi 17,00
ekspor (%)

PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase IKM yang berkembang modal 12.00

PEMBANGUNAN INDUSTRI usaha dan tenaga kerja (%) ’

PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) 52.000

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Rp. Juta Rupiah) '

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase permintaan data dan informasi

SISTEM INFORMASI PENANAMAN yang diterima secara online dan terintegrasi 100

MODAL (%)

Persentase Sarana dan Prasarana
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%) 55,73

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

L . o
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja Lalu lintas Kabupaten (%) 30,69

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan
4.2.4.1 Strategi Percepatan Realisasi Kinerja Fisik dan Kinerja Pendanaan
Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2022, dapat
dilihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian kinerja fisik dan
capaian kinerja pendanaan termasuk kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan
beberapa strategi dalam rangka menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi
Perangkat Daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran dan peningkatan
kinerja pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2022. Beberapa strategi tersebut,

antara lain:
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1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa serta mengadakan lelang
cepat kegiatan prioritas seperti yang bersumber dari DAK fisik dan lain-lain

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat OPD setiap
bulannya untuk memantau realisasi fisik dan keuangan, memanfaatkan sisa
anggaran kontraktual, mengoptimalkan penggunaan sisa lelang untuk
kegiatan yang bersifat prioritas

3. Melakukan percepatan dan peningkatan ketepatan penyaluran dana bansos
dan bantuan pemerintah, khususnya dana bantuan gempa yang memiliki
anggaran yang cukup besar

4. Melakukan penelaahan terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
terkhusus pada formulasi indikator kinerja, karena masih banyak pernyataan
indikator yang tidak tepat pada program, kegiatan, sub kegiatan serta akibat
terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang
memuat beberapa indikator kinerja sub kegiatan.

5. Program dan kegiatan yang masih berkinerja rendah agar dilakukan evaluasi
terkait permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi sehingga target
kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga target RPJMD juga
dapat tercapai

4.2.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan untuk
mencapai sasaran pembangunan daerah serta arah kebijakan yang termuat dalam

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan

prioritas pembangunan yang telah direncanakan, maka ditetapkan strategi dan

arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 yang diselaraskan dengan arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, seperti yang terdapat
pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4. 10 Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas 2022 h;{c::::;:r Target
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatkan inovasi dan [ Peningkatan Peningkatan tata Indeks Kepuasan | 70,00%
Reformasi kepercayaan pemanfaatan teknologi Sistem dan kelola pemerintahan | Masyarakat
Birokrasi Daerah | masyarakat terhadap informasi dalam pelayanan | Manajemen dan pelayanan publik
pelayanan Meningkatkan efektifitas Pemerintahan Nilai Sakip 60,00
perencanaan dan serta Pelayanan Daerah (B)
pelaksanaan urusan Publik
pemerintahan daerah
Meningkatkan efesiensi Opini BPK WTP
perencanaan dan
pelaksanaan anggaran
daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
Meningkatnya Meningkatnya Mengoptimalkan koordinasi | pengembangan Percepatan Indeks Desa Mandiri :
keberdayaan kapasitas dan fasilitas stakeholder dalam rangka kelembagaan pertumbuhan Membangun 1
masyarakat perdesaan peningkatan produktifitas pemerintah dan | ekonomi untuk Maju
perdesaan masyarakat perdesaan perekonomian peningkatan 4
Meningkatnya Mengoptimalkan desa kesejahteraan Tingkat 2,38
kapasitas SDM dan pengelolaan sumberdaya masyarakat Pengangguran
fasilitas perekonomian | lokal dalam rangka Terbuka
perdesaan mengembangkan lapangan Angka 11,34
kerja dan lapangan usaha Kemiskinan
di perdesaan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kapasitas Pemenuhan Peningkatan kualitas | Indeks 52,55
Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan | penerapan Standar standar dan daya saing Pendidikan
P-RKPD 2022 Hal. | 104
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Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia
. . - A Indikator
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas 2022 Kinerja Target
Pembangunan Dasar Masyarakat Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar | Sumber Daya Indek Kesehatan | 68,64
Sumber Daya Manusia
Manusia Maningkatnya Daya Meningkatkan pendapatan | pemenuhan Percepatan Pengeluaran 1.032.000
Beli Masyarakat masyarakat lapangan usaha | pertumbuhan Perkapita
masyarakat ekonomi untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman
Mengoptimalkan | Meningkatnya Usaha Memperkuat dukungan akselerasi Pengelolaan sumber Presentase 26,50%
pemanfaatan Perikanan sarana dan prasarana pertumbuhan daya alam dengan Kontribusi Sektor
potensi perikanan, penciptaan nilai | ekonomi memanfaatkan Perikanan
kemaritiman tambah melalui pengolahan | berbasis potensi kemaritiman terhadap PDRB
dan pemasaran hasil sumberdaya Pembangunan
perikanan maritim infrastruktur
Meningkatnya usaha Meningkatkan dukungan berbasis daya Persentase 4,76%
pariwisata sarana dan prasarana dukung dan daya Kontribusi PAD
kepriwisataan, daya tarik tampung lingkungan | Sektor Pariwisata
destinasi, ekonomi kreatif, hidup terhadap PAD
promosi, dan sumberdaya Kabupaten
manusia pariwisata
Meningkatnya usaha Miningkatkan kapasitas peningkatan Presentase 13,50%
Kepelabuhanan infrastruktur pelabuhan, investasi sarana Kontribusi Sektor
jangkauan hub-hub melalui | dan prasarana Industri
kerjasama natar daerah industri Pengelolaan,
transportasi dan
perdagangan
terhadap PDRB
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
Meningkatkan Meningkatnya upaya Meningkatkan peran peningkatan Peningkatan kualitas | Indeks 0,69
aktualisasi nilai pelestarian nilai-nilai lembaga sosial dan fasilitasi dan daya saing Ketahanan Sosial
P-RK P 2022 Hal.| 105
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Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas 2022 Il;{c::ll:;:r Target

budaya budaya dan kearifan keagamaan dalam kegiatan sosial Sumber Daya

lokal dengan pembangunan manusia dan | dan keagamaan | Manusia

mengaktualisasikan Daerah

pada kehidupan sosial
Meningkatkan Meningkatnya toleransi Angka 9,75
kapasitas kehidupan sosial Kriminalitas
kelembagaan kemasyarakatan
keagamaan
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan Menurunnya tingkat Pengendalian kegiatan pelestarian dan | Pembangunan Indeks Kualitas 74,30
pelestarian perusakan lingkungan | eksploitasi sumber daya perlindungan infrastruktur Lingkungan (Baik)
lingkungan hidup dan pencemaran | alam dan perusakan lingkungan berbasis daya Hidup Daerah
hidup serta meningkatnya ekosistem lingkungan hidup dukung dan daya

mitigasi lingkungan tampung lingkungan

hidup
P-RK P 2022 Hal. | 106
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5.1.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III maka kerangka pendanaan

untuk Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 5. 1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

NO. URAIAN TARGET RKPD POKOK | TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH %
TAHUN 2022 RKPD TAHUN 2022 /BERKURANG

1 2 3 4 5=4-3 6
5.01 (Belanja Operasi 711,143,002,500.00 702,275,224,589.00 (8,867,777,911.00) (23.67)
05.01.01 |Belanja Pegawai 409,223,852,400.00 367,621,139,943.00 (41,602,712,457.00)| (10.17)
05.01.02 |Belanja Barang dan Jasa 265,919,150,100.00 298,651,992,562.00 32,732,842,462.00 | 12.31

05.01.03 |Belanja Bunga - - - -

05.01.04 |Belanja Subsidi - - - -
05.01.05 |Belanja Hibah 26,000,000,000.00 30,197,552,484.00 4,197,552,484.00 | 16.14
05.01.06 |Belanja Bantuan Sosial 10,000,000,000.00 5,804,539,600.00 (4,195,460,400.00)| (41.95)
5.02 (Belanja Modal 214,534,373,000.00 292,987,631,304.00 | 78,453,258,304.00 | 36.57
5.03 (Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00 (2,000,000,000.00)| (40.00)
5.04 (Belanja Transfer 157,546,109,000.00 135,836,564,000.00 | (21,709,545,000.00)| (13.91)

05.04.01 |Belanja Bagi Hasil 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - -
05.04.02 |Belanja Bantuan Keuangan 156,046,109,000.00 134,336,564,000.00 (21,709,545,000.00)| (13.91)

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun

2022

Pada perubahan RKPD Tahun 2022 perumusan program prioritas
pembangunan daerah tidak berubah, yang terdiri dari Peningkatan Kualitas dan
Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga; Pembangunan
infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, yang diarahkan wuntuk pembangunan dan peningkatan kualitas
infrastruktur yang didukung oleh kajian lingkungan; Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan untuk
penurunan angka kemiskinan, dan pemulihan ekonomi; Pengelolaan Sumber Daya
Alam dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman, diarahkan untuk meningkatkan
kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata terhadap
perekonomian daerah; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan
Publik, diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan

reformasi birokrasi sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 5. 2 Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2022
Prioritas s Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 OPD
No | Pembangunan Pema::r:a:an Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
Daerah 9 Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 180.591.501.307 245,695,470,672
Meningkatnya 1 | Program pengelolaan pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-15 tahun 100% 48.077.096.125 100% 47.231.852.785 | Disdikpora
Pemenuhan (SPM) (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi
Kebutuhan Murni)
Dasar 2 | Program pengembangan bahasa Jumlah pengembangan dan pelindungan bahasa 100% 1.150.000.000 100% 37.424.500 | Disdikpora
Masyarakat dan sastra dan sastra daerah
3 | Program pengembangan kurikulum | Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum 100% 670.000.000 100% 54.000.000 | Disdikpora
PAUD dan Pendidikan Dasar
4 | Program pendidik dan tenaga Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan 100% 85.000.000 100% 84,720,000 | Disdikpora
kependidikan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan
rombel dan standar kurikulum
5 | Program pengembangan kapasitas | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi 4,2% 1.208.962.070 4,2% 167,500,000 | Disdikpora
daya saing kepemudaan mandiri
6 | Program pengembangan kapasitas | Peningkatan Prestasi Olahraga 0,39% 2.316.162.069 | 0,39% 4,166,571,000 | Disdikpora
daya saing keolahragaan
7 | Program pemenuhan upaya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 94.225.934.126 174,108,038,637 | Dinkes
kesehatan perorangan dan upaya penduduk
kesehatan masyarakat (SPM) i i
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota 100% 22.439.547.550 | 100% 13,294,282,250 | RSUD
yang terakreditasi
8 | Program peningkatan kapasitas Rasio Tenaga Kesehatan (dokter, tenaga medis dan 0,6 352.000.000 0,6 0 | Dinkes
sumber daya manusia kesehatan bidan) per satuan penduduk
Meningkatnya 9 | Program pengarusutamaan gender | Persentase ARG pada belanja langsung APBD 0,30% 460.000.000 | 0,30% 232,000,000 | DP3AP2KB
Kapasitas SDM dan pemberdayaan perempuan
dan Fasilitas
EZ:gzgggnm'an 10 | Program pengendalian penduduk TFR (Angka Kelahiran Total) 2,03 660.000.000 2,03 130,000,000 | DP3AP2KB
P-RK P 2022 Hal.| 108

Pemerintah 7<ﬂéu/mfen 7<eﬁu/mmn \S’e/aymﬂ Tahun 2022 —




- A

Perubahan Rencana 7<eg’a
Pemerintah Dacrah
Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 oPD
Sasaran . . .
No | Pembangunan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
Pembanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
11 | Program perlindungan perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk 0,003 1.450.000.000 0,003 38,949,500 | DP3AP2KB
TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
12 | Program pemenuhan hak anak Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak 100% 2.360.000.000 100% 76,160,000 | DP3AP2KB
(PHA)
13 | Program pembinaan keluarga Persentase pemakaian kontrasepsi Modern 82,25% 961.400.000 | 82,25% 2,951,199,000 | DP3AP2KB
berencana (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 16,59% 16,59%
14 | Program pemberdayaan dan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 100% 650.000.000 100% 1,063,280,000 | DP3AP2KB
peningkatan keluarga sejahtera dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)
15 | Program pelatihan kerja dan Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 1,59% 394.769.000 | 1,59% 148,540,000 | Dinas
produktivitas tenaga kerja PMPTSPTK
16 | Program pembinaan perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 60,70% 266.157.750 | 60,70% 187,689,000 | DPK
17 | Program pengembangan sumber Cakupan ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, 16,5% 2.444 472,617 16,5% 1,639,883,000 | BKPSDM
daya manusia Diklat Fungsional, Diklat Sosio-kultural dan Diklat
Teknis
Meningkatnya 18 | Program pengembangan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 1 Obyek 420.000.000 | 1 Obyek 83,381,000 | Disparbud
Upaya kebudayaan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
Pelestarian
Nilai-nilai
Budaya dan
Kearifan Lokal
dengan
Mengaktualisasi
kan pada
Kehidupan
Sosial
2 Pembangunan Infrastruktur Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 101.736.257.685 128,968,031,901
Meningkatnya 1 | Program pengelolaan sumber daya | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang 0,81 10.647.884.750 0,81 16,629,327,225 | Dinas PUTR
Pemenuhan air (SDA) terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banijir di
Kebutuhan WS Kewenangan
Dasar Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai 1 1
Masyarakat rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh
P-RK P 2022 Hal.| 109
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Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 o
Sasaran . . .
No | Pembangunan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
Pembanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
Kab/Kota
Rasio luas daerah irigasi kewenangan 0,5 0,5
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
2 | Program pengelolaan dan Persentase jumlah rumah tangga yang 55,3% 11.871.509.450 | 55,3% 4,337,000,326 | Dinas PUTR
pengembangan sistem penyediaan | mendapatkan akses terhadap air minum melalui
air minum (SPM) SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi
3 | Program pengelolaan dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh 6,51% 8.859.772.550 | 6,51% 545,729,000 | Dinas PUTR
pengembangan sistem air limbah layanan pengolahan air limbah domestik
(SPM)
4 | Program pengelolaan dan Persentase drainase dalam kondisi baik/ 92% 3.965.468.250 92% 6,451,078,816 | Dinas PUTR
pengembangan sistem drainase pembuangan aliran air tidak tersumbat
5 | Program penataan bangunan Rasio kepatuhan IMB 1 3.166.973.450 1 586,613,200 | Dinas PUTR
gedung
6 | Program penyelenggaraan jalan Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 71,43% 46.567.521.503 | 71,43% 80,875,611,564 | Dinas PUTR
7 | Program kawasan permukiman Persentase penurunan luas kawasan kumuh 0,5% 1.142.000.000 0,5% 359,544,000 | DPKP
8 | Program pengembangan Penyediaan dan Rehabiltasi Rumah Layak Huni bagi 100% 900.000.000 100% 3,058,058,000 | DPKP
perumahan (SPM) Korban Bencana
9 | Program perumahan dan kawasan | Cakupan pembinaan penaganan permukiman 15,19% 2.025.584.311 | 15,19% 2,213,902,000 | DPKP
permukiman kumuh kumuh
10 | Program peningkatan prasarana, Cakupan Ketersedian Prasarana Sarana dan 15% 2.990.684.000 15% 4,651,449,370 | DPKP
sarana dan utilitas umum (PSU) Utilitas Umum (PSU) Perumahan
11 | Program pengelolaan pelayaran Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan 55,73% 3.362.972.980 | 55,73% 2,484,311,500 | Dishub
Laut yang Layak Fungsi
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Perubahan Rencana 7<eg’a
Pemerintah Dacrah
Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 oPD
Sasaran . . .
No | Pembangunan P Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
embanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
12 | Program penyelenggaraan lalu Kinerja Lalu lintas Kabupaten 30,69% 1.078.886.441 | 30,69% 940,081,600 | Dishub
lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
Meningkatnya 13 | Program perencanaan lingkungan Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 12,50% 317.000.000 | 12,50% 338,639,000 | DLH
Tingkat hidup Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Rencana
Perusakan Pembangunan Kabupaten
Lingkungan 14 | Program pembinaan dan Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau 64% 240.000.000 |  64% 132,995,800 | DLH
Hidup dan pengawasan terhadap izin Kegiatan
Pencemaran lingkungan dan izin perlindungan
Serta dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya (pplh)
Mitigasi 15 | Program pengendalian Indeks Pencemaran Status Mutu Air 2,59 2.750.000.000 2,59 3,147,271,500 | DLH
Lingkungan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
16 | Program pengelolaan Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1,38% 1.850.000.000 1,38% 2,216,419,000 | DLH
keanekaragaman hayati (kehati)
3 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 55.192.714.492 16,576,328,700
Meningkatnya 1 | Program pemberdayaan sosial Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil 50 Orang 525.000.000 50 219,600,000 | Dinas Sosial
Daya Beli (KAT) yang mendapatkan pengembangan Orang
Masyarakat kemampuan dan potensi
2 | Program rehabilitasi sosial (SPM) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak 26% 8.606.000.000 26% 3,820,600,000 | Dinas Sosial
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan
pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti
3 | Program penanganan bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang 100% 1.230.000.000 100% 325,000,000 | Dinas Sosial
(SPM) terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana daerah
4 | Program perencanaan tenaga kerja | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 100% 20.000.000 100% 0 | Dinas
mengacu ke rencana tenaga kerja PMPTSPTK
5 | Program pengelolaan sumber daya | Cakupan ketersedian infrastruktur cadangan pangan 20% 250.000.000 20% 0 | Distan KP
ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan
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Pemerintah Dacrah
Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 oPD
Sasaran . . .
No | Pembangunan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
Pembanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
6 | Program peningkatan diversifikasi Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan 100% 680.000.000 100% 194,415,700 | Distan KP
dan ketahanan pangan masyarakat
7 | Program perencanaan dan Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 0,67% 1.800.000.000 | 0,67% 831,331,000 | Disperindag
pembangunan industri KUKM
8 | Program pengendalian izin usaha Persentase jumlah hasil pemantauan dan 100% 580.000.000 100% 8,155,773,000 | Disperindag
industri kabupaten/kota pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (1UI) KUKM
Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
9 | Program pemberdayaan usaha Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 32% 2.034.760.000 32% 564,634,000 | Disperindag
menengah, usaha kecil, dan usaha KUKM
mikro (UMKM)
10 | Program peningkatan sarana Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusiaan 100% 800.000.000 100% 100,000,000 | Disperindag
distribusi perdagangan Perdagangan KUKM
11 | Program pengembangan umkm Persentase usaha mikro yang diberikan 100% 2.731.975.000 100% 1,832,915,000 | Disperindag
pendampingan melalui Lembaga pendampingan KUKM
12 | Program pemasaran pariwisata Jumlah Promosi Pariwisata yang dikembangkan 5 Keg 650.000.000 | 5Keg 532,060,000 | Disparbud
4 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman 17.642.489.746 22,146,237,098
Meningkatnya 1 | Program promosi penanaman Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan 5Keg 211.011.500 | 5Keg 154,662,000 | Dinas
Usaha modal PMPTSPTK
Perikanan _ — _
2 | Program pengelolaan perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 21846 3.847.500.000 | 21846 4,519,899,848 | Dinas
tangkap Ton Ton Perikanan
3 | Program pengelolaan perikanan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 976.72 Ton 2.146.386.266 | 976.72 T 698,178,450 | Dinas
budidaya on Perikanan
Meningkatnya 4 | Program peningkatan daya tarik Persentasi Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.00 % 1.680.000.000 | 5.00% 2,574,507,000 | Disparbud
Usaha destinasi pariwisata Prioritas
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Perubahan Rencana 7<eg’a
Pemerintah Dacrah
Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 o
Sasaran . . .
No | Pembangunan P Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
embanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
Pariwisata 5 | Program pengembangan sumber Program Pengembangan Sumber Daya 100% 250.000.000 | 100% 679,085,000 | Disparbud
daya pariwisata dan ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
kreatif
Meningkatnya 6 | Program peningkatan sarana Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusiaan 100% 500,000,000 100% 100,000,000 | Disperindag
EZEZ; buhanan distribusi perdagangan Perdaganan ot KUKM
7 | Program pengembangan ekspor Jumlah Komoditi Perdagangan dengan Kualitas 17.00 % 550.000.000 | 17.00 % 77,500,000 | Disperindag
Ekspor KUKM
8 | Program perencanaan dan Jumlah Industri yang Terbangun 1.800.000.000 831,331,000 | Disperindag
pembangunan industri KUKM
9 | Program pengelolaan pelayaran Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% 3.362.972.980 | 100% 2,484,311,500 | Dishub
Laut yang Layak Fungsi
Meningkatnya 10 | Program penyediaan dan Cakupan Sarana pertanian 0,21% 3.689.270.040 | 0,21% 2,484,311,500 | Distan KP
kapasitas dan pengembangan sarana pertanian
fasilitas
perdesaan 11 | Program penyediaan dan Cakupan Prasarana Pertanian 5.818.321.940 7,642,450,800 | Distan KP
pengembangan prasarana
pertanian
5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 708.145.218.569 647,328,345,121
Meningkatnya 1 | Program penunjang urusan Persentase PeningkatanLaporan Capaian Kinerja 100% 518.295.262.616 100% 471,683,322,071 | Semua OPD
Kepercayaan pemerintahan daerah kabupaten dan Keuangan
Masyarakat
Terhadap 2 | Program peningkatan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 100% 2.492.928.293 | 100% 532,368,400 | Satpol PP
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | diselesaikan Damkar &
Penyelamatan
3 | Program pencegahan, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 91,41 2.091.508.893 91,41 166,230,000 | Satpol PP
penanggulangan, penyelamatan korban kebakaran dan Non kebakaran Damkar &
kebakaran dan penyelamatan non Penyelamatan
kebakaran
4 | Program penanggulangan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 100% 1.069.015.500 100% 18,606,193,000 | BPBD
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
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Prioritas Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 oPD
Sasaran . . .
No | Pembangunan P Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
embanguan . —— -
Daerah Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
5 | Program pengelolaan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah 1,30 5.319.365.000 1,30 6,174,754,800 | DLH
persampahan
6 | Program pendaftaran penduduk Perekaman KTP Elektronik 94% 191.155.975 94% 442,440,000 | Disdukcapil
7 | Program pencatatan sipil Kepemilikan akta kelahiran 80,15% 116.742.975 | 80,15% 247,000,000 | Disdukcapil
8 | Program pengelolaan informasi Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran 77,46 1.000.187.750 77,46 1,263,291,000 | Diskominfo SP
dan komunikasi publik Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan
Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
9 | Program penyelenggaraan statistik | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 100% 343.328.076 100% 205,148,000 | Diskominfo SP
sektoral yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah
10 | Program penyelenggaraan Tingkat keamanan informasi pemerintah 17,49% 344.094.253 | 17,4%% 629,206,600 | Diskominfo SP
persandian untuk pengamanan
informasi
11 | Program pengelolaan sistem Tersedianya informasi industri secara lengkap dan Tersedia 750.000.000 | Tersedia 0 | Disperindag
informasi industri nasional terkini KUKM
12 | Program perencanaan, Persentase Capaian Kinerja Program RPJMD 100% 1.681.900.000 100% 616,629,000 | Bappelitbangda
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
13 | Program koordinasi dan Persentase Konsistensi Penjabaran Program 100% 1.303.100.000 100% 572,653,000 | Bappelitbangda
sinkronisasi perencanaan RPJMD ke dalam RKPD dan APBD
pembangunan daerah
14 | Program penelitian dan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan 100% 1.236.733.971 100% 570,444,000 | Bappelitbangda
pengembangan daerah untuk inovasi
15 | Program pengelolaan keuangan Rasio Belanja Derah terhadap Pendapatan Darah 1,17 166.338.109.000 1,17 140,431,514,150 | BPKPD
daerah
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Prioritas . Pokok Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 oPD
No | Pembangunan P emabs :l:a: an Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Penanggung
Daerah 9 Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran jawab
1 2 4 5 6 7 8
16 | Program pengelolaan barang milik | Assets Management ada 1.020.000.000 ada 853,159,700 | BPKPD
daerah
17 | Program kepegawaian daerah Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan 99,21 1.277.466.267 99,21 940,868,000 | BKPSDM
Pemerintah Daerah
18 | Program penyelenggaraan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 2 3.274.320.000 2 3,393,123,400 | Inspektorat
pengawasan Pemerintah (APIP)
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5.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD
Tahun 2022

Dalam pelaksanaan anggaran, untuk mempercepat pencapaian target-target
pembangunan daerah dan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan
penganggaran maka dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran tersebut diatur di dalam
pasal 161 ayat (2) huruf b dan pasal 163 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pergeseran tersebut tetap memperhatikan
beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah
pusat dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Pokok Tahun Anggaran
2022 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun 2022 berisi uraian
program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi
kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami
perubahan dan tidak mengalami perubahan. Data rinci rencana kerja perubahan
tersebut disusun dengan menggunakan proses input pada Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga seluruh dinamika pengusulan dapat
terekam dan tercatat dengan baik

Tabel berikut (tabel 5.3) memuat rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2022 beserta pergeseran alokasi anggaran sesuai urusan

pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
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Tabel 5.3

INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J SEEEEIE
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ s
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ; I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 237,701,140,779 229,181,091,434 -8,520,049,345 473,061,300,733
PROGRAM PENUNJANG . . .
Persentase Capaian Kinerja
1] 1 URUSAN PEMERINTAHAN P . 63.03 % 63.03 % 187,719,044,654 181,773,094,149 -5,945,950,505 63.03 % 411,240,887,154
DAERAH KABUPATEN/KoTA  |Fenunjang)
Persentase Ketersediaan
Perencanaan, Penganggaran, Dokumen Perencanaan,
1 1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Penganggaran dan Evaluasi 100 % 100 % 131,200,000 159,020,787 27,820,787 100 % 164,150,000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang
Tersusun Baik
Kab. Kep [Dana
Selayar, Transfer
P D lah Dok P - DISDIKPOR]
1| 1 enyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan |3 1, 1\ 10 |3 Dokumen 50,200,000 26,138,000 -24,062,000>¢T1 {UmMUM" g py ) men 28,138,000| SPIKPO
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan,|Dana A
Semua Alokasi
Kelnirahan |TImim
Dana
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Dokumen RKA- Transfer DISDIKPOR|
1l 1 1 Dok 1 Dok 6,500,000 0 -6,500,000 1 Dok 7,500,000
Dokumen RKA-SKPD SKPD okumen| & Dokumen Umum- olamen A
DAU
Kab. Kep.
S:laya: ’ Dana
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan ’ Transfer DISDIKPOR|
1 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD | RKA-SKPD 1 Dokumen|1 Dokumen 6,500,000 11,195,750 4,695,750 ;(::ua Umum- 1 Dokumen 12,195,000 A
N DAU
Semua Kel.
Koordinasi dan Penyusunan DPA- |Terlaksanyanya Koordinasi dan DISDIKPOR|
1l 1 1 Dok 1 Dok 6,500,000 0 -6,500,000 1 Dok 7,500,000
SKPD Penyusunan DPA-SKPD onmen) © Porumen e R oxumen A
Kab.
Kepulauan
Selayar, Dana
Koordi i dan P Jumlah Dok Perubah: ’ T fe DISDIKPOR
1| 1 oordinasi dan fenyusunan uman Dokimen Ferubatiat 1 Dokumen|1 Dokumen 6,500,000 16,819,037 10,319,037|Semua FANSIEr 1 Dokumen 13,590,000
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD Umum- A
Kecamatan,
DAU
Semua
Kelirahan
Kab.
Kepulauan Dana
P Transfer
Tersedianya Bahan Evaluasi Selayar, Umum
L. Y v 3 Dokumen |3 Dokumen Semua 3 Dokumen
Kinerja Dana DISDIKPOR
1l 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55,000,000 104,868,000 49,868,000|Kecamatan,| . 95,227,000/
S
emua Urum
Kehirahan
Dana
Insentif
Daerah
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. Gyt Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Administrasi Keuangan Persentase Kelancaran
1 1 2 Perangkat Daerah g administrasi Keuangan dan 100 Persen 100 Persen 174,101,267,654 179,953,572,862 5,852,305,208 100 Persen 184,036,435,154
Onperasional Perkantoran
Kab.
Dana
Kepulauan
Sel Transfer
. . . . . elayar,
P T lah P - DISDIKPOR]
1| 1| 2| iffenvediaan GajidanTunjangan |Jumlah Penerima Gaji dan 1 ASN 1 ASN 173,834,267,654 179,837,947,862 6,003,680,208|Semua |0 1 ASN 183,834,267,654| 0 D KPO
ASN Tunjangan ASN Dana A
Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kelnrahan mum
Dana
Pelaksanaan Penatausahaan dan [Terlaksananya Penatausahaan T " DISDIKPOR
ran: T
1| 1| 2| 3|Pengujian/Verifikasi Keuangan  |dan Pengujian/Verifikasi 4 Bulan |4 Bulan 15,000,000 0 -15,000,000 . ansier 14 Bulan 16,500,000(
SKPD Keuangan mum
Kb DAU
av- Dana
Kepulauan
Sel Transfer
S . i elayar,
Koordinasi dan Pelaksanaan Frekuensi Koordinasi dan Umum- DISDIKPOR]
1 1 4 1 Kali 1 Kali 17 11 -54,37 1 Kali 7
2 Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD 20 Kali 20 Kali 0,000,000 5,625,000 54,375,000|Semua Dana 20 Kali 95,067,500 A
Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kelnrahan muam
Dana
Koordinasi dan Penyusunan
L: P T fe DISDIKPOR
1| 1| 2| 5|Laporan Keuangan Akhir Tahun | 2RCArHYa renyusunan 1Bulan |1 Bulan 20,000,000 0 -20,000,000 ransier 1) Bulan 22,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Umum- A
SKPD
DAU
Dana
P 1ol dan Penyi Babhi: T di Bahan T T fe DISDIKPOR
1| 1| 2 cngeloraan dan renylapan Bahan | ersecianya Sahan Tangeaban |4 pujan |4 Bulan 20,000,000 0 -20,000,000 FAnsIer 14 Bulan 22,000,000
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan Umum- A
DAU
Koordinasi dan Penyusunan Lancarnya Penyusunan Dana
DISDIKPOR
1| 1| 2| r7|l@poranKeuangan Laporan Keuangan 12 Bulan |12 Bulan 24,000,000 0 -24,000,000 Transfer 15 Bulan 26,200,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran |Bulanan/Triwulanan/Semester Umum- A
SKPD an SKPD DAU
Penyusunan Pelaporan dan Lancarnya Penyusunan Dana
T fe DISDIKPOR
1| 1| 2| 8|Analisis Prognosis Realisasi Pelaporan dan Analisis 12 Bulan |12 Bulan 18,000,000 0 -18,000,000 Urr:l;er 12 Bulan 20,400,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
DAU
Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi
1| 1] 2.1 peg Kepegawaian Perangkat Daerah [100 % 100 % 20,000,000 123,602,000 103,602,000 100 % 140,002,000
Perangkat Daerah X R
vang ditanda tangani
Kab.
Dana
Kepulauan
Jumlah Pendataan dan Selayar, Transfer
yar,
Pendat: dan P lah: 0 Dok 0 Dok U: - 0 Doku DISDIKPOR
1| 1] 2.1] affencataancan Fengolahan Pengelolaan Administrasi 20 Dokume|20 Dokume 20,000,000 123,602,000 103,602,000|Semua o 20 Dokume 140,002,000
Administrasi Kepegawaian . . . n Dana n A
Kepegawaian yang ditangani Kecamatan, .
Alokasi
Semua
Umum
Kelirahan
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. Gyt Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
1 1|2 g::'::]‘:s"“s‘ Umum Perangkat 100 Persen |100 Persen 1,106,000,000 199,991,000 -906,009,000 100 Persen 220,446,500,000
. . . Dana
Penyediaan Komponen Instalasi  |Tersedianya Komponen Transfer DISDIKPOR
1 1| 2 1|Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 1 Dokumen |1 Dokumen 15,000,000 0 -15,000,000 U ste 1 Dokumen 16,500,000 A
mum-
K B K
antor angunan Kantor DAU
Kab.
ab Dana
Kepulauan
Peningkatan Maint: Sel Transfer
. eningkatan Maintance elayar,
P d; Peralatan d U - DISDIKPOR]
1| 12 enyedlaan Feraiatan aan Aplikasi Website dan Server |12 Bulan |12 Bulan 61,000,000 0 61,000,000 Semua mum 12 Bulan 21,900,000
Perlengkapan Kantor L. Dana A
Data Disdikpora Kecamatan, .
Alokasi
Semua U
Kelurahan mum
Dana
P i B ki T i B ki T f DISDIKPOR]
1| 12 enyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya Barang Cetakan | 1, )\ men |1 Dokumen 60,000,000 0 -60,000,000 FARSIEr 1 Dokumen 66,000,000 SPIKFO
Penggandaan dan Penggandaan Umum- A
DAU
Kab. Dana
Terlaksananya Penyelenggaraan Kepulauan | Transfer
P 1 Rapat Koordi i - DISDIKPOR
1| 1] 2.1 of CrYeenesaraan Rapat Roordinast| o vat Koordinasi dan 12 Bulan |12 Bulan 650,000,000 199,991,000 -450,009,000( 9125 |Umum 12 Bulan 219,990,100,000
dan Konsultasi SKPD . Benteng, Dana A
Konsultasi SKPD )
Semua Alokasi
Kelnirahan |TImim
Kab.
Dana
Kepulauan
. . Transfer
Peningkatan Maintanance Selayar, Umum
Dukungan Pelaksanaan Sistem Aplikas.i Website dan Server 12 Bulan |12 Bulan Semua Dana 12 Bulan DISDIKPOR
1| 1] 2.1 11|Pemerintahan Berbasis Elektronik |Pata Disdikpora 320,000,000 0 -320,000,000|Kecamatan,| 352,000,000/
Semua
ada SKPD
P Kehirahan | U0UM
Dana
Tersedianya Aplikasi E-Sarpras |1 Kegiatan |1 Kegiatan Insentif 1 Kegiatan
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 1| 2 Penunjang Urusan Pemerintah |Nilai Laporan Keuangan OPD 100 Persen [100 Persen 4,730,000,000 o -4,730,000,000 100 Persen 5,230,000,000
Daerah
Dana
P d. Ged Kant t. Terlak: Pemb T fe DISDIKPOR
1l 12 engadaan bedung fantor atan | eraxsananya Fembangunan - pooiatan |1 Kegiatan 4,000,000,000 0 -4,000,000,000 Tansler ) Kegiatan 4,400,000,000
Bangunan Lainnya Gedung Kantor Umum- A
DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dana
T di S d T f DISDIKPOR
1| 1] 2.1 10|Gedung Kantor atau Bangunan | C ScCianya warana dan 1 Kegiatan |1 Kegiatan 730,000,000 0 -730,000,000 TansIer ) Kegiatan 830,000,000
. Prasarana Gedung Kantor Umum- A
Lainnya
DAU
Penvediaan Jasa Penunian Persentase Penyediaan Jasa
1| 1|2 4 Jang Penunjang Urusan 100 Persen [100 Persen 7,500,577,000 1,062,107,500 -6,438,469,500 100 Persen 1,054,000,000




. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) R PD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi RK
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Dana
Kepulauan
Terlak: Pemb: Sel. Transfer
T ananya mbayaran ayar
Penyediaan Jasa Komunikasi, ¢ S y (,3 5 ) ) clayar, Umum- . DISDIKPOR|
1 1] 2.1 2 . L. Jasa Komunikasi, Sumber 1 Kegiatan |1 Kegiatan 187,923,000 85,592,000 -102,331,000(Semua 1 Kegiatan 160,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik . L. Dana A
Daya Air dan Listrik Kecamatan, .
Alokasi
Semua U
Kplnrnhnh mum
av- Dana
Kepulauan Transfer
T i P 1
Penyediaan Jasa Peralatan dan ersedianya Peralatan dan . . Selayar, Umum- , DISDIKPOR]
1 1] 2.1 Perlengkapan Kantor yang 1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 248,440,000 228,440,000 Semua 1 Kegiatan 224,000,000
Perlengkapan Kantor ) . Dana A
disediakan Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kﬂ]nrnhnh mum
av- Dana
Kepulauan
Sel Transfer
. . elayar,
P Pel T Pel - DISDIKPOR]
1| 1] 2.1| 4|Penyediaan Jasa Pelayanan ersedianya Jasa Pelayanan |}y o ion |1 Kegiatan 7,292,654,000 728,075,500 -6,564,578,500|Semua Umum 1 Kegiatan 670,000,000| PISPIKPO
Umum Kantor Umum Kantor Dana A
Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kelirahan mum
Pemeliharaan Barang Milik Meningkatnya tertib
1] 1f 2.1 Daerah Penunjang Urusan Administrasi pengelolaan 100 Persen [100 Persen 130,000,000 274,800,000 144,800,000 100 Persen 169,800,000
Pemerintahan Daerah keuangan dan aset daerah —
K: 1.11auan Dana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SelI; yar Transfer
Bi Pemelih: dan Pajak T lih Kend: ’ U - DISDIKPOR|
1| 1] 2.1f 1|58y emeiharaan dan Faa crpeitharanya fendaraan 1 Kegiatan |1 Kegiatan 100,000,000 140,000,000 40,000,000|Semua mam 1 Kegiatan 110,000,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau |Dinas Jabatan Dana A
. Kecamatan, )
Kendaraan Dinas Jabatan Alokasi
Semua U
EPBH‘QHQV\ mum
av- Dana
Kepulauan
Selayar Transfer
Pemelih: Rehabilitasi Ged T lih Ged Kant ’ U - DISDIKPOR|
1| 1| 2.1| ofPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung| Terpeliharanya Gedung Kantor |, o0 11 Kegiatan 30,000,000 134,800,000 104,800,000 Semua mum 1 Kegiatan 59,800,000
Kantor dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya Dana A
Kecamatan, .
Alokasi
Semua
Umum
Kehirahan
Tingkat partisipasi warga
1 2 PROGRAM PENGELOLAAN negara usia 5-15 tahun (Angka | -- 48,077,096,125 47,231,852,785 -845,243,340 - 59,862,013,579
PENDIDIKAN Partisipasi Kasar dan Angka
Partisipasi Murni)
e Meningkatkan layanan
1 2| 2 ;:';E:Maa“ Pendidikan Sekolah |, 4idikan bermutu yang 100 Persen |100 Persen 24,038,548,062 19,380,163,008 -4,658,385,054 100 Persen 24,141,825,867
merata dan terjangkau
D.
Terlaksananya Pembangunan ana
. . . Transfer . DISDIKPOR
1 2 2 2|Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru di Sekolah 1 Unit 1 Unit 189,500,000 0 -189,500,000 Unmum 1 Unit 199,500,000 A
Dasar
DAU
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. N Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab. Dana
Jumlah Pembangunan Pagar Kepulauan Eransfer
dan Pintu Gerbang yang 1 Sekolah |1 Sekolah Selayar, Dmum— 1 Sekolah
dibangun Semua ana .
Kecamatan, Alokasi
Semua  [Jroim
Jumlah Pembangunan Pagar Kelurahan |p o psfer
UPT SDN 40 Kepulauan Selayar|1 Sekolah |1 Sekolah Khusus - |1 Sekolah
yang dibangun Dana
Alokasi
Jumlah Pembangunan Ruang Dana
Kepala Sekolah UPT SDN Barat [1 Ruangan |1 Ruangan Insentif 1 Ruangan
Pembangunan Sarana, Prasarana DISDIKPOR]
1 i 4 1 135,71
2 dan Utilitas Sekolah Lambongan Yang dibangun 2,886,498,000 3,022,210,508 35,712,508 Daerah 3,500,000,000 A
Jumlah R G
Pm an kuang turu yang 2 Ruangan |2 Ruangan 2 Ruangan
dibangun
lah R P ki
Jum a. uang Perpustakaan 2 Ruangan |2 Ruangan 2 Ruangan
yvang dibangun
lah R K
J}lm ah Ruang UKS yang 4 Ruangan |4 Ruangan 4 Ruangan
dibangun
Jumlah Toilet/Jamb:
Pm ah Toilet/Jamban yang 4 Ruangan |4 Ruangan 4 Ruangan
dibangun
Pembangunan Pagar UPT SDI
NO ...Garaupa Raya Kepulauan |1 Sekolah |1 Sekolah 1 Sekolah
Selavar
Pembangunan Sekolah Darurat 1 Sekolah 1 Sekolah
. Dana
Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya Pembangunan Transfer DISDIKPOR
1 2 7|Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Rumah Dinas Kepala 1 Unit 1 Unit 127,030,500 0 -127,030,500 Umum 1 Unit 137,030,500 A
Sekolah Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
DAU
Dana
Rehabilitasi Sed: Berat R Terlak: Rehabilitasi T: fe DISDIKPOR|
1l 2 g|Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | Terlaksananya Rehabilitasi 6 Ruang |6 Ruang 810,000,000 0 -810,000,000 ransler ¢ Ruang 890,000,000
Kelas Sedang/Berat Ruang Kelas Umum- A
DAU
Terlak: Rehabilitasi D.
Rehabiltas Sedang/Berat Rumah |41 0y % moh dings Transier DISDIKPOR
1l 2 13|Dinas Kepala & . 1 Unit 1 Unit 106,800,000 0 -106,800,000 1 Unit 116,800,000
. kepala sekolah/guru/penjaga Umum- A
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
sekolah DAU
Dana
Terlak: P d T: fe DISDIKPOR|
1| 2 14|Pengadaan Mebel Sekolah eraksananya fengadaan 1 Paket |1 Paket 1,000,000,000 0 -1,000,000,000 Tanster Y paket 1,100,000,000
Mebel Sekolah Umum- A
DAU
Pengadaan Media Pendidikan |16 Paket |16 Paket Kab. Dana 16 Paket




. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kepulauan [Transter
Selayar, Khusus - DISDIKPOR)
1 2 16|Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2,799,757,529 1,224,800,000 -1,574,957,529|Semua DAK Fisik 1,324,000,000
Pengadaan Peralatan TIK 14 Paket 14 Paket 14 Paket A
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Kepulauan
Selayar, DAK Non
P i Bi P il P 1 kolah P i 141 Sekola [141 Sekol 141 Sekol DISDIKPOR]
1| 2 o1|Penyediaan Biaya Personil Peserta |Jumlah Sekolah Penerima Sekola Sekola 15,385,650,000 15,045,450,000 -340,200,000|Semua |Fisik - Bos | - *1 Sekola 16,045,000,000 > 1SPIKPO
Didik Sekolah Dasar Dana BOS Reguler h h A
Kecamatan,|Reguler
Semua
Kp]nrnhnh
av- Dana
Kepulauan
Sel Transfer
elayar,
i s 23 Pe"nyeleng'araan Pros'es' Belajar dan Terlak.s.,ananya. Proses Be.la.jar 139 Sekola |139 Sekola 60,000,000 87,702,500 27,702,500 Semia Umum- 139 Sekola 92,102,500 DISDIKPOR]
Ujian bagi Peserta Didik dan Ujian bagi Peserta Didik h h Dana h A
Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kelnrahan mum
Dana
Terpenuhinya Persentase Transfer
jumlah Si -
Jum a. ISWa yang yang 1 Kegiatan |1 Kegiatan Umum 1 Kegiatan
menerima Dana Program Dana
1| 2 24| Penviapan dan Tindak Lanjut Indonesia Pintar 61,448,061 0 61448061 Alokasi 67,502,867| TSPIKPOR
Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Tmim A
Terpenuhinya Persentase
Penerima Bantuan Operasional |1 Kegiatan |1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pendidikan Daerah
Dana
Terlaksananya Pembinaan
Pembi Minat, Bakat d DISDIKPOR]
1| 2 g|; crrbmaan tunat, Bakat dan Minat, Bakat dan Kreativitas |1 Paket |1 Paket 65,000,000 0 -65,000,000 Transfer ) poet 71,500,000
Kreativitas Siswa . Umum- A
Siswa
DAU
Dana
Pembi Kelemb d. T hi P j DISDIKPOR
1| 2 gg|; crbinaan fieiembagaan dan crpenuiinya tenunjang 1Paket |1 Paket 426,863,972 0 -426,863,972 Transfer ) poket 466,300,000
Manajemen Sekolah Operasional Pelaksanaan DAK Umum- A
DAU
Terlaksananya Biaya Dana
P lol D BOS Sekolah T fe DISDIKPOR]
1l 2 oo erigeiolaan bana eX0%81 Ipenunjang Operasional TIM |1 Kegiatan |1 Kegiatan 60,000,000 0 -60,000,000 Tansler 1) Kegiatan 66,000,000
Dasar . Umum- A
Manajemen BOS
DAU
. . Dana
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Sosialisasi 11 Kecama |11 Kecama Transfer 11 Kecama DISDIKPOR
1 2 30| Pengelolaan Dana BOS Sekolah v 60,000,000 0 -60,000,000 66,000,000
Penggunaan Dana BOS tan tan Umum- tan A
Dasar
DAU
Persentase Warga Negara Usia
1 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah |7-18 Tahun yang belum 100 % 100 % 16,826,983,644 19,072,514,037 2,245,530,393 100 % 24,974,891,049
Menengah Pertama menyelesaikan Pendidikan
Dasar dan atau menegah
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. Gyt Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Kepulauan
Jumlah Ruang Kelas B Selayar, | Dana DISDIKPOR
um. uan. €las baru yan;
1 2 2|Penambahan Ruang Kelas Baru terbaneun & yang 1 Sekolah |1 Sekolah 500,000,000 0 -500,000,000|Semua Insentif 1 Sekolah 672,000,000 A
€ B Kecamatan,|Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Dana
gelpulauan ;;ansfer DINAS
. elayar, usus -
lah L: IPA PENDIDIKA|
Jur; ah Laboratorium yang 2 Sekolah |2 Sekolah Semua Dana 2 Sekolah
1 2 6|Pembangunan Laboratorium terbangun 300,000,000 3,300,613,000 3,000,613,000| Kecamatan, | Alokasi 3,600,000,000| . on
Sumlah Laboratori ehirahan  [Riai OLAHRAGA
umiah Laboratorium 5 Sekolah |5 Sekolah 5 Sekolah
Komputer yang terbangun
Kab.
Kepulauan
Jumlah Asrama Sekolah yang Selayar. Dana DISDIKPOR]
1 2 8[Pembangunan Asrama Sekolah . 1 Gedung |1 Gedung 2,000,000,000 0 -2,000,000,000 ’ Insentif 1 Gedung 550,000,000
dibangun Semua A
Daerah
Kecamatan,
Semuia
Dana
Pembangunan Rumah Dinas
Terlak: Pemb T fe DISDIKPOR]
1l 2 9|Kepala Sekolah/Guru/Penjaga criaksananya Fembangunan | sepolah |1 Sekolah 350,000,000 0 -350,000,000 ransler 1y Sekolah 385,000,000
Sekolah Rumah Dinas Guru Umum- A
DAU
Dana
Terlak: Penat T fe DISDIKPOR]
1l 2 10|Pembangunan Fasilitas Parkir eriaksananya fenataan 2 Sekolah |2 Sekolah 400,000,000 0 -400,000,000 ransler 15 Sekolah 440,000,000
Halaman Sekolah Umum- A
DAU
Kab. Dana
juni Kepul
Jumlah Pagar SMPN 20 Rajuni 1 Sekolah |1 Sekolah epulauan |Transfer 1 Sekolah
yang terbangun Selayar, Umum-
Semua DAU
Kecamatan,
Semua Dana
Jumlah P SMPN 28 T fe
b, S Olrlll:nfalar?gf; yang terbangun 1 Sekolah 11 Sekolah Kelurahan K;a:lssuesr 1 Sekolah S o)
Pembangunan Sarana, Prasarana - DISDIKPOR|
1 2 12 660,000,000 1,879,631,037 1,219,631,037 - 1,966,888,049
dan Utilitas Sekolah U T 219,681, DAK Fisik TR A
Jumlah Ruang Guru/Kepala
2R 2R 2R
Sekolah/TU yang terbangun vangan vangan uangan
Jumlah Ruang Perpustakaan
1 Ruangan |1 Ruangan 1 Ruangan
yang terbangun
Jumlah Ruang Unit Kesehatan
3 Ruangan |3 Ruangan 3 Ruangan
Sekolah yang terbangun
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q . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Terlak: Rehabilitasi Dana
1 . €r sananya kehabpilitasi
Rehabilit Sed: Berat R T f DISDIKPOR]
1l 2 14|Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | . Berat Ruang Kelas 3 Sekolah |3 Sekolah 500,000,000 0 -500,000,000 Tansler 13 Sekolah 550,000,000
Kelas Sekolah Umum- A
Sekolah
DAU
Terlak: Rehabilitasi Dana
-1 . €r sananya kehabpilitasi
Rehabilit Sed: Berat T f DISDIKPOR]
1| 2 17| Rehabilitasi Sedang/Bera Sedang/Berat Perpustakaan |1 Sekolah |1 Sekolah 200,000,000 0 200,000,000 ransier 4 gekolah 220,000,000
Perpustakaan Sekolah Sekolah Umum- A
DAU
Terlak: Rehabilitasi Dana
s . er sananya kehabpilitasi
Rehabilit Sed: Berat T f DISDIKPOR|
1| 2 1g|Rehabilitasi Sedang/Bera Sedang/Berat Laboratorium |2 Sekolah |2 Sekolah 400,000,000 0 -400,000,000 ransier 15 Sekolah 440,000,000
Laboratorium IPA dan Komputer Umum- A
P DAU
e e s Dana
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah |Terlaksananya Rehabilitasi Transfer DISDIKPOR
1 2 21|Dinas Kepala Sedang/Berat Rumah Dinas 1 Sekolah |1 Sekolah 280,000,000 0 -280,000,000 Umum 1 Sekolah 308,000,000 A
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah  |Guru
DAU
Dana
Rehabilitasi Sed Berat Kantin |Terlak: Rehabilitasi T f DISDIKPOR]
1| 2 o3| Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin | Terlaksananya Rehabilitasi |, o\ 11 15 seiolan 312,500,000 0 -312,500,000 Tansier 5 Sekolah 315,625,000
Sekolah Sedang/Berat Kantin Sekolah Umum- A
DAU
Dana
Terlaksananya Rehabilitasi
Rehabilitasi Sed Berat S s T f DISDIKPOR]
1l 2 g4|Rebabilitasi Sedang/Berat Sarana, |\ o Berat Sarana Ibadah |2 Sekolah |2 Sekolah 120,000,000 0 -120,000,000 ransler 1 Sekolah 132,000,000
Prasarana dan Utilitas Sekolah Umum- A
(Mushollah) dan WC
DAU
Dana
Terlak P d DISDIKPOR]
1l 2 25|Pengadaan Mebel Sekolah eriaksananya fengadaan 1 Sekolah |1 Sekolah 75,000,000 0 ~75,000,000 Transfer |, s olah 82,500,000
Mebel Sekolah Umum- A
DAU
Jumlah Pengadaan Peralatan Kab. Dana
laboratorium IPA Biologi yang |1 Paket 1 Paket Kepulauan |Transfer 1 Paket
diadakan Selayar, Khusus -
. P DISDIKPOR]
1l 2 28|Pengadaan Perlengkapan Siswa 1,617,285,520 76,080,000 -1,541,205,520|Semua DAK Fisik 83,688,000
Jumlah Pengadaan Peralatan Kecamatan A
Laboratorium IPA Biologi yang |2 Paket 2 Paket Semua ’ 2 Paket
diadakan Kelurahan
Kab. Dana
Jumlah‘Sekolah Penerima BOS 52 Sekolah |52 Sekolah Kepulauan |Transfer 52 Sekolah
Afirmasi Selayar, Umum-
Semua DAU
Penyediaan Biaya Personil Peserta . K DAK Non DISDIKPOR
Jumlah Sekolah P BOS ecamatan,
12 32| bidik Sekolah Menengah Pertama K‘;:rja ckolah Fenerima 52 Sekolah |52 Sekolah 8,828,300,000 13,690,900,000 4,862,600,000 Sermua Fisik - BOS |52 Sekolah 15,000,000,0001
Kelurahan Reguler
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Persentase Bantuan DAK Non
Operasional Daerah (BOPDA) 100 % 100 % Fisik - BOS|100 %
yang terpenuhi Kinerija
Kab.
Dana
Kepulauan
Selayar Transfer
P 1 P Belaj P P 1 ’ - DISDIKPOR]
1| 2 36| cryelengaraan Proses Belajar dan|Persentase Penyelenggaraan | o, 100 % 100,000,000 50,290,000 -49,710,000|Semua | 100 % 44,690,000| TSPIKFO
Ujian bagi Peserta Didik Proses Ujian Nasional Dana A
Kecamatan, )
Alokasi
Semua U
Kp]nrnhnh mum
av- Dana
. Kepulauan
X . . Terpenuhinya Persentase Transfer
Penyiapan dan Tindak Lanjut rumlah Siswa vane van Selayar, Umum DISDIKPOR
1| 2 37|Bvaluasi Satuan Pendidikan Juman yang yang 100 % 100 % 60,000,000 25,000,000 -35,000,000|Semua 100 % 27,500,000
menerima Dana Program Dana A
Sekolah Menengah Pertama L Kecamatan, )
Indonesia Pintar Alokasi
Semua U
Kelnrahan mum
Dana
Terlak Lomba OSN Transfer
Pembinaan Minat, Bakat dan criaksananya Lomba Umum- DISDIKPOR
1 2 38 L. i Tingkat Kabupaten dan 100 Persen [100 Persen 63,898,124 0 -63,898,124 100 Persen 69,000,000
Kreativitas Siswa Propinsi Dana A
P Alokasi
ITmum
Terlaksananya Biaya Dana
P 1ol D BOS Sekolah T fe DISDIKPOR
1l 2 4p|Fengelotaan Dana €K1 |Penunjang TIM Manajemen 1 Kegiatan |1 Kegiatan 30,000,000 0 -30,000,000 Tansler 1) Kegiatan 33,000,000
Menengah Pertama BOS Umum- A
DAU
Jumlah Sekolah yang Kab. Dana
dimonitoring dan dievaluasi 193 Sekola [193 Sekola Kepulauan |Transfer 193 Sekola
Peningkatan Kapasitas Dana BOS SD/SMP yang h h Selayar, Umum- h DISDIKPOR)
1 2 43|Pengelolaan Dana BOS Sekolah | fetlaksana 30,000,000 50,000,000 20,000,000[Semua DAU 55,000,000/
Jumlah Sekolah K t:
Menengah Pertama uman Se totah yang 193 Sekola |193 Sekola ceamatat, 193 Sekola
mengikuti Sosialisasi Dana h Semua h
BOS SD/SMP yang terlaksana Kelurahan
1 2 Pengelolaan Pendidikan Anak |Pengelolaan Pendidikan Anak |, ) b o 1100 persen 4,570,064,419 6,883,081,740 2,313,017,321 100 Persen 8,329,783,263
Usia Dini (PAUD) Usia Dini (PAUD)
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
Jumlah Gedung/Ruang Selayar, Khusus -
Pemb. Ged R DISDIKPOR
1l 2 |Pembangunan Gedung/Ruang |y 1 o/ ang Gura PAUD yang |2 Lembaga |2 Lembaga 96,667,000 278,456,750 181,789,750|Semua Dana 2 Lembaga 306,302,425
Kelas/Ruang Guru PAUD . . A
dibangun Kecamatan,|Alokasi
Semua Khusus
Kelnrahan |Fisile
Kab. Dana
Jumlah Sarana, Prasarana dan |18 Lembag |18 Lembag Kepulauan |Transfer 18 Lembag
Utilitas PAUD yang dibangun |a a Selayar, Umum- a
Qemiia Dana
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
““““““ Dana
1 2 2 Pembangunan Sarana, Prasarana 395.265.000 5.382.664.990 1.987.399.990 Kecamatan, Transfer 9.580.000.000 DISDIKPOR]
dan Utilitas PAUD P IELDRT 981,399,990 Semua Khusus - IR EEA
Kelurahan
Dana
Alokasi
Dana
Insentif
Daerah
Dana
T i P L L L DISDIKPOR]
1| 2 o|Pengadaan Perlengkapan PAUD | crcapainya Pengadaan 2233 Lemb |2233 Lemb 33,495,000 0 -33,495,000 Transfer 2233 Lemb 36,700,000| PTSPHPO
Perlengkapan PAUD ar ar Umum- ar A
DAU
Dana
Pengadaan Perlengkapan Si Terlak: Pengad Transfer DISDIKPOR
T n rien; n SISW. i namn 1 n
1| 2 jo|  chigadaan Feriengiapan Siswa - | eraksananya rengadaa 500 Siswa |500 Siswa 392,432,000 0 -392,432,000 Umum-  |500 Siswa 430,000,000
PAUD Perlengkapan Siswa PAUD A
Dana
Alokasi
Kab. Dana
. . Kepulauan |Transfer
. . . Jumlah Penyediaan Biaya
P B P 1 P - DISDIKPOR]
1| 2 1|Penyediaan Biaya Personil Peserta |, (. pecerta Didik PAUD |1 Kegiatan |1 Kegiatan 35,000,000 4,139,770,000 4,104,770,000| >¢18var, - [Khusus -, o an 4,539,770,000| PISPIKPO
Didik PAUD Semua Dana A
yang tersusun .
Kecamatan, |Alokasi
CSovnaaa W laaoas o
Kab. Dana
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Kepulauan | Transfer DISDIKPOR|
1 2 12 g . ) ) 82(14 Sekolah |14 Sekolah 75,000,000 50,000,000 -25,000,000(Selayar, Khusus - |14 Sekolah 55,000,000
Peraga Siswa PAUD Siswa PAUD yang diadakan A
Semua Dana
Kecamatan.|Alokasi
Dana
1 9 13 Penyelenggaraan Proses Belajar Terlaksanar?ya Penyelenggaraan|11 Kecama |11 Kecama 55,000,000 o -55,000,000 Transfer 11 Kecama 60,500,000 DISDIKPOR|
PAUD Proses Belajar PAUD tan tan Umum- tan A
DAU
Terlaksananya Penyiapan dan Dana
Penyi dan Tindak Lanjut 11 K 11 K 11 K DISDIKPOR|
1l 2 14|Fcryiapan dan findak Lanju Tindak Lanjut Evaluasi Satuan ccama ccama 25,000,000 0 -25,000,000 Transfer ccama 27,500,000
Evaluasi Satuan PAUD tan tan Umum- tan A
PAUD
DAU
. Dana
Pembinaan Kelembagaan dan Terlaksananya Pembinaan 11 Kecama |11 Kecama Transfer 11 Kecama DISDIKPOR
1 2 17 i g Kelembagaan dan Manajemen 229,405,419 0 -229,405,419 258,810,838
Manajemen PAUD tan tan Umum- tan A
PAUD
DAU
Kab.
Kepulauan
Dana
Jumlah Pengelolaan Dana BOP Selayar, Transfer DISDIKPOR
1 2 18|Pengelolaan Dana BOP PAUD g 1 Kegiatan |1 Kegiatan 3,232,800,000 32,190,000 -3,200,610,000|Semua 1 Kegiatan 35,200,000
PAUD yang terlaksana Umum- A
Kecamatan,
DAU
Semua
Kelnrahan
Pengelolaan Pendidikan Persentase Pengelolaan
1] 2 g Pendidikan 100 % 100 % 2,641,500,000 1,896,094,000 -745,406,000 100 % 2,415,513,400
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
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. Gyt Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Dana
Pembangunan Sarana, Prasarana |Terlaksananya Pembangunan T P DISDIKPOR
ransier
1 2 2|dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas |2 Lembaga |2 Lembaga 200,000,000 0 -200,000,000 Umum 2 Lembaga 220,000,000 A
Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan DAU
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
lah Alat P ik P 1; Kh -
Pengadaan Perlengkapan Jlflm ah Alat Praktik dan Peraga Selayar, usus DISDIKPOR
1 2 9 L Siswa Nonformal/Kesetaraan |2 Lembaga |2 Lembaga 127,000,000 231,794,000 104,794,000|Semua Dana 2 Lembaga 254,973,400
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan . . A
yang diadakan Kecamatan,|Alokasi
Semua Khusus
Kelnrahan |Risile
. Dana
Pengadaan Alat Praktik dan Terlaksananya Pengadaan Alat Transfer DISDIKPOR
[ 2 11|Peraga Siswa Praktik dan Peraga Siswa 1 Lembaga |1 Lembaga 100,000,000 0 -100,000,000 Umum 1 Lembaga 110,000,000 A
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan DAU
Kab.
Kepulauan
. Dana
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Selayar, Transfer DISDIKPOR
1 2 16|Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang di |4 Lembaga |4 Lembaga 175,000,000 51,900,000 -123,100,000|Semua Umum 4 Lembaga 56,900,000 A
Nonformal/Kesetaraan Bina Kecamatan, DAU
Semua
Kelurahan
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
Jumlah Sekolah Selayar, Khusus -
P lol D BOP Sekolah DISDIKPOR]
1l 2 17|;eneeiotaan Dana CX0%81  |Nonformal/Kesetaraan yang |4 Lembaga |4 Lembaga 2,039,500,000 1,612,400,000 -427,100,000|Semua Dana 4 Lembaga 1,773,640,000
Nonformal/Kesetaraan . . A
dikelola Dana BOP nya Kecamatan,|Alokasi
Semua Khusus
Kelurahan |Non Risile
Cakupan Persentase Muatan
1| 3 PROGRAM PENGEMBANGAN Lokal dalam Kurikulum PAUD |- - -- 670,000,000 54,000,000 -616,000,000 - - 600,400,000
KURIKULUM
dan Pendidikan Dasar
Penetapan Kurikulum Muatan Jumlah Buku Teks Pelajaran
1{ 3 P . g Muatan Lokal potensi daerah 100 Persen 100 Persen 460,000,000 o -460,000,000 100 Persen 396,000,000
Lokal Pendidikan Dasar X
vang sesuai standar
Dana
P K t i D Dokt K t iD T fe DISDIKPOR
| 3 1| eryusunan gompetenst Dasar OXUMEN ROMPELENS1 DASAT 4 5 persen | 100 Persen 80,000,000 0 -80,000,000 ARSI 1100 Persen 88,000,000
Muatan Lokal Pendidikan Dasar |Muatan Lokal yang disusun Umum- A
DAU
Dana
P Silabus Muat Dokt Silabus Muat T fe DISDIKPOR]
| 3 o|FEryusunan Sliabus Muatan oxumen sStabus Auatan 100 Persen |100 Persen 80,000,000 0 -80,000,000 ARSIt 1400 Persen 88,000,000
Lokal Pendidikan Dasar Lokal yang disusun Umum- A
DAU
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Jumlah Buku Teks Pelaj Dana
m. ajaran
Penyediaan Buku Teks Pelajaran h " oxs e Transfer DISDIKPOR
1 3 3 L Muatan Lokal SD dan Paud 100 Persen [100 Persen 150,000,000 0 -150,000,000 100 Persen 165,000,000
Muatan Lokal Pendidikan Dasar PNF Umum- A
DAU
Kab.
lah P Kepul: D
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jum esertz'i yang dapat cepuiauan ana . DISDIKPOR|
1 3 4 L menyusun kurikulum muatan |40 Orang (40 Orang 150,000,000 0 -150,000,000(Selayar, Insentif 40 Orang 55,000,000
Muatan Lokal Pendidikan Dasar A
lokaln Dasar Semua Daerah
Kecamatan,
. Persentase Jumlah Kurikulum
Penetapan Kurikulum Muatan Muatan Lokal Pendidikan Anak
1 3 Lokal Pendidikan Anak Usia o L 100 Persen [100 Persen 210,000,000 54,000,000 -156,000,000 100 Persen 204,400,000
s PN Usia Dini dan Pendidikan
Dini dan Pendidikan Nonformal
Nonformal
Dana
Penyusunan Kompetensi Dasar Transfer
Muatan Lokal Pendidikan Anak - DISDIKPOR]
1| 3 1| uatan wokal Fendidizan Ana 65,000,000 0 -65,000,000 Umum 71,500,000
Usia Dini dan Pendidikan Dana A
Nonformal Alokasi
Ilmiim
Kab. Dana
Penyusunan Silabus Muatan Tersusunnya Silabus Muatan Kepulauan |Transfer
Lokal Pendidikan Anak Usi - DISDIKPOR|
1| 3 2|Lokal Pendidikan Anak Usia Dini | 0 0 O G AnALUSIA -y 1 men |1 Dokumen 60,000,000 54,000,000 -6,000,000 Sclavar,  |Umum 1 Dokumen 59,400,000
. Dini dan Pendidikan Non Semua Dana A
dan Pendidikan Nonformal .
Formal Kecamatan, |Alokasi
Semua IImum
Penyediaan Buku Teks Pelajaran ?ana f
ransfer
Muatan Lokal Pendidikan Anak DISDIKPOR|
1| 3 g| ) atan okal TEndic kan Ana 85,000,000 0 -85,000,000 Umum- 73,500,000
Usia Dini dan Pendidikan A
Dana
Nonformal .
Alokasi
Persentase satuan pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN memiliki guru dan tenaga
P . o, o, - 9
1| 4 TENAGA KEPENDIDIKAN kependidikan sesuai 100 % 100 % 85,000,000 84,720,000 280,000 100 % 135,000,000
kebutuhan berdasarkan rombel
dan standar kurikulum
PEISENTASE J UIITAIT PEUIaIR
Pemerataan Kuantitas dan dan Tenaga Kependidikan Pada
Kualitas Pendidik dan Tenaga [Jenjang Pendidikan Dasar
1 4 Kependidikan bagi Satuan /PAUD dan Pendidikan 100 Persen [100 Persen 85,000,000 84,720,000 -280,000 100 Persen 135,000,000
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal yang memiliki ljazah
Pendidikan Diplomat IV atau Sarjana (S1)
Nonformal/Kesetaraan dan Memiliki Sertifikat
SRR TR T IR I a5
. L1 Dana
Perhitungan dan Pemetaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kepulauan Transfer
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata Selayar, Unmum DISDIKPOR
1l 4 1{Kependidikan Satuan Pendidikan |pada Satuan Pendidikan Dasar, |2000 Orang|2000 Orang] 30,000,000 0 -30,000,000 Semua Dana 2000 Orang 33,000,000 A
Dasar, PAUD, dan Pendidikan PAUD, dan Pendidikan Kecamatan, Alokasi
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Semua
Umum
Kehirahan
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Dana
Kepulauan
) Transfer
Penataan Pendistribusian Pendidik|jymlah KPeserta Sosialisasi Selayar, Umum-
dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Penggerak 216 Orang |216 Orang Semua Dana 216 Orang DISDIKPOR
1l 4 2[Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 55,000,000 84,720,000 29,720,000|Kecamatan, |\ 102,000,000|
dan Pendidikan Semua Umum
Kelirahan
Nonformal/Kesetaraan Dana
Insentif
Daerah
Jumlah pengembangan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN i
1| 6 BAHASA DAN SASTRA pelindungan bahasa dan sastra |- - -- 1,150,000,000 37,424,500 -1,112,575,500 -- 1,223,000,000
daerah
Pembinaan, Pengembangan dan |Persentase penduduk yang
i i Bah:
1 6 Perlindungan Bahasa dan Sastra |memahami Bahasa dan sastra | ), pe oo 100 persen 1,150,000,000 37,424,500 -1,112,575,500 100 Persen 1,223,000,000
yang Penuturannya dalam Daerah yang dilindungi dan di
Daerah Kabupaten/Kota publikasikan
Dana
P K Babhi: Terlak: P DISDIKPOR]
1| 6 1| eryusunan Bamus Banasa erlaksananya Pembuatan 100 Persen |100 Persen 175,000,000 0 -175,000,000 Transfer )40 persen 182,000,000| P"SPHKPO
Daerah Kabupaten/Kota Kamus Bahasa Daerah Umum- A
DAU
Kab.
D
Terlaksananya Vitalisasi, Kepulauan ana
. R Selayar. Transfer DISDIKPOR|
s . Konservasi dan Revitalisasi 100 Persen [100 Persen ’ 100 Persen
Vitalitas, Konservasi dan Semua Umum- A
1l e 2|Revitalisasi Bahasa dan Sastra | Dahasa dan Sastra Daerah 175,000,000 37,424,500 -137,575,500| g ccamatan. [ DAU 182,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan |P21® DISDIKPOR
Insentif
A
Daerah
Dana
Publikasi Bah: dan Sast Jumlah Pesert. ikuti T fe DISDIKPOR]
1| 6 thast Banasa dan sastra et Feserta yang mengttut |00 persen |100 Persen 150,000,000 0 -150,000,000 FANSIEr 1100 Persen 165,000,000
Daerah Kabupaten/Kota sosialisasi Umum- A
DAU
. Dana
Penghargaan Tokoh Kebahasaan |Terlaksananya pembelian Transfer DISDIKPOR
1 6 4|dan Kesastraan Daerah penghargaan untuk 5 tokoh 100 Persen [100 Persen 150,000,000 0 -150,000,000 Umum 100 Persen 165,000,000 A
Kabupaten/Kota sastra daerah
DAU
Penyediaan dan Pendistribusian Dana
Buku Cerita R t D h Tersedi buk it t T fe DISDIKPOR]
il e uku Cerita Rakyat Daera ersedianya buku cerita rakyat |, o 5o oo 1100 Persen 175,000,000 0 -175,000,000 Tanster 1400 Persen 182,000,000
Penunjang Literasi Daerah Penunjang Literasi Umum- A
Kabupaten/Kota DAU
Peningkatan Apresiasi Siswa . Dana
Terhadap Bahasa dan Sastra Meningkatnya Pemahaman Transfer DISDIKPOR
1 6 6 p Siswa terhadap Bahasa dan 100 Persen [100 Persen 150,000,000 0 -150,000,000 100 Persen 165,000,000
Daerah Kewenangan Umum- A
Sastra Daerah
Kabupaten/Kota DAU
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
P Modul dan Bah. Dana
1 nan an bahan
6,3 yusu oau Tersusunnya Modul untuk Transfer DISDIKPOR|
1 6 7|Ajar Bahasa Daerah Kewenangan . 100 Persen [100 Persen 175,000,000 0 -175,000,000 100 Persen 182,000,000
Bahan Ajar Bahasa Daerah Umum- A
Kabupaten/Kota
DAU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4,548,378,208 4,367,433,000 -180,945,208 8,409,471,000
PROGRAM PENGEMBANGAN
19| 2 KAPASITAS DAYA SAING Peningkatan Prestasi Olahraga 0,39 Persen 0,39 Persen 1,208,962,070 167,500,000 -1,041,462,070 0,39 Persen 865,701,000
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Jumlah Pengelola Organisasi
K M k.
19| 2 Kepemudaan Terhadap Pemuda |Kepemudaan Mendapatkan |, o, 100 % 1,125,201,085 167,500,000 -957,701,085 100 % 774,201,000
Pelopor Kabupaten/Kota, Pelatihan Manajemen
Wirausaha Muda Pemula, dan Organisasi Kepemudaan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Dana
P 1 Peningkat T jud: Peningkatan D T f DISDIKPOR]
19| 2 eryelenggaraan Fenngratan crwyjucnya feningxatan Daya| 3 persen |3 Persen 60,000,000 0 -60,000,000 Tansier 13 persen 66,000,000
Kapasitas Daya Saing Pemuda Saing Pemuda Pelopor Umum- A
Pelopor DAU
Koordinasi, Sinkronisasi d . D
pzr(fref:f SlaraIZHr;:Illsiralsi{ataann Tersedianya Kelompolk Usaha T;:;asfer DISDIKPOR|
19| 2 ] IR cringx Binaan Organisasi 10 Persen |10 Persen 75,000,000 0 ~75,000,000 10 Persen 82,000,000
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Kepemudaan Umum- A
Pemula P DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Dana
P 1 Peningkat T jud: Peningkatan D. T: fe DISDIKPOR|
19| 2 eryelenggaraan reningratan erwyjudnya feningkatan Dayal s, persen |50 Persen 50,000,000 0 -50,000,000 Tansler 150 persen 55,000,000
Kapasitas Daya Saing Pemuda Saing Pemuda Umum- A
Kader Kabupaten/Kota DAU
Pemenunan Hak Setap Pemuaa
melalui Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses Pengembangan |Terwujudnya organisasi Dana
Diri, Penggunaan Prasarana dan |Pemuda yang mampu Transfer
iskirimi i dvokasi d: U - DISDIKPOR
19 2 Sarana Tanpa Diskiriminatif, mengadvokasi dan 50 Persen |50 Persen 60,000,000 0 -60,000,000 mum 50 Persen 66,000,000
Partisipasi Pemuda dalam Proses [melaksanakan Dana A
Perencanaan, Pelaksanaan perencanaan,evaluasi serta Alokasi
Evaluasi dan Pengambilan mempunyai peran strategis Umum
Keputusan Program Strategis
adoon
5elaksanaan Koordinasi Strategis Dana
Lintas Sektor Penyelenggaraan Terwujudnya data base Transfer DISDIKPOR
19| 2 5|Pelayanan Kepemudaan melalui lembaga Kepemudaan di Kab. |50 Persen |50 Persen 60,000,000 0 -60,000,000 Unmum 50 Persen 66,000,000 A
Implementasi Rencana Aksi Kepulauan Selayar DAU
Daerah /RAD Tingkat
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Perencanaan, Pengadaan, Dana
P f: P lih: Terwuj T fe DISDIKPOR]
19| 2 emanfaatan, Pemeliharaan, dan | Terwujudnya Sarana 5Persen |5 Persen 100,000,000 0 -100,000,000 FARSIEr 5 persen 110,000,000 2SPIKFO
Pengawasan Prasarana dan Kepemudaan di Kab. Selayar Umum- A
Sarana Kepemudaan Kab/Kota DAU
Pemberian Pengh Pemud. Dana
emperian renghnargaan remuda .
T d: Penghi: T fe DISDIKPOR]
19| 2 7|dan Organisasi Pemuda yang crsecianya FENghargaan g persen |5 Persen 45,201,085 0 -45,201,085 Tansler s persen 49,201,000
. . terhadap Pemuda berprestasi Umum- A
Berjasa dan/atau Berprestasi
DAU
Peningkatan K impi Dana
eningkatan Kepemimpinan, .
Terwujud: da T T fe DISDIKPOR]
19| 2 8|Kepeloporan dan Bincai: 1y pemuaa TanggaP 160 persen |100 Persen 75,000,000 0 ~75,000,000 U:Efner 100 Persen 82,000,000|
Kesukarel: P
esukarelawanan Pemuda DAU
Kab.
. . Kepulauan [Dana
Penyelenggaraan Seleksi dan Persentase Seleksi dan
. . . . Selayar, Transfer DISDIKPOR|
19 2 9|Pelatihan Pasukan Pengibar Pelatihan Pasukan Pengibar 100 Persen [100 Persen 600,000,000 167,500,000 -432,500,000 S Umum 100 Persen 198,000,000 A
emua -
Bend Bend terlak:
endera endera yang terlaksana Kecamatan, |DAU
CSovnaaao
Jumlah Pemuda yang
Pemberdayaan dan .
Pengembangan Organisasi mendapat pelatihan kader
19| 2 g gan Drganisa pengembangan kepemimpinan, |100 Persen | 100 Persen 83,760,985 o -83,760,985 100 Persen 91,500,000
Kepemudaan Tingkat Daerah ol
Kabupaten/Kota kepedulian, kesukarelawanan
dan kepoloporan pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan Dana
Pelaksanaan Pemberdayaan Terwujudnya kemitraan antara Transfer DISDIKPOR
19 2 1{Pemuda atau Organisasi Dunia Usaha dengan Pemuda |30 Persen |30 Persen 45,540,680 0 -45,540,680 Umum 30 Persen 49,500,000 A
Kepemudaan melalui Kemitraan |dan organisasi Kepemudaan DAU
dengan Dunia Usaha
. . . . Dana
Peningkatan Kapasitas Pemuda Terwujudnya peningkatan T f DISDIKPOR
19 2 2|dan Organisasi Kepemudaan Sumber Daya Manusia 30 Persen |30 Persen 38,220,305 0 -38,220,305 Urans er 30 Persen 42,000,000 A
Kabupaten/Kota Lembaga Kepemudaan D/Tlljlm_
PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Prestasi Olahraga
19| 3 KAPASITAS DAYA SAING Pri gt €2 140 Medali |40 Medali 2,316,162,069 4,166,571,000 1,850,408,931 40 Medali 7,051,570,000
KEOLAHRAGAAN (Prioritas)
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Persentase Peningkatan
19 3 Jenjang Pendidikan yang Pre3stasi Pembinaan dan 39 % 39 % 149,162,069 350,000,000 200,837,931 39 % 538,170,000
menjadi Kewenangan Daerah Pengembangan Olahraga
Kabupaten/Kota
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Dana
Pelaksanaan Pembentukan dan
P b Pusat Pembi Transfer
engempangan sa empbinaan . .
Terwu P - DISDIKPOR]
19| 3 1|dan Pelatihan Olahraga serta erwujudnya Pusat Pembinaan |, o o.ooon |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 Umum 1 Kegiatan 22,000,000| PTSPHPO
dan Pelatihan Olahraga Daerah Dana A
Sekolah Olahraga yang Alokasi
asl
diselenggarakan oleh Masyarakat U okas
mum
dan Dunia Usaha u
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Dana
Terlak: Kej T fe DISDIKPOR]
19| 3 2|Perkumpulan Olahraga dan criaksananya Reuaraan 1 Kegiatan |1 Kegiatan 29,162,069 0 229,162,069 TAnsIer 1) Kegiatan 21,170,000
.. Tingkat Pelajar Umum- A
Penyelenggaraan Kompetisi oleh DAU
Satuan Pendidikan Dasar
Koordinasi, Sinkronisasi dan P " S d Eab. ) Dana
. ersentase Sarana dan epulauan
Pelak: P d; S T f DISDIKPOR]
19| 3 3| caxsanaan fenyediaan Sarana o o sarana Olahraga disemua 100 % 100 % 100,000,000 350,000,000 250,000,000/ Selayar, ransier 1100 % 495,000,000
dan Prasarana Olahraga Cabang Olahraga vane tersedia S Umum- A
m
Kabupaten/Kota & ga yang emua DAU
Kecamatan
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Penyelenggaraan Event
19| 3 Olahraga Tingkat Daerah Olahraga Prestasi Tingkat 10 Event 10 Event 1,580,000,000 3,816,571,000 2,236,571,000 10 Event 5,867,000,000
Kabupaten/Kota Daerah
Kab. Dana
élfr?llah prll}rlelengg?r'aaﬁ o 10E 10E 3,766,571,000| \cPulauan |Transfer |, DISDIKPOR
Penyelenggaraan Kejuaraan ahraga Prestasi Tingkat vent vent s y s Selayar, Umum- vent A
19 3 1|Olahraga Multi Event dan Single ~|P2erah 50,000,000 3,816,571,000 Semua DAU 4,184,000,000
Event Tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan,|Dana
O[Semua Insentif
Kelurahan |Daerah
. . Dana
Penyelenggaraan Kejuaraan dan |Terselenggaranya Kejuaraan Transfer DISDIKPOR
19 3 2|Pekan Olahraga Tingkat dan Pekan Olahraga Tingkat 1 Kegiatan |1 Kegiatan 1,500,000,000 0 -1,500,000,000 Umum 1 Kegiatan 1,650,000,000 A
Kab t Kot Kab t
abupaten/Kota abupaten DAU
D.
Partisipasi dan Keikutsertaan Terwujudnya Keikutsertaan T:Z;asfer DISDIKPOR
19 3 3 P i dalam Penyelenggaraan 1 Kegiatan |1 Kegiatan 30,000,000 0 -30,000,000 1 Kegiatan 33,000,000
dalam Penyelenggaraan Kejuaraan . Umum- A
Kejuaraan
DAU
Pembinaan dan Pengembangan |Jumlah penyelenggaraan event
19| 3 Olahraga Prestasi Tingkat olahraga prestasi tingkat 100 Persen 100 Persen 270,000,000 o -270,000,000 100 Persen 297,000,000
Daerah Provinsi daerah
Dana
Ad Atlet D h T fe DISDIKPOR
19| 3 1|seleksi Atlet Daerah anya Atiet Daerah yang 1 Kegiatan |1 Kegiatan 50,000,000 0 -50,000,000 TansIer ) Kegiatan 55,000,000
terseleksi Umum- A
DAU
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. N Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
. . Dana
Pemusatan Latihan Daerah, llmu |Terkirimnya Atlet Kepemusatan T P DISDIKPOR
ransier
19 3 2 2|Pengetahuan dan Teknologi Latihan Daerah, IPTEK 1 Kegiatan |1 Kegiatan 50,000,000 0 -50,000,000 Umum 1 Kegiatan 55,000,000 A
Keolahragaan (Sport Science) Keolahragaan (SPORTSCIENCE) DAU
Dana
P i P T j Atlet D hY T fe DISDIKPOR]
19| 3| 2 embinaan dan Pengembangan erwujudnya Atlet Dacrah Yang| | oo |1 Kegiatan 50,000,000 0 -50,000,000 TAnsIer 1) Kegiatan 55,000,000 1SPIKPO
Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota |Berprestasi Umum- A
DAU
Dana
P ian Pengh lah: T i P i T fe DISDIKPOR]
19| 3| 2 emberian Penghargaan Olahraga |Tersedianya Pemberian 1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 TAnsIer 1) Kegiatan 22,000,000 1SPIKPO
Kabupaten/Kota Penghargaan Olahraga Umum- A
DAU
Dana
K - inkronisasi
OOI‘dll’:laSl dan Sinkronisasi . Tersedianya Data dan . . Transfer , DISDIKPOR]
19 3 2 5|Penyediaan Data dan Informasi i 1 Kegiatan |1 Kegiatan 100,000,000 0 -100,000,000 1 Kegiatan 110,000,000
Informasi Sektoral Olahraga Umum- A
Sektoral Olahraga
DAU
19| 8| 2| [Pembinaan dan Pengembangan 90,000,000 0 -90,000,000 99,000,000
Organisasi Olahraga
Dana
Tersedianya Standardisasi
Standardisasi O isasi T fe DISDIKPOR|
19| 3| 2 ancardisasi Drganisast Organisasi keolahragaan yang |1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 Tansler 1) Kegiatan 22,000,000
Keolahragaan ada Umum- A
DAU
Dana
L. Terlaksananya Pengembangan
P b O T: fe DISDIKPOR|
19| 3| 2 engembangan Lrganisast dan bertambahnya Organisasi |1 Kegiatan |1 Kegiatan 30,000,000 0 -30,000,000 Tansler 1) Kegiatan 33,000,000
Keolahragaan Umum- A
Keolahragaan
DAU
Peningkatan Kerja Sama . . Dana
Organisasi Keolahragaan Terwujudnya Peningkatan Transfer DISDIKPOR
19 3 2 g g Kerjasama dengan Lembaga 1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 1 Kegiatan 22,000,000
Kabupaten/Kota Dengan Lembaga . Umum- A
X terkait
Terkait DAU
. . . . Dana
Pemberian Penghargaan bagi Terwujudnya Pemberian Transfer DISDIKPOR
19| 3 2| 4|Organisasi Keolahragaan Penghargaan bagi Organisasi 1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 Umum 1 Kegiatan 22,000,000 A
Berprestasi Keolahragaan
DAU
Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pembinaan dan
19| 3| 2.1 . g g Pengembangan Olahraga 100 Persen 100 Persen 227,000,000 o -227,000,000 100 Persen 250,400,000
Olahraga Rekreasi Relreasi
ekreasi
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. N Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Terselenggaranya Dana
P 1 P
enyelenggaraan, e'ngembangan Pengembangan dan . . Transfer R DISDIKPOR]
19 3| 2.1 1|dan Pemasalan Festival dan i 1 Kegiatan |1 Kegiatan 50,000,000 0 -50,000,000 1 Kegiatan 55,000,000
Olah Rekreasi Permasalahan Festival Umum- A
anraga asl
g8 Rekreas Olahraga Rekreasi DAU
Dana
Terwuj P
Pemberdayaan Perkumpulan ¢ judnya Pemberdayaan ) ) Transfer . DISDIKPOR|
191 3| 2.1 ) Perkumpulan Olahraga 1 Kegiatan |1 Kegiatan 20,000,000 0 -20,000,000 1 Kegiatan 22,000,000
Olahraga Rekreasi Rekreasi Umum- A
DAU
Penyediaan, P b d Dana
enyediaan, Pengembangan dan .
T d! S d. T fe DISDIKPOR]
19| 3| 2.1| 3|Pemeliharaan Sarana dan crsedianya sarana dan ) gesiatan |1 Kegiatan 70,000,000 0 ~70,000,000 TAnsIer 1) Kegiatan 77,000,000
, Prasarana Olahraga Rekreasi Umum- A
Prasarana Olahraga Rekreasi
DAU
Dana
. Berkembangnya Olahraga
P b Olah: Wisata, T f DISDIKPOR]
19| 3|21 engembangan Viahraga Wisata,  |wisata, Tantangan dan 1 Kegiatan |1 Kegiatan 70,000,000 0 ~70,000,000 Tansler 1) Kegiatan 77,000,000
Tantangan dan Petualangan Petualanean Umum- A
g DAU
Dana
P faatan Olah: Tradisional | T faatk: Olah: T fe DISDIKPOR|
19| 3| 21| 5| cramastanbairaga fradisional) ermaniaatkannya Uianraga |y pociatan |1 Kegiatan 17,000,000 0 ~17,000,000 Tansler 1) Kegiatan 19,400,000
dalam Masyarakat Tradisional di Masyarakat Umum- A
DAU
Persentase Organisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN Kepramukaan yang
19| 4 4,06 % 4,06 % 1,023,254,069 33,362,000 -989,892,069 4,06 % 492,200,000
KAPASITAS KEPRAMUKAAN dikembangkan Kapasitas Daya ° ° ’
Sainenva
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pemuda yang di
19( 4 2 s g & fasilitasi dalam pendidikan 100 % 100 % 1,023,254,069 33,362,000 -989,892,069 100 % 492,200,000
Organisasi Kepramukaan
kepramukaan
Dana
Jumlah Gud DISDIKPOR|
Peninekatan Kapasitas Oreanisasi umki di v ‘ep yang 1 Kegiatan |1 Kegiatan -80,000,000 Transfer 1 Kegiatan A
19| 4 2 & P & terakreditasi 80,000,000 0 Umum- 88,000,000
Kepramukaan Tingkat Daerah Dana
Jumlah Kwarran yang . . . DISDIKPOR
. L. 1 Kegiatan |1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
dimonitoring A
Kab.
Kepulauan Dana
Jumlah Pembina Pramuka yang Selil or Transfer
ol 4 5 Pengembangan I-{apasitas SDM mengi‘kuti Kegiatan Kur‘sus 20 Pembina|20 Pembina 600,000,000 o -600,000,000 Semia, Umum- 20 Pembina 71,000,000 DISDIKPOR
Kepramukaan Tingkat Daerah Pembina Pramuka Mahir Dasar |Pramuka |Pramuka Kecamatan Dana Pramuka A
dan Lanjutan ’|Alokasi
Semua
Umum
Kelnrahan
Dana
Jumlah Peserta Jamb T: fe
Cl:l:aig ;::;; lfer:tao;c;aga 1 Kegiatan |1 Kegiatan -270,000,000 Ur:jr;;er 1 Kegiatan
P 1 Kegiat ’ 3 DISDIKPOR
19| 4| of 5| crVeienssaraan Reglatan 270,000,000 0 Menn 297,000,000
Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Peserta Lomba Tingkat A
Penggalang, dan Jumlah 1 Kegiatan |1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Peserta Dianpinsat
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) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Perencanaan, Pengadaan, Kepulauan Dana
’ & . i Jumlah Sistem Aplikasi data i3 Transfer
Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan . . Selayar,
dan informasi Kepramukaan Umum- DISDIKPOR]
19 4 7|Pengawasan Prasarana dan . . 1 Paket 1 Paket 73,254,069 33,362,000 -39,892,069|Semua 1 Paket 36,200,000
. Berbasis Elektronik yang Dana A
Sarana Kepramukaan Tingkat . Kecamatan, .
diadakan Alokasi
Daerah Semua U
Kehirahan mum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 147,483,699,227 222,252,597,118 74,768,897,891 162,232,069,089
PROGRAM PENUNJANG Persentase Peningkatan
2] 1 URUSAN PEMERINTAHAN Laporan Capaian Kinerja dan 100 Persen [100 Persen 51,935,396,101 47,730,182,481 -4,205,213,620 100 Persen 57,128,935,651
DAERAH KABUPATEN/KOTA  |Keuancan
Perencanaan, Penganggaran, Terlaksananya Perencanaan,
2 1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Penganggaran, dan Evaluasi 1 Tahun 1 Tahun 627,271,800 96,454,000 -530,817,800 1 Tahun 689,998,980
Daerah Kineria Perangkat Daerah
D.
tersedianya Dokumen Rencana ana DINAS
Penyusunan Dokumen . . Transfer
2 1 Kerja tahun OPD (renja pokok |2 dokumen |2 dokumen 229,171,800 3,200,000 -225,971,800 2 dokumen 252,088,980|KESEHATA
Perencanaan Perangkat Daerah Umum-
dan Rena perubahan) N
DAU
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Dokumen DPA ?anaf DINAS
2| 1 2 e v 1 dokumen |1 dokumen 25,000,000 20,750,000 -4,250,000 FERSIEr 11 dokumen 27,500,000 KESEHATA
Dokumen RKA-SKPD pokok Dan Perubahan Umum- N
DAU
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Dokumen RKA ?ir;asfer DINAS
2 1 1 dok 1 dok 25,000,000 20,680,000 -4,320,000 1 dok 27,500,000/ KESEHATA
Dokumen Perubahan RKA-SKPD |Perubahan Perangkat daerah oxumen oxumen Umum- okumen N
DAU
Koordinasi dan Penyusunan DPA- |Tersedianya Dokumen RKA ?ana fe DINAS
2| 1 4 va v 1 dokumen |1 dokumen 25,000,000 21,990,000 -3,010,000 FERSIEr 11 dokumen 27,500,000 KESEHATA
SKPD Perangkat Daerah Umum- N
DAU
. . Dana
Koordinasi dan Penyusunan terlaksananya Capaian Laporan Transfer DINAS
2 1 6|Laporan Capaian Kinerja dan Kineria ¥ p P 1 tahun 1 tahun 25,000,000 17,334,000 -7,666,000 Umum 1 tahun 27,500,000/ KESEHATA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 N
DAU
Tersedianya Laporan Profil ?ana f DINAS
2| 1 7|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |DINKES dan Puskesmas dan |3 dokumen |3 dokumen 298,100,000 12,500,000 -285,600,000 Urans |3 dokumen 327,910,000 KESEHATA
SPM - N
DAU
Jumlah Laporan pengelolaan
administrasi keuangan 100 % 100 % 100 %
Administrasi Keuangan perangkat daerah
2] 1 Perangkat Daerah Terlaksananya 36,629,500,000 34,674,641,483 1,954,858,517 40,292,450,000
pengadministrasi Keuangan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan terlaksananya pembayaran gaji ?anaf DINAS
ol 1 1| ey J Jang nanya pembayaran gl |1 ¢ ohun |1 tahun 36,481,500,000 34,631,751,483 -1,849,748,517 ranster 1y tahun 40,129,650,000| KESEHATA
ASN dan tunjangan ASN Umum- N
DAU

135




136

. . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J SEEEEIE
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan N P——— PD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
J 2022 Berkurang Jawab
Pelaksanaan Penatausahaan dan d ket di bah ’]I?ana P DINAS
adanya T laan an
2| 1 3|Pengujian/ Verifikasi Keuangan ya ketersediaan b 1 Tahun |1 Tahun 100,000,000 5,000,000 -95,000,000 ranster 14y Tahun 110,000,000| KESEHATA
pelaksanaan Verifikasi Umum-
SKPD N
DATT
Koordi i dan Pelak: terlak: j alan d ’]I:‘)anaf DINAS
rdinasi dan aKsanaan T ananya njurnalan aan
2| 1 4 oorainas! caxs criaxsananya penju 1Tahun |1 Tahun 10,000,000 5,300,000 -4,700,000 Tansier 19 Tahun 11,000,000 KESEHATA
Akuntansi SKPD adanya pelaporan keuangan Umum- N
DAU
. . . Dana
Koordinasi dan Penyusunan tersedianya dokumen aset dan T " DINAS
ran: T
2 1 5|Laporan Keuangan Akhir Tahun |laporan keuangan yang telah 2 dokumen |2 dokumen 10,000,000 20,340,000 10,340,000 U ansie 2 dokumen 11,000,000|KESEHATA
SKPD disusun um- N
BATT
P 1ol dan Penyi Babhi: terlak: i Tanaf DINAS
T n n Nyl n n T 1 1] ran: T
2| 1 cngelotaan dan Fenylapan Banaf | ter aksananya pengarsiban -y popuy |1 Tahun 5,000,000 4,000,000 ~1,000,000 aNSTEC 11 Tahun 5,500,000| KESEHATA
Tanggapan Pemeriksaan bahan tanggapan pemeriksaan Umum- N
DAL
Eoordma}s; dan Penyusunan adanya pelaporan keuangan ?ana f DINAS
ran ngan ran: T
2| 1 aporan Aeuanga yang baik perbulan maupun |1 tahun |1 tahun 15,000,000 4,250,000 -10,750,000 ansier 14 tahun 16,500,000/ KESEHATA
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Umum-
persemester N
SKPD DAU
Dana
Penyusunan Pelaporan dan tersedianya dokumen bukti Transfer DINAS
2 1 8|Analisis Prognosis Realisasi Y i K 1 Tahun 1 Tahun 8,000,000 4,000,000 -4,000,000 1 Tahun 8,800,000/ KESEHATA
Anegaran pelaporan realisasi anggaran Umum- N
88 DAU
Administrasi Barang Milik Terlaksananya
2 1 arang pengadministrasi Barang Milik |1 Tahun 1 Tahun 273,598,000 12,775,000 -260,823,000 1 Tahun 300,957,800
Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah pada Perangkat Daerah
- . . Dana
Rekonsiliasi dan Penyusunan ketersediaan arsip dan T f DINAS
2| 1 5|Laporan Barang Milik Daerah dokumen penyusunan laporan |1 Tahun |1 Tahun 273,598,000 12,775,000 260,823,000 Tansier 1 Tahun 300,957,800/ KESEHATA
i Umum-
pada SKPD barang milik daerah N
DAU
Administrasi Kepegawaian Terlaksananya
2( 1 peg pengadministrasi Kepegawaian |1 Tahun 1 Tahun 426,500,000 27,875,000 -398,625,000 1 Tahun 469,150,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
tersedianya arsip data Dana DINAS
Pendat: dan P lah: dministrasi ki i T fe
2| 1 5|’ crcataan dan Fengo'anan administrasi kepegawalan 1Tahun |1 Tahun 321,500,000 5,000,000 -316,500,000 FAnSIEr 1 Tahun 353,650,000 KESEHATA
Administrasi Kepegawaian dinask kesehatan dan Umum- N
jaringannya DAU
D.
Monitoring. Evaluasi. dan terlaksananya monitoring dan T:;r;as fer DINAS
V.
2 1 . g,‘ R ! . penilaian kinerja pegawai dinas |1 Tahun 1 Tahun 35,000,000 12,875,000 -22,125,000 1 Tahun 38,500,000 KESEHATA
Penilaian Kinerja Pegawai L. Umum-
kesehatan dan jaringannya N
DAU
adanya pengingkatan pemahan Dana DINAS
s . . y
Pendidikan dan Pelatihan P T fe
ol 1 encidikan can Felatinan Fegawal | awai terhadap tugas dan |1 tahun |1 tahun 70,000,000 10,000,000 -60,000,000 ransier 1y tahun 77,000,000| KESEHATA
Berdasarkan Tugas dan Fungsi . Umum-
fungsi N
DAU
Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya
2 1 Daerah g pengadministrasian Umum 1 Tahun 1 Tahun 1,418,614,601 351,705,000 -1,066,909,601 1 Tahun 1,560,476,001
Perangkat Daerah
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan o 1a | Meniadi T SR Perubahan RKPD Bertambah/ Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
P di Peralatan d ketersediaan perlengkapan dan ’]I?ana P DINAS
1 laan ralatan dan
o 1|2 enye © peralatan kantor dinas 1 Tahun |1 Tahun 457,134,000 30,513,000 -426,621,000 ransier 4 Tahun 502,847,400| KESEHATA
Perlengkapan Kantor L. Umum-
kesehatan dan jaringannya N
DAU
D.
P di B Cetakan d ketersedian alat dan bahan Tana P DINAS
enyediaan baran, €takan aan ransier
2 1] 2 Peny andaan & cetak dan penggandaan dinas |1 Tahun 1 Tahun 35,200,001 7,000,000 -28,200,001 Umum 1 Tahun 38,720,001 | KESEHATA
&8 kesehatan dan jaringannya N
DAU
. Dana
Penyediaan Bahan Bacaan dan ketersediaan dokumen bacaan Transfer DINAS
2 1] 2 Y’ dan perundang-undangan 1 tahun 1 tahun 29,700,000 15,000,000 -14,700,000 1 tahun 32,670,000l KESEHATA
Peraturan Perundang-undangan ) Umum-
dinas kesehatan N
DAU
D.
ket di bah: bot Tanaf DINAS
T 1 n n T ran: T
o| 1|2 Penyediaan Bahan/Material ctersediaan bahan perabo 1Tahun |1 Tahun 12,600,000 0 -12,600,000 ansier 11 Tahun 13,860,000/ KESEHATA
dan peralatan kantor Umum- N
DAU
D.
d: ket di ki i Tanaf DINAS
n T 1 n Jet msi1 ran: T
o| 1|2 Fasilitasi Kunjungan Tamu fa;uya ctersediaan xonsumsl 11 hun |1 tahun 10,000,000 5,000,000 -5,000,000 Un"iufne 1 tahun 11,000,000/ KESEHATA
N
DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi [tersedianya laporan konsultasi ?anaf DINAS
o| 1 21| of cHYCenssaraan tap va ‘ap 1Tahun |1 Tahun 873,980,600 294,192,000 -579,788,600 TAansier 14 Tahun 961,378,600 KESEHATA
dan Konsultasi SKPD dan koordinasi SKPD Umum- N
DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah |Pengadaan Sarana dan
2 1f 2 Penunjang Urusan Pemerintah |Prasarana Pendukung Gedung |1 Tahun 1 Tahun 59,400,000 o -59,400,000 1 Tahun 65,340,000
Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya
D
Pengadaan Sarana dan Prasarana tersedianva tempat parkir di Traar;as for DINAS
2 1| 2 1{Pendukung Gedung Kantor atau . Y patp 1 paket 1 paket 59,400,000 0 -59,400,000 1 paket 65,340,000l KESEHATA
Baneunan Lainnva dinas kesehatan Umum- N
g v DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang
2 1| 2 . 1 Tahun 1 Tahun 11,511,338,000 11,739,192,998 227,854,998 1 Tahun 12,662,471,800
Urusan Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor
adanya laporan pembayaran Dana DINAS
P di J K ikasi j k ikasi ber d T fe
2| 1|2 cnyediaan Jasa BOMMUnILasl, - |Jasa Komuiikast, Sumber €aya | ) rapun |1 Tahun 623,948,000 336,737,998 -287,210,002 FAnSIEr 1 Tahun 686,342,800| KESEHATA
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik dinas kesehatan Umum- N
dan jaringannya DAU
D.
ketersediaanya segala T:;r;as fer
Penvediaan Jasa Pelavanan kebutuhan pelayanan umum |1 Tahun 1 Tahun U 1 Tahun DINAS
2| 1|2 Y Y kantor Dinas kesehatan 10,887,390,000 11,402,455,000 515,065,000 mum- 11,976,129,000| KESEHATA
Umum Kantor DAU N
Bantuan
Keuangan
Pemeliharaan Barang Milik Terlaksananya Pemeliharaan
2 1| 2 Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang|1 Tahun 1 Tahun 844,173,700 827,539,000 -16,634,700 1 Tahun 928,591,070
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
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Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
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pemeliharaan kendaraan dinas Dana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Bia;,a Pemeliharaan, Pajak, dan zn;::sirjsziﬁfxfgoses 1 tahun 1 tahun E:iifir 1 tahun DINAS
2 1 2.1 T ) P! 457,608,000 747,589,000 289,981,000 503,368,800 KESEHATA
Perizinan Kendaraan Dinas lapangan DAU N
Operasional atau Lapangan Bantuan
Keuangan
) Dana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedun; meningkatkan kenyamanan Transfer DINAS
2 1] 2.1 9 R & dan keamanan pegawai dinas 1 Tahun 1 Tahun 332,685,700 49,970,000 -282,715,700 1 Tahun 365,954,270 KESEHATA
Kantor dan Bangunan Lainnya Umum-
kesehatan N
DAU
Dana
memudahkan pegawai dalam Transfer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana [menjalankan tugas 1 Tahun 1 Tahun -23,900,000 Umum- 1 Tahun DINAS
2 1 2.1 10|dan Prasarana Gedung Kantor 53,880,000 29,980,000 DAU 59,268,000l KESEHATA
atau Bangunan Lainnya meningkatkan kenyamanan N
pegawai dalam menjalangkan |1 Tahun 1 Tahun 0 1 Tahun
tugas
Terlaksananya Monitoring,
Ev. i P i
2| 1f21 Penataan Organisasi aluasi dan Pengendalian 1 Tahun |1 Tahun 145,000,000 0 -145,000,000 1 Tahun 159,500,000
Kualitas Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
N . . Dana
Monitoring, Evaluasi dan tersedianya data dan laporan 14 puskes |14 puskes T f 14 puskes DINAS
2| 1] 2.1| 4|Pengendalian Kualitas Pelayanan |kegiatan monitoring dan P P 145,000,000 0 -145,000,000 ranster P 159,500,000 KESEHATA
: . . mas mas Umum- mas
Publik dan Tata Laksana evaluasi pegawai DAU N
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN Indeks Kepuasan Masyarakat
2] 2 DAN UPAYA KESEHATAN Terhadap Pelayanan Publik -- -- 94,225,934,126 174,108,038,637 79,882,104,511 -- 103,648,527,538
MASYARAKAT
Terlaksananya Penyediaan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan s
Kesehat tuk UKM dan UKP Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2| 2| 2 eseatan unm an untuk UKM dan UKP 1Tahun |1 Tahun 20,964,496,626 91,346,204,202 70,381,707,576 1 Tahun 23,060,946,288
Kewenangan Daerah h
Kabupaten/Kota Kewenangan Daeral
Kabunaten /kota
terlaksananya pembangunan Dana
fasilitas kesehatan untuk 1 tahun 1 tahun Transfer 1 tahun
kemudahan dan kenyamanan Umum-
DINAS
Pemb Fasilitas Kesehatan |Proses pelavanan DAU
2| 2| 2 cribangunan rastitas Resehatan 1,150,000,000 65,675,348,950 64,525,348,950 1,265,000,000| KESEHATA
Lainnya Dana N
Transfer
Khusus -
DAK Fisik
. . Dana
Pembangunan Rumah Dinas memberikan akses bagi Transfer DINAS
2 2 2 gu petugas kesehatan dalam 1 Tahun 1 Tahun 67,000,000 91,232,050 24,232,050 1 Tahun 73,700,000| KESEHATA
Tenaga Kesehatan . Khusus -
menjalankan tugas . N
DAK Fisik




. . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
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Dana
B:ll;(i)tp;ratsionalnya Rumah 1 Tahun 1 Tahun Eransfer 1 Tahun DINAS
2| 2 5|Pengembangan Rumah Sakit s ratama 10,000,000,000 244,000,000 -9,756,000,000 D;“Sm' 11,000,000,000| KESEHATA
N
Bantuan
Keuangan
D.
penambahan pembangunan T ana "
ran: T
puskesmas dan jaringannya 1 Tahun 1 Tahun anste 1 Tahun
. Umum-
demi kelancaran pelayanan DPAU DINAS
2 2 6|Pengembangan Puskesmas 2,985,000,000 14,233,030,202 11,248,030,202 Dana 3,283,500,000( KESEHATA
Transfer N
Khusus -
DAK Fisik
e Dana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan terlaksananya rehabilitasi serta Transfer DINAS
2 2 9 Puskesmas pemeliharaan puskesmas demi |1 Tahun 1 Tahun 975,000,000 0 -975,000,000 Umum 1 Tahun 1,072,500,000| KESEHATA
kenyamanan proses pelayanan N
DAU
DINAS
Rehabilitasi dan Pemelih:
2| 2 1o ~cnabtitast dan Femeunaraan 9,215,000 9,215,000 0|KESEHATA
Fasilitas Kesehatan Lainnya N
Pengadaan Prasarana dan DINAS
21 2 13|Pendukung Fasilitas Pelayanan 183,995,000 183,995,000 O[KESEHATA
Kesehatan N
ketersediaan alat kesehatan ?ana f
Puskesmas dan jaringannya 1 Tahun 1 Tahun Urans er 1 Tahun
mum-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat untuk proses pelayanan DAU DINAS
2 2 14|Penunjang Medik Fasilitas 2,260,000,001 7,101,029,000 4,841,028,999 Dana 2,486,000,001 | KESEHATA
Pelayanan Kesehatan ketersediaan alat kesehatan Transfer N
rumah sakit pratama untuk 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
roses palayanan Khusus -
P DAK Fisik
. . Dana
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Meningkatkan Akurasi Alkes Transfer DINAS
2 2 15 .g K Sesuai Permenkes 75 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 150,000,000 0 -150,000,000 1 Tahun 165,000,000| KESEHATA
Kalibrasi Umum-
2014 PKM N
DAU
adanya peningkatan angka ?ana » DINAS
2| 2 16|Pengadaan Obat, Vaksin kesembuhan masyarakat 1Tahun |1 Tahun 1,316,974,625 2,811,036,752 1,494,062,127 Urans ¢ |1 Tahun 1,448,672,087| KESEHATA
Terhadap suatu penyakit um- N
DAU
. . Dana
ketersediaan bahan medis Transfer DINAS
2 2 17|Pengadaan Bahan Habis Pakai habis pakai demi kelancaran 1 Tahun 1 Tahun 1,560,522,000 997,317,248 -563,204,752 Khusus 1 Tahun 1,716,574,200| KESEHATA
pelayanan . N
DAK Fisik
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memudahkan akses Dana DINAS
Pemelih Fasili akat kepul: al T fe
2| 2 g|Pemelibaraan Sarana Fasilitas - \masyarakat kepulauan dalam |, pop 1y Tahun 500,000,000 0 -500,000,000 FARSIEr 1 Tahun 550,000,000/ KESEHATA
Pelayanan Kesehatan menjangkau Fasilitas Umum- N
Kesehatan DAU
. Tersedianya Layanan
Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan untuk UKM dan
2] 2 untuk UKM dan UKP Rujukan . . 1 Tahun 1 Tahun 73,040,437,500 82,742,474,435 9,702,036,935 1 Tahun 80,344,481,250
. UKP Rujukan Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
D.
P Lol Pel Kesehat: ka kemati Tanaf DINAS
T n nan n |men ngn’ mati ran: T
2| 2 1| cngcloaan Felayanan Besehatail | menurungnya angka Xematan |y rahun |1 Tahun 166,135,000 0 -166,135,000 aNSTEC 1 Tahun 182,748,500 KESEHATA
Ibu Hamil ibu dan bayi Umum- N
DAU
D.
P Lol Pel Kesehat M ka ki ti Tanaf DINAS
T n nan n i} ngn' 1] matian ran: T
2| 2 cngelotaan Felayanan Besehatan | Venurungnya angka kXematian 1) Tahun |1 Tahun 72,735,000 115,272,000 42,537,000 ST Tahun 80,008,500 KESEHATA
Ibu Bersalin ibu Umum- N
DAITT
P lol Pel Kesehat ka kemati ?anaf DINAS
T n nan n |men ngn' 1] matian
2| 2 cngeotaan feayanan feschatan |menurungaya angia kKematan | ) tahun |1 Tahun 134,650,000 24,050,000 -110,600,000 ransier 1 Tahun 148,115,000| KESEHATA
Bayi Baru Lahir neonatus dan bayi Umum- N
DAU
ol 2 4 Pen.gelolaan Pelayanan Kesehatan o o 0 0 EIEI\;AESHATA
Balita
N
ol 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan o o 0 0 EIEI\;AESHATA
pada Usia Pendidikan Dasar N
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DINAS
2 2 . . 0 0 0 O[KESEHATA
pada Usia Produktif N
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan |adanya pengingkatan angka ’]i‘)anaf DINAS
2| 2 7| eneeloaan reay 1ya penging & 1Tahun 1 Tahun 81,290,000 0 -81,290,000 FAnsier 1 Tahun 89,419,000 KESEHATA
pada Usia Lanjut lansia sehat dan produktif Umum- N
DATT
ol 2 Pengelc.)laan. Pelayan.an Kesehatan 0 0 0 0 E]IEI\;;?-IATA
Penderita Hipertensi N
ol 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 E]IEI\;;?-IATA
Penderita Diabetes Melitus N
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DINAS
2 2 10|Orang dengan Gangguan Jiwa 0 23,458,000 23,458,000 O[KESEHATA
Berat N
Dana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [tersedianya data dan Transfer DINAS
2l 2 11 g Y ) L M . 1 Tahun 1 Tahun 77,650,000 14,892,000 -62,758,000 1 Tahun 85,415,000 KESEHATA
Orang Terduga Tuberkulosis monitoring pasian terduga TB Umum- N
DAU
Dana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Teridentifikasinva populasi Transfer DINAS
2 2 12|Orang dengan Risiko Terinfeksi . y‘ P p‘ 1 Tahun 1 Tahun 70,000,000 15,108,000 -54,892,000 1 Tahun 77,000,000/ KESEHATA
HIV yang beresiko terjangkit HIV Umum- N
DAU
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. Dana
adanya peningkatan Transfer
P pemahaman masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun DINAS
engelolaan Pelayanan Kesehatan Umum-
2 2 15( .. . terhadap kesehatan Gizi 162,327,500 66,871,000 -95,456,500 178,560,250/ KESEHATA
Gizi Masyarakat NATT N
Ir'le'mr'lgkatnya angka perbaikan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
gizi dimasyarakat
D.
P lol Pel Kesehat menignkatnya kesadaran Tana P DINAS
engelolaan Pelayanan Kesehatan ransfer
2 2 17 Linggkungan ¥ masyarakat terkait kesehatan |1 Tahun 1 Tahun 805,000,000 4,034,194,035 3,229,194,035 Umum 1 Tahun 885,500,000 KESEHATA
lingk N
ingkungan DAU
. Dana
meningkatnya kesadaran T f
. ransfer
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan masyarakat terkait manfaat 1 tahun 1 tahun Umum- 1 tahun DINAS
2 2 19| Tradisional, Akupuntur, Asuhan |l2man Obat Keluarga 315,000,000 10,000,000 -305,000,000 DAU 346,500,000| KESEHATA
Mandiri, dan Tradisional Lainnya |meningkatnya pemahan N
masyarakat terkait informasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun
kesehatan tradisional
meningkatnya proses vaksinasi
untuk mencegah terjadinya 1 Tahun |1 Tahun DBH CHT |1 Tahun
penyebaran suatu penyakit
tertentu DINAS
2l 2 20|Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1,200,000,000 2,164,547,000 964,547,000 Dana 1,320,000,000| KESEHATA
Transfer N
Khusus -
Dana
Alokasi
Pelayanan Kesehatan Penvakit adanya deteksi dini terhadap ?ana f DINAS
2| 2 Y| i _ Y penyakit menular dan tidak |1 Tahun |1 Tahun 849,850,000 531,387,000 -318,463,000 Tansier 1y Tahun 934,835,000/ KESEHATA
Menular dan Tidak Menular Umum-
menular N
Dana
Pendapatan
Dana
dahk: kat
z‘z:ﬁ nienz;l I:tfaynarael: anan 1 Tahun 1 Tahun Kapitasi 1 Tahun
P pelay JKN pada
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Ber DINAS
2| 2 26| 8 53,000,000,000 58,349,908,400 5,349,908,400 Pendapatan 58,300,000,000|KESEHATA
Masyarakat Bagi Hasil N
Pajak
Rokok -
Pelayanan
Kesehatan
terciptanya kondisi DINAS
P 1 Kab t Kot i
o| 2 go|Penyelenggaraan Kabupaten/Kota |kabupaten/kota untuk hidup |, p 0 | Tahun 300,000,000 10,000,000 -290,000,000 1 Tahun 330,000,000/ KESEHATA
Sehat sehat, bersih, nyaman, aman N
dan sehat untuk dihunii
meningkafkan pelayanan pusat
kesehatan nmasyarakat (PKM)
. DAK Non
agar kesenjangan pelayanan Fisik DINAS
2 2 33|Operasional Pelayanan Puskesmas |[kesehatan antara PKM dan 1 Tahun 1 Tahun 14,000,000,000 17,057,063,000 3,057,063,000 BOKKE 1 Tahun 15,400,000,000| KESEHATA
rumah sakit terutama BOK N
pelayanan preventif kesehatan
semalin tinis
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. Dana
meningkatnya wawasan dan Transfer
. - pemahaman terkait program 1 Tahun 1 Tahun -880,076,000 1 Tahun DINAS
Operasional Pelayanan Fasilitas Umum-
2 2 34 . pelayanan kesehatan 1,205,800,000 325,724,000 1,326,380,000( KESEHATA
Kesehatan Lainnya DAU N
o Bantuan
Keuangan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas |komitmen peningkatan mutu DINAS
2 2 35 . P & 1 Tahun 1 Tahun 600,000,000 0 -600,000,000 1 Tahun 660,000,000 KESEHATA
Kesehatan di Kabupaten/Kota pelayanan kesehatan N
Penerbitan Izin Rumah Sakit terjadinya keselarasan
ili 1 keseh:
2| 2 Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan kesehatan dalam |} . p o 1) Tahun 221,000,000 19,360,000 -201,640,000 1 Tahun 243,100,000
Pelayanan Kesehatan Tingkat [ruang lingkup pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota kesehatan
pasien mendapatkan Dana
Pengendalian dan Pengawasan pendampingan dan Transfer
serta Tindak Lanjut Pengawasan |pengawasan dari petugas Umum DINAS
2 2 1|Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D |kesehatan selama rujukan dari |1 Tahun 1 Tahun 221,000,000 19,360,000 -201,640,000 Dana 1 Tahun 243,100,000 KESEHATA
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan|PKM ke Rumah Sakit sebagai Alokasi N
Lainnya salah satu pelaksanaan Umum
program kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kepuasan Masyarakat
2] 3 KAPASITAS SUMBER DAYA Terhad F}; ) P{lbl'k - - - - 352,000,000 o -352,000,000 -- 387,200,000
MANUSIA KESEHATAN erhadap relayanan fubt
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Terlaksananya Pembinaan dan
2] 3 Manusia Kesehatan untuk UKP |Pengawasan Sumber Daya 1 Tahun 1 Tahun 352,000,000 o -352,000,000 1 Tahun 387,200,000
dan UKM di Wilayah Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
adanya laporan yang Dana
bekesinambungan tentang Transfer DINAS
Pembi dan P idi i -
2| 3 g| cmbmnaan dan Fengawasan pendidikan dan pelatihan 1Tahun |1 Tahun 352,000,000 0 -352,000,000 Umum 1 Tahun 387,200,000 KESEHATA
Sumber Daya Manusia Kesehatan [(Diklat) Formal terkait Dana N
pembinaan dan pengawasan Alokasi
SDMK ITlmim
Cakupan Sediaan serta
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, engawasan Kefarmasian, Alat
2] 4 ALAT KESEHATAN DAN i gh dan Malk ’ -- -- 683,939,000 406,876,000 -277,063,000 -- 752,332,900
MAKANAN MINUMAN eschatan dan Makanan
Minuman
Terraksananya rengendanai
dan Pengawasan serta Tindak
Penerbitan Sert.lﬁkat Produksi Lanjut Pengawasan Sertifikat
Pangan Industri Rumah Tangga Produksi Pangan Industri
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Rumah Taneea dan Nomor P-
2] 4 Produksi, untuk Produk ‘gg‘ . 1 Tahun 1 Tahun 683,939,000 406,876,000 -277,063,000 1 Tahun 752,332,900
. IRT sebagai Izin Produksi,
Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh urlltuk Produk Makanan
Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Disvnol T
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kengenﬂa 1an Han Fengawasan . . .
. . terjadinya peningkatan
serta Tindak Lanjut Pengawasan X . .
. R kompetensi dan kualitikasi Dana
Sertifikat Produksi Pangan .
R SDM kesehatan terkait Transfer
Industri Rumah Tangga dan DINAS
gl penyuluhan keamanan pangan Umum-
2 4 2 1[Nomor P-IRT sebagai Izin . 1 Tahun 1 Tahun 683,939,000 406,876,000 -277,063,000 1 Tahun 752,332,900 KESEHATA
. dalam rangka penertbitan Dana
Produksi, untuk Produk Makanan . . N
) sertifikat unutuk Alokasi
Minuman Tertentu yang dapat
. . ! produsen/pengelolah pangan Umum
Diproduksi oleh Industri Rumah |, .
e industri Rumah Tangga
PROGRAM PEMBERDAYAAN Indeks Kepuasan Masyarakat
2| 5 MASYARAKAT BIDANG Terhad l; ) P?,lbl'k - - - - 286,430,000 7,500,000 -278,930,000 -- 315,073,000
KESEHATAN erhadap Felayanan 1
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran Terlaksananya pemberdayaan
2( 5 2 serta Masyarakat dan Lintas y_ P Y 1 Tahun 1 Tahun 286,430,000 7,500,000 -278,930,000 1 Tahun 315,073,000
. masyarakat bidang kesehatan
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
meningkatnya Pengetahuan Dana
. . Para peserta cerdas cermat Transfer
Peningkatan Upaya Promosi t Kad d U DINAS
2| 5| 2| 1|Kesehatan, Advokasi, Kemitraan |°C o Para kader posyandu 1Tahun |1 Tahun 286,430,000 7,500,000 -278,930,000 UM ) Tahun 315,073,000 KESEHATA
Tentang promosi kesehatan, Dana
dan Pemberdayaan Masyarakat i K . N
advokasi, kemitraan dan Alokasi
nemherdavaan Masvarakat ITlmiim
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 76,936,371,550 68,759,527,154 -8,176,844,396 83,750,027,594
PROGRAM PENUNJANG Tersedianva Gaii dan
2 1 URUSAN PEMERINTAHAN Tuni Y ASNJ 1 Tahun 1 Tahun 54,496,824,000 55,465,244,904 968,420,904 1 Tahun 59,946,506,400
DAERAH KABUPATEN/KOTA vjangan
2| 1| 2 Administrasi Keuangan Terlaksananya Gaji dan 100 % 100 % 15,347,365,000 15,185,896,404 -161,468,596 100 % 16,882,101,500
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
Kab. Dana
Kepulauan Transfer
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Selayar. Umum DINAS
2| 1| 2| 1 ¥ J Jang edianya =aj 1Tahun |1 Tahun 15,347,365,000 15,185,896,404 -161,468,596| " Yo 1 Tahun 16,882,101,500| KESEHATA
ASN Tunjangan ASN Bontoharu, Dana N
Bontobang Alokasi
ung Umum
Administrasi Kepegawaian
2[ 1|21 Perangkat Daerah 110,000,000 0 110,000,000 121,000,000
Dana
Transfer DINAS
Pendidikan dan Pelatihan P i
o| 1] 21 endicfan can Telatinan regawal 110,000,000 0 -110,000,000 Umum- 121,000,000/ KESEHATA
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana N
Alnlroci
2| 1|21 Administrasi Umum Perangkat |Terlaksananya Pelayanan 1 Tahun 1 Tahun 486,200,000 312,595,500 -173,604,500 1 Tahun 534,820,000
Daerah Administrasi Umum
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Kab. Dana
K 1 T fe
- d . d Bah Selpu auan Urans er DINAS
T lanya 1 laan an ayar mum-
o| 1] 2.1 4|Penyediaan Bahan Logistik Kantor |, oo ooy FERYE 1Tahun |1 Tahun 172,700,000 119,823,500 -52,876,500[°C Y45 u 1 Tahun 189,970,000 KESEHATA
Logistik Umum Bontoharu, |Dana N
Bontobang [Alokasi
ung Umum
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
Penyediaan Barang Cetakan dan |Terlaksananya Penggandaan Selayar. Umum- DINAS
a| 1] 21| s|-°V & ya rengs 1Tahun |1 Tahun 38,500,000 72,800,000 34,300,000|C VAP 1 Tahun 42,350,000 KESEHATA
Penggandaan Rumah Sakit Bontoharu, |Dana N
Bontobang |Alokasi
ung Umum
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer DINAS
P 1 R K i i|T j Pelak: 1 -
o| 1| 21| ofPenyelensgaraan Rapat Koordinasi|Terwujudnya Pelaksanaan 1Tahun |1 Tahun 275,000,000 119,972,000 -155,028,000( 913  |Umum 1 Tahun 302,500,000/ KESEHATA
dan Konsultasi SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Bontoharu, |Dana N
Bontobang |Alokasi
ung Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 1| 2 Penunjang Urusan Pemerintah 500,000,000 -500,000,000 550,000,000
Daerah
Dana
Pengadaan Kendaraan Dinas ?JranSfer DINAS
2 1| 2 8 . 500,000,000 -500,000,000 mum- 550,000,000/ KESEHATA
Operasional atau Lapangan Dana N
Alokasi
Ilmiim
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang
2 1| 2 . . 1 Tahun 1 Tahun 12,244,334,000 12,303,684,000 59,350,000 1 Tahun 13,468,767,400
Urusan Pemerintahan Daerah Rumah Sakit
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
Penyediaan Jasa Komunikasi. Tersedianya Jasa Penunjan; Selayar, Umum DINAS
2| 1] 21| 2 Y _ ixast, va 48 11 Tahun |1 Tahun 816,454,500 1,223,700,000 407,245,500| " Y& 1 Tahun 898,099,950 KESEHATA
Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit Bontoharu, |Dana N
Bontobang |Alokasi
ung Umum
Kab. Dana
Kepulauan |Transfer
Penyediaan Jasa Pelayanan Terlaksananya Pembayaran Selayar, Umum DINAS
of 1|2 Y Y Y Y 1 Tahun |1 Tahun 11,427,879,500 11,079,984,000 -347,895,500( ¢ A0 1 Tahun 12,570,667,450| KESEHATA
Umum Kantor Jasa Pelayanan Kesehatan Bontoharu, |Dana N
Bontobang |Alokasi
ung Umum
2| 1|2 Peningkatan Pelayanan BLUD ;ﬁ;‘sananya Pelayanan 1 Tahun |1 Tahun 25,808,925,000 27,663,069,000 1,854,144,000 1 Tahun 28,389,817,500
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q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
K 1
Pel dan P j Terlak: Pel Selpu . Pend t DINAS
ayanan dan nunjan; T ananya ayanan ayar naapatan
a| 121 1f =¥ crunjang criaxsananya felay 1Tahun |1 Tahun 25,808,925,000 27,663,069,000 1,854,144,000| > v ar eneapatan 1 rahun 28,389,817,500| KESEHATA
Pelayanan BLUD BLUD Bontoharu, [dari BLUD N
Bontobang
ung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN . . 67,59 Tahu|67,59 Tahu 67,59 Tahu
2 2 DAN UPAYA KESEHATAN Angka Usia Harapan Hidup n n 22,439,547,550 13,294,282,250 -9,145,265,300 n 23,803,521,194
MASYARAKAT
;enyleld:aan Fatsiltljals{;etliaya:‘;:{r; Terlaksananya Penyediaan
2| 2| 2 esefhiatan untu an Fasilitas Pelayanan Rumah 1 Tahun |1 Tahun 21,659,547,550 13,005,782,250 -8,653,765,300 1 Tahun 22,945,521,194
Kewenangan Daerah Sakit
Kabupaten/Kota a
Kab.
K 1
Pemb. R h Di Terlak: Pemb Selpu . DINAS
m| 1] nan m 11 T namn M| 1] nan I,
o| of o g4f Sbaneunan tumah inas criaksananya Tembangunan 1 o unle |1 Couple 800,000,000 468,888,850 -331,111,150|>° Y& 1 Couple 18,889|KESEHATA
Tenaga Kesehatan Rumah Dinas Tenaga Ksehatan Bontoharu, N
Bontobang
ung
Kab. Dana
Kepulauan Transfer
Terlaksananya DAK Pelayanan Sell; ar, Khusus - DINAS
2 2 2 S5|Pengembangan Rumah Sakit . Y Y 4 Paket 4 Paket 20,809,547,550 12,536,893,400 -8,272,654,150 yar, Dana 4 Paket 22,890,502,305|KESEHATA
Rujukan Bontoharu, )
Bontoban. Alokasi N
& Khusus
ung Risile
Dana
. Transfer
Pemeliharaan Prasarana dan U DINAS
2 2 2[ 19|Pendukung Fasilitas Pelayanan 50,000,000 0 -50,000,000 Dmum— 55,000,000|KESEHATA
Kesehatan ana ) N
Alokasi
ITmiim
Penyediaan Layanan Kesehatan
2| 2| 2 untuk UKM dan UKP Rujukan 680,000,000 288,500,000 -391,500,000 748,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ’]I?ana fe DINAS
ol 2| 2| 17|77 4 330,000,000 0 -330,000,000 ransier 363,000,000/ KESEHATA
Lingkungan Umum- N
DATI
Dana
Operasional Pelayanan Rumah Transfer DINAS
2 2 2| 32 P . Y 250,000,000 0 -250,000,000 275,000,000 KESEHATA
Sakit Umum- N
DAU
Dana
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Transfer DINAS
2 2 2| 35 . 100,000,000 288,500,000 188,500,000 110,000,000|KESEHATA
Kesehatan di Kabupaten/Kota Umum- N
DAU
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q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J SEEEEIE
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Penyelenggaraan Sistem
2 2 Informasi Kesehatan secara 100,000,000 o] -100,000,000 110,000,000
Terintegrasi
Dana
P 1ol Data dan Inf i EranSfer DINAS
T aan bata dan Iniormasi -
2| 2 engeto ormas 100,000,000 0 -100,000,000 . 110,000,000 KESEHATA
Kesehatan Dana N
Alokasi
Ilmiim
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 95,755,258,153 137,136,882,149 41,381,623,996 95,926,075,928
P t C ian Ki j
ersentase apalén inerja 83.00 % 83.00 % 83.00 %
Keuangan (Penunjang)
PROGRAM PENUNJANG Persentase Capaian Kinerja o o o
3l 1 URUSAN PEMERINTAHAN (Penuniang) 63.03% 163.03% 7,000,819,550 6,334,589,218 -666,230,332 63.03 % 7,000,829,600
DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan
Laporan Capaian Kinerja dan [100 Persen |100 Persen 100 Persen
Keuangan
Terpenuhinya Penyediaan
Barang Cetakan dan 0% 0% 0 %
Penggandaan
Perencanaan, Penganggaran, Tersedianya Dokumen
3 1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Pelaporan Keuangan 0% 0% 229,989,950 93,389,000 -136,600,950 0 % 230,000,000
Daerah Bulanan/Semesteran/Tahunan ’ ’ ?
SKPD
Tersedianya Dokumen RKA
100 % 100 % 100 %
SKPD ° ° ’
TDana ‘ DINAS
Penvusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Urans er PEKERJAA
3 1 yu Perangkat Daerah yang 3 Dokumen |3 Dokumen 70,000,000 28,965,000 -41,035,000 mum- 3 Dokumen 70,000,000|N UMUM
Perencanaan Perangkat Daerah . Dana
disusun Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
IImiim
?ana ‘ DINAS
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Koordinasi Urans er PEKERJAA
3l 1 yu Penyusunan Dokumen RKA- |1 Dokumen|1 Dokumen 10,000,000 4,003,000 -5,997,000 mums pokumen 10,000,000|N UMUM
Dokumen RKA-SKPD . Dana
SKPD yang disusun Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
?ana ‘ DINAS
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Koordinasi Urans er PEKERJAA
3l 1 yu Penyusunan Dokumen 1 Dokumen |1 Dokumen 10,000,000 6,083,000 -3,017,000 mums pokumen 10,000,000|N UMUM
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dana
Perubahan RKA-SKPD yang Alokasi DAN TATA
okast RUANG
anm
. ana . DINAS
Koordinasi dan Penyusunan DPA Jumlah Koordinasi UramS . PEKERJAA
3l 1 oD yu Penyusunan Dokumen DPA- |1 Dokumen|1 Dokumen 10,000,000 4,703,000 -5,297,000 Dmum " |1 Dokumen 10,000,000|N UMUM
SKPD yang disusun Alarll(a ) DAN TATA
oxast RUANG
IImnm
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g . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J SEEEEIE
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . . Target 2022 Pagu Indikatif Penangg
) Kegiatan/ Sub Kegiatan . | Sumber . .
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Jumlah Koordi . Dana DINAS
Koordinasi dan Pum OorDmljzl Transfer PEKERJAA
3| 1 5| Sooramast dan Fenyusunan eryusunan Jokumen 1 Dokumen |1 Dokumen 10,000,000 9,891,000 -109,000 Umum- |1 Dokumen 10,000,000|N UMUM
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang
disusun Dana DAN TATA
Alokasi RUANG
Jumlah Koordinasi ?anaf DINAS
Koordinasi dan Penyusunan Pum OoeraSl c R Urans er PEKERJAA
1 1n. ran lan -
3| 1 6|Laporan Capaian Kinerja dan cryusunan kaporan Lapaiant oq 1ot |20 Kali 19,989,950 7,364,000 -12,625,950 mum 20 Kali 20,000,000|N UMUM
. L Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dana
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ki -2 SKPD Alokasi DAN TATA
inerja okast RUANG
anm
. ana . DINAS
Jumlah Dokumen Evaluasi Urans er PEKERJAA
3 1 7|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah|Kinerja Perangkat Daerah yang |6 Dokumen|6 Dokumen 100,000,000 31,480,000 -68,520,000 Dmum 6 Dokumen 100,000,000|N UMUM
disusun Alarll{a ) DAN TATA
oxast RUANG
Ilmiim
Terlaksananya Gaji dan
1 9 1 9 100 %
Tunjangan ASN 00 % 00 % °
Admini (K )
3 1 dministrasi Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan |, 0% 5,990,089,600 4,794,860,718 -1,195,228,882 0% 5,990,089,600
Perangkat Daerah Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen
0 % 0 % 0 %
Perubahan RKA ’ ’ ’
TDanaf DINAS
Pevediaan Gaii dan Tunt Urans er PEKERJAA
3l 1 1| enyediaan bajt dan tunjangan 0 4,831,496,000 4,407,908,318 -423,587,682 mum g 4,831,496,000|N UMUM
ASN Dana
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
Bn'n 1m
Tana ‘ DINAS
P di Administrasi Urans e PEKERJAA
3l 1 2 PCI“: 1aan Tmmls ;:;‘ 1,143,593,600 378,307,400 765,286,200 Dmum" 1,143,593,600|N UMUM
claksanaan lugas Alar}l{a ) DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
DINAS
Koordinasi dan Pelak PEKERJAA
3 1 4 AIC;OT tmas.l S;I;D elaksanaan 0 0 0 o|N uMUM
untanst DAN TATA
RUANG
Dana DINAS
B ol dan P X Bah Transfer PEKERJAA
3 1 Tenge ° aanp an inylapan anan 0 0 0 0 Umum- |0 0|N UMUM
anggapan Pemeriksaan Dana DAN TATA
- Alokasi RUANG
Koordi i dan P Ea . 1 ?ana f DINAS
Loor 1naIS{1 an renyusunan ) Ik doka . Selpu auan Urans er PEKERJAA
3| 1 aporan feuangan Jurmiah dokumen laporan 1 Dokumen |1 Dokumen 15,000,000 8,645,000 -6,355,000| >€&Yar MUy bokumen 15,000,000{N UMUM
Bulanan/Triwulanan/Semesteran |keuangan yang disusun Benteng, Dana
SKPD S Alokasi DAN TATA
emua oKasi RUANG
Kelirahan |TImiim




q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Administrasi Barang Milik Persentase ketersediaan
3 1 2 g dokumen laporan barang milik |100 % 100 % 10,000,000 4,750,000 -5,250,000 100 % 10,000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
daerah
DINAS
Penyusunan Perencanaan PEKERJAA
31 1] 2 1|Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 0 0 O|N UMUM
SKPD DAN TATA
RUANG
DINAS
P B Milik D h PEKERJAA
ngamanan ran; 111 T
3| 1| 2| of ShEamanantarang acra 0 0 0 o|N uMUM
SKPD
DAN TATA
e - RUANG
Ka L Tanaf DINAS
Rekonsiliasi dan Penyusunan J lah L B ilik Selpu auan Urans er PEKERJAA
umla aporan barang mili -
3| 1| 2| 5|Laporan Barang Milik Daerah erah anp - & 1 Dokumen |1 Dokumen 10,000,000 4,750,000 -5,250,000 Be af an Dmum 1 Dokumen 10,000,000|N UMUM
pada SKPD yang Sen eng, Alarll{a . DAN TATA
emua okasi RUANG
Kelirahan |TTmiim
— - T "
3| 1| 21| |Administrasi Kepegawaian Cakupan pengembangan 100 % 100 % 50,000,000 64,300,000 14,300,000 100 % 50,000,000
Perangkat Daerah Sumber Daya Aparatur
DINAS
. PEKERJAA
3 121 1 rearana Dispin Pegmwai 0 0 0 o[ umum
pin Feg DAN TATA
RUANG
DINAS
PEKERJAA
3 il 21 IIZ(ten.gbacia;ri Pal;aian Dinas Beserta 0 0 0 olx umum
ribut Kelengkapannya DAN TATA
- 5 RUANG
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai ASN yang Sa - Urans . PEKERJAA
3| 1] 2.1 BaWal | nendapatkan pendidikan dan |12 orang |12 orang 50,000,000 64,300,000 14,300,000| 2512 UM 5 brang 50,000,000|N UMUM
Berdasarkan Tugas dan Fungsi . Kecamatan,|Dana
pelatihan s Alokasi DAN TATA
emua okasi RUANG
Keluirahan [TTmitm
Penyediaan Bahan/ Material 0% 0% 0%
Keperluan Kantor
Terlaksananya Kegiatan Rapat-
Administrasi U P kat Rapat Koordinasi Konsultasi 0% 0% 0%
3| 1|21 Da:::;:s rasi Umum Perang¥at |nojam dan Luar daerah 350,000,000 525,194,000 175,194,000 350,000,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor |0 % 0 % 0 %
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/penerangan 0 % 0 % 0 %
Bangunan Kantor
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q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
TDana . DINAS
P 1 R t Koordi i Urarls - PEKERJAA
1 nggaraan Kapa rdinasi -
3| 1|21 o dznyzjnsgiltasi SKP]I; oordmas 350,000,000 525,194,000 175,194,000 Dmum 350,000,000|N UMUM
Alarf ) DAN TATA
oxast RUANG
Ilmim
Pengadaan Barang Milik Daerah .
A . Terpenuhinya Kebutuhan
3 1] 2 Penunjang Urusan Pemerintah 0 % 0 % 55,000,000 560,044,400 505,044,400 0 % 55,000,000
Mebel Kantor
Daerah
DINAS
P d Kend Di PEKERJAA
T n T T n Din:
sl 1l 2 Oe gadaa | et aLaa as 0 160,393,400 160,393,400 0[N UMUM
Tras1on: ngan
perasional atau Lapangar DAN TATA
RUANG
DINAS
PEKERJAA
3] 1|2 3|Pengadaan Alat Besar 0 0 0 O|N UMUM
DAN TATA
5 RUANG
. ana . DINAS
Jumlah Mebeleur yan; Urans - PEKERJAA
3 1] 2 5|Pengadaan Mebel . yang 6 buah 6 buah 15,000,000 20,200,000 5,200,000 mum 6 buah 15,000,000|N UMUM
diadakan Dana
Alokasi DAN TATA
okast RUANG
Bn'n im
ana DINAS
Transfer
Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumlah sarana dan prasarana U PEKERJAA
3 1| 2 10|Gedung Kantor atau Bangunan gedung kantor atau bangunan (4 unit 4 unit 20,000,000 326,652,000 306,652,000 am- 4 unit 20,000,000|N UMUM
. . . Dana
Lainnya lainnya yang diadakan Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
Bn'n 1m
Jumlah sarana dan prasarana Tana fe DINAS
Pengadaan Sarana dan Prasarana endukung gedun lfantor atau Urans er PEKERJAA
3| 1] 2.1] 11|Pendukung Gedung Kantor atau |¥ § gecung 5 unit 5 unit 20,000,000 52,799,000 32,799,000 UM s it 20,000,000|N UMUM
. bangunan lainnya yang Dana
Bangunan Lainnya diadakan Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
i j Tersedi J K ikasi
3l 1|2 Penyediaan Jasa Penunjang ersecianya Jasa BOmunikast, |, 4 o, 100 % 6,000,000 20,256,000 14,256,000 100 % 6,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Daya Air, dan Listrik
?ana ‘ DINAS
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah pelayanan umum Urans er PEKERJAA
3| 12 M Y kantor yang dibiayai 1 web 1 web 6,000,000 20,256,000 14,256,000 U e 6,000,000|N UMUM
Umum Kantor . Dana
operasionalnya Alokasi DAN TATA
okast RUANG
IImnm
Pemeliharaan Barang Milik
3 1| 2 Daerah Penunjang Urusan 309,740,000 271,795,100 -37,944,900 309,740,000
Pemerintahan Daerah




. .. Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
, , Dana DINAS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Transfer PEKERJAA
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah kendaraan dinas yang . . Umum- .
3[ 1] 2.1 - ) .. . 52 unit 52 unit 204,000,000 212,568,100 8,568,100 52 unit 204,000,000{N UMUM
Perizinan Kendaraan Dinas ditingkatkan umur pakainya Dana DAN TATA
Operasional atau Lapangan Alokasi RUANG
anm
. ana . DINAS
P lih Peralatan dan Mesi Jumlah Peralatan dan Mesin Urans er PEKERJAA
emeliharaan Peralatan dan Mesin -
3 1 2.1 Lainnva lainnya yang ditingkatkan 17 unit 17 unit 55,740,000 29,340,000 -26,400,000 Dmum 17 unit 55,740,000{N UMUM
4 umur pakainya Alarll(a ) DAN TATA
okast RUANG
anm
. ana . DINAS
. s Jumlah gedung kantor dan ransier PEKERJAA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung . . Umum-
3] 1] 2.1 Kantor dan Baneunan Lainnva bangunan lainnya yang di 230 M2 230 M2 50,000,000 29,887,000 -20,113,000 Db 230 M2 50,000,000|N UMUM
gl Y rehab. /terpelihara Alarll{a . DAN TATA
okast RUANG
IImnm
Persentase Luas Daerah irigasi
kewenai\gan K?bupa.en.Kota 1.80 % 1.80 % 1.80 %
yang di layani oleh jaringan
irieasi (Prioritas)
Persentase luas kawasan
pemukiman rawan banjir yang
terhndung.l oleh H{frastruktur 38.00 % 38.00 % 38.00 %
pengendalian banjir WS
Kewenangan Kabupaten
(Prinritag)
Persentase Luas Kawasan
PROGRAM PENGELOLAAN Permukiman sepanjang pantai
3 2 SUMBER DAYA AIR (SDA) rawan abrasi, erosi dan akresi 10,647,884,750 16,629,327,225 5,981,442,475 10,818,692,475
yang terlindungi oleh 34.00 % 34.00 % 34.00 %
infrastruktur pengaman pantai
di WS Kewenangan Kabupaten
(Prinritac)
Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang pantai
brasi i d Kkresi
rawan & ‘ra31, er‘osL an akrest 100 Persen |100 Persen 100 Persen
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai
di WS Kewenangan Kab/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
3 2 2 Sungai (WS) dalam 1 (satu) 7,428,284,750 12,835,330,725 5,407,045,975 7,420,341,475
Daerah Kabupaten/Kota
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) R PD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi RK
J 2022 Berkurang Jawab
Penyusunan Rencana Teknis dan Juml'ah Dolumen Rencana DINAS
. . Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup Lingku Hid fuk PEKERJAA
3| 2 1|untuk Konstruksi Bendungan, ingiungarn tidup untu 8 Dokumen |8 Dokumen 300,000,000 376,726,000 76,726,000 8 Dokumen 1,102,823,000|N UMUM
Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Emb dan B DAN TATA
Penampung Air Lainnya THbung, an' angunan RUANG
Penamniing Air Lainnva
P R Teknis d Jumlah Dokumen Rencana DINAS
cryustnan Rencanda {exns G4 | repnis dan Dokumen PEKERJAA
Dokumen Lingkungan Hidup ) .
3 2 2 e Lingkungan Hidup untuk 3 Dokumen |3 Dokumen 300,000,000 0 -300,000,000 3 Dokumen 306,162,000|N UMUM
untuk Konstruksi Air Tanah dan L. .
. Konstruksi Air Tanah dan Air DAN TATA
Air Baku
Baku 5 RUANG
. ana . DINAS
Jumlah Embung dan ranster PEKERJAA
Pembangunan Embung dan ) . ) ) Umum- 3
3 2 i . Penampung Air Lainnya yang 1 Unit 1 Unit 300,000,000 207,068,000 -92,932,000 1 Unit 235,686,000|N UMUM
Penampung Air Lainnya Dana
terbangun Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
anm
. ana . DINAS
Jumlah Unit Air Bak Urans °r PEKERJAA
umla nr 1r bakKu yan; -
3[ 2 8|Pembangunan Unit Air Baku yang 3 Unit 3 Unit 300,000,000 591,063,550 291,063,550 mum 3 Unit 714,883,300|N UMUM
terbangun Dana
Alokasi DAN TATA
okast RUANG
anm
Tana ‘ DINAS
Urans e PEKERJAA
3[ 2 9|Pembangunan Tanggul Sungai 1,020,000,000 2,338,482,500 1,318,482,500 mum 1,020,000,000({N UMUM
Dana
Alokasi DAN TATA
okast RUANG
Bn'n im
Tana ‘ DINAS
Pembangunan Bangunan Urans . PEKERJAA
3 2 10 Perkuatin Tebin, g 820,787,175 2,507,187,651 1,686,400,476 Dmum— 820,787,175|N UMUM
& Al"“ll{a , DAN TATA
oxast RUANG
Tlmiim
DINAS
PEKERJAA
31 2 16|Pembangunan Check Dam 0 0 0 O|N UMUM
DAN TATA
5 RUANG
Pembangunan Seawall dan Sa /Kota, Urans er PEKERJAA
3 2 18|Bangunan Pengaman Pantai 3,220,000,000 5,529,049,899 2,300,049,899( 12 um- 3,220,000,000|N UMUM
. Kecamatan,|Dana
Lainnya s Alokasi DAN TATA
emua okasi RUANG
Kelnrahan [UImum
Kab. DINAS
Panj Emb d K 1 PEKERJAA
Rehabilitasi Embung dan anjang tm ung an‘ cpuiatan
3| 2 21 . . Penampungan Air Lainnya yang |20 Meter 20 Meter 0 0 O|Selayar, 20 Meter O|N UMUM
Penampungan Air Lainnya . el .
direhabilitasi Bontomate DAN TATA
ne. Onto RUANG
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g . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Dana DINAS
Rehabilitasi Seawall dan Panjang Seawall dan Bangunan Transfer PEKERJAA
, Jang can Bangunan 547 30106 |207.30106 Umum-  |207.30106
31 2 33|Bangunan Pengaman Pantai Pengaman Pantai Lainnya yang 1,167,497,575 1,285,753,125 118,255,550 O|N UMUM
. . e . 061 Meter (061 Meter Dana 061 Meter
Lainnya direhabilitasi Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
Ilmim
Pengembangan dan Pengelolaan
zlslfen‘; Irlgazl P];lmerhd:r.l . Jumlah Daerah Irigasi yang
ekunder pada Daera rigasi . .
3 2 yang Luasnya dibawah 1000 Ha d'lktemb'al'lgka'n dan dikelola 5 DI 5 DI 3,219,600,000 3,793,996,500 574,396,500 S DI 3,398,351,000
dalam 1 (satu) Daerah sistem ingasinya
Kabupaten/Kota
P R Teknis d ?amaf DINAS
Derllj;usunir'l le{rl':cana ;, dms an Jumlah Dokumen Rencana Urans er PEKERJAA
men Lin 1n; n 1 -
3| 2 1| Pofumen Lingkungan Hicup Teknis untuk Konstruksi 2 Dokumen |2 Dokumen 475,000,000 172,741,000 -302,259,000 o 2 Dokumen o|N uMUM
untuk Konstruksi Irigasi dan L Dana
Rawa Irigasi dan Rawa Alokasi DAN TATA
RUANG
anm
. ana . DINAS
Pemb: Jari Iri i Panj Jari Iri i 2199.0032 [2199.0032 Urans . 2199.0032 PEKERJAA
m 1n; nan rin; n Iri 1 njan; rin; n 1ri; 1 . . - .
3| 2 crmbangunan Jarngan trigas anjang Jaringan ‘rigasi yang 400,000,000 1,818,556,000 1,418,556,000 o 1,905,966,000|N UMUM
Permukaan terbangun 68 Meter 68 Meter Dana 68 Meter
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
anm
Tana . DINAS
Urans er PEKERJAA
3 2 3|Pembangunan Bendung Irigasi 200,000,000 0 -200,000,000 ram 200,000,000|{N UMUM
Dana
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
Bn'n 1m
Tana . DINAS
Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi yan; Urans . PEKERJAA
3| 2 & gan rig anjang Jarngan tgastyang 1153 Meter [123 Meter 300,000,000 101,385,000 -198,615,000 UM 153 Meter 107,385,000|N UMUM
Permukaan ditingkatkan Dana
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
?ana . DINAS
Urans er PEKERJAA
3 2 9|Peningkatan Bendung Irigasi 200,000,000 0 200,000,000 Dmum . 200,000,000|N UMUM
Alarf{a ) DAN TATA
oxast RUANG
anm
. ana . DINAS
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi yan; Urans . PEKERJAA
3l 2 14 gan g anjang caringan wigasi yang |y gs Meter [1085 Meter 768,600,000 655,164,500 -113,435,500 UM 1085 Meter 985,000,000|N UMUM
Permukaan di Rehabilitasi Dana
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
IJmuim




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan ’ I RKPD Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
Semula enjadi 2022 2022 Berkurang Jawab
Dana DINAS
' ' . ' ' ' Transfer PEKERJAA
a| 2| 2| o1|Operasidan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi yang | 1 nreter [4100 Meter 876,000,000 807,995,000 -68,005,000 Umum- 4160 Meter o|N uMUM
Jaringan Irigasi Permukaan di OP Dana
Alokasi DAN TATA
IImim RUANG
?:ar;asfer DINAS
Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bendung/Embung Umum- PEKERJAA
31 2 2| 2 Bendung Irigasi yang di OP 49 Meter 49 Meter 0 238,155,000 238,155,000 Dana 49 Meter O|N UMUM
Alokasi DAN TATA
IImnm RUANG
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
rnelajlul SPAM Jarmgan. . 55,3 Persen|55,3 Persen 55,3 Persen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN |Perpipaan dan bukan jaringan
3l 3 PENGEMBANGAN SISTEM perpipaan terlindungi terhadap 11,871,509,450 4,337,000,326 -7,534,509,124 11,871,509,450
PENYEDIAAN AIR MINUM rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota
Persentase Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan pokok |100 % 100 % 100 %
air minum sehari-hari (SPM)
Pengelolaan dan Pengembangan
3| 8| of |[Sistem PenyediaanAirMinum | . yetersediaan airbersih  49.32%  49.32 % 11,871,509,450 4,337,000,326 -7,534,509,124 49.32 % 11,871,509,450
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
?raar;asfer DINAS
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Umum- PEKERJAA
3l 3 2 Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0 Dana 0[N UMUM
Alokasi DAN TATA
Ilmiim RUANG
Dana DINAS
Supervisi ?Jizifler PEKERJAA
3] 3 2| 2|Pembangunan/Peningkatan/ 0 0 0 Dana O|N UMUM
Perluasan/Perbaikan SPAM Alokasi DAN TATA
Tlmiim RUANG
Dana DINAS
Pembangunan SPAM Jaringan iranSfer PEKERJAA
3 3 2 Perpipaagrl';1 di Kawasan Perk%)taan 0 0 0 D:E;m 0[N UMUM
Alokasi DAN TATA
IImnm RUANG
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. N Prakiraan Maju Rencana
. Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ T o sy LahuOIZ023 5 haas
Kode S/ LR Y (ED Kegiatan/ Sub Kegiatan EExuEgalan Eagnjindiln il Sumber Penangg
Kegiatan et || P RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Dana
Kepulauan T fer
ran:
Jumlah SPAM jaringan Selayar, | . DINAS
mum-
b . perpipaan di kawasan 21 SPAM |22 SPAM Semua - 22 SPAM PEKERJAA
embangunan SPAM Jaringan . Dana
3] 3 Perpi . perdesaan yang dibangun 11,871,509,450 4,337,000,326 -7,534,509,124(Kecamatan, X 11,871,509,450(N UMUM
erpipaan di Kawasan Perdesaan Alokasi
Semua DAN TATA
R RUANG
Bantuan
Keuangan
Dana DINAS
Transfer PEKERJAA
sl 3 Peningkatan SPAM Jaringan 0 0 0 Umum- 0|N UMUM
Perpi i K Perk
erpipaan di Kawasan Perkotaan 1]:\)1ar11<a X DAN TATA
oxast RUANG
anm
ana DINAS
Transfer PEKERJAA
sl 3 Peningkatan SPAM Jaringan 0 0 0 Umum- 0[N UMUM
Perpi i K P
erpipaan di Kawasan Perdesaan Zaia X DAN TATA
oxast RUANG
anm
Tanaf DINAS
ransfer
PEKERJAA
sl 3 Perluasan SPAM Jaringan 0 0 o Umum- olN umuM
Perpi di K Perkot
erpipaan di Kawasan Perkotaan Elar;a X DAN TATA
oxast RUANG
anm
Tana . DINAS
ransfer
PEKERJAA
al 3 Perbaikan SPAM Jaringan 0 o o Umum- olN umuM
Perpi di K Perd
erpipaan di Kawasan Perdesaan Elar;{a X DAN TATA
oxast RUANG
Bn'n im
ana DINAS
Transfer PEKERJAA
al 3 Pembinaan dan Pengawasan 0 o 0 Umum- oln umuM
Terhadap Tarif Air Mi
erhadap Tarif Air Minum Elarf{a . DAN TATA
oxast RUANG
Ilmim
Dana DINAS
Pembinaan dan Pengawasan Transfer PEKERJAA
al 3 10 Terhadap Penyelenggaraan SPAM 0 0 0 Umum- O|N UMUM
oleh Badan Usaha Untuk Dana DAN TATA
K b P i
ebutuhan Sendiri Alokasi RUANG
Umnm
Dana DINAS
Pembinaan dan Pengawasan Transfer PEKERJAA
sl 3 11 Terhadap Penyelenggaraan SPAM 0 0 0 Umum- O|N UMUM
oleh Pemerintah Desa dan Dana DAN TATA
Kel i
elompok Masyarakat Alokasi RUANG
IImnm
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. . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
TDana . DINAS
Fasilitasi Penvi Keria S Urans r PEKERJAA
asliitasi nylapan rja Sama -
3| 3 12 SPZM s1renylapan fery 0 Dmum N UMUM
Alarf ) DAN TATA
oast RUANG
anm
. ana . DINAS
P b SDM d Urarls . PEKERJAA
3 3 14 Kerllgel:)1 anga?’ 1 1arl SPAM 0 Dmum_ N UMUM
m| n T n
elembagaan Pengelolaa Alarll(a . DAN TATA
oxast RUANG
anm
. ana . DINAS
(0] i dan Px lih: SPAM Urarls . PEKERJAA
rasi n mell T n -
sl 3 15 d'p; asi da Peket araa o Dmum N UMUM
1 W n T n
awasan Perkotaa Alar;{a . DAN TATA
oxast RUANG
anm
. ana . DINAS
(©] i dan Px lih: SPAM Urans r PEKERJAA
rasi n mell T n -
sl 3 16 d.pz asi da Pede araa o Dmum N UMUM
i Kawasan Perdesaan Alar;{a . DAN TATA
okast RUANG
Ilmiim
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Sarana Prasarana
3 4 SISTEM DAN PENGELOLAAN P han (Priorit 0 % 0 % o 0 %
PERSAMPAHAN REGIONAL ersampahan (Prioritas)
Pengembangan Sistem dan
3 4 Pengelolaan Persampahan di o
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, DINAS
Strategi, dan Teknis Sistem PEKERJAA
3 4 1|Pengelolaan Persampahan 0 N UMUM
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS DAN TATA
Kewenangan Kabupaten/Kota RUANG
Supervisi DINAS
Pembangunan/Rehabilitasi/ PEKERJAA
3 4 2|Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 0 N UMUM
3R/TPS Kewenangan DAN TATA
Kabunaten /Kota RUANG
DINAS
PEKERJAA
al 4 3 Pembangunan o N UMUM
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
DAN TATA
RUANG
DINAS
PEKERJAA
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-
3 4 4 0 N UMUM
3R/TPS
DAN TATA
RUANG
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
DINAS
. PEKERJAA
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-
3[ 4 0 0 0 0[N UMUM
3R/TPS
DAN TATA
RUANG
DINAS
PEKERJAA
3] 4 Penyediaan Sarana Persampahan 0 0 0 O|N UMUM
DAN TATA
RUANG
DINAS
PEKERJAA
P i Teknik P Lol
sl 4 Iefmbltnaz:{rtl er eng}e1 olaan 0 o o oln umum
nir: r rsam,; n
astruktur Persampaha; DAN TATA
Bl
ialisasi P
;OSla 1sa;1 flznl emberdljyaan PEKERJAA
3| 4 ; asy‘zr,a a Sa am rangxa 0 0 0 o|N umuM
1 laan ran:
T;Ay?I‘PaSjaI‘ S;Aa TaPS 3R/TPS DAN TATA
/ /SPA/TPS-3R/ RUANG
Persentase jumlah rumah
tangga yang mempero.leh. 6,51 Persen|6,51 Persen 6,51 Persen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN layanan. pengolahan air limbah
3] 5 PENGEMBANGAN SISTEM AIR |domestik 8,859,772,550 545,729,000 -8,314,043,550 8,859,772,550
LIMBAH Persentase Warga Negara yang
memperoleh l.aye.man 100 % 100 % 100 %
pengolahan air limbah
domestik (SPM)
Pengelolaan dan Pengembangan |Jumlah kegiatan Pengelolaan . . .
15 Kegiata |15 Kegiat: 15 Kegiat
3l s Sistem Air Limbah Domestik  |dan pengembangan air limbah eglata eglata 8,859,772,550 545,729,000 -8,314,043,550 cglata 8,859,772,550
dalam Daerah Kabupaten/Kota [yang dilaksanakan n "
) Dana DINAS
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Transfer PEKERJAA
Strategi dan Teknis Sist -
3| s ratest dan fekis sistem 0 453,977,000 453,977,000 Umum o|N UMUM
Pengelolaan Air Limbah Domestik Dana DAN TATA
d .
alam Daerah Kabupaten/Kota Alokasi RUANG
Tlmim
Kab.
K 1 DINAS
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas cpuianan DAK Fisik-
an Sistem Pengelolaan Air Limbah |Jumlah SPALD terpusat skala Selayar, Bidan, PEKERJAA
3[ 5 . g . p‘ 0 Unit 0 Unit 8,859,772,550 91,752,000 -8,768,020,550|Semua . g. 0 Unit 8,859,772,550(N UMUM
Domestik Terpusat Skala permukiman yang direhab. Sanitasi-
R Kecamatan, DAN TATA
Permukiman Penugasan
Semua RUANG
Kelnrahan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN |Persentase drainase dalam
3 6 PENGEMBANGAN SISTEM kondisi baik/pembuangan air |95.55 % 95.55 % 3,965,468,250 6,451,078,816 2,485,610,566 95.55 % 3,965,468,250
DRAINASE tidak tersumbat (Penunjang)




. Gyt Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Is’fattgelo]l;\at'x dan Pengembangan tersedianya sistem drainase
istem Drainase yang kala k kala k 79 Kesi 79 Kesi 79 Kegi
3 6 Terhubung Langsung dengan | - kawasan dan skala kota 172 Kegiata |72 Kegiata 3,965,468,250 6,451,078,816 2,485,610,566 2 Kegiata 3,965,468,250
. sehingga tidak terjadi genangan [n n n
Sungai dalam Daerah . . .
Kabupaten/Kota (lebih dari 30 cm selama 2 jam)
TDana . DINAS
Pemb Sistem Drai Urans r PEKERJAA
emban; nan oistem Drainase -
3[ 6 5 Perkotaagrlj 3,965,468,250 6,451,078,816 2,485,610,566 Dmum 3,965,468,250(N UMUM
Alarll(a ) DAN TATA
okast RUANG
IImnm
DINAS
Pemb. Sist Drai PEKERJAA
m| 1] nan Sl m Drain.
3| 6 12L?kigua stem Dramase 0 0 0 o|N uMUM
11 ngan
grunga DAN TATA
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN
3 7 PERMUKIMAN 0 0 0 0
Penyelenggaraan Infrastruktur
pada Permukiman di Kawasan
7
8 Strategis Daerah 0 o 0 0
Kabupaten/Kota
DINAS
b o e ke
3 7 1 . . . 0 0 0 0[N UMUM
Permukiman di Kawasan Strategis DAN TATA
Daerah Kabupaten/Kota E} II\I ’X\TS a
o o et ke
3( 7 . . . 0 0 0 0[N UMUM
Permukiman di Kawasan Strategis DAN TATA
Daerah Kabupaten/Kota E} II\I AANS a
Pengawasan dan Pengendalian PEKERJAA
Infrastruktur Kawasan
3 7 . . . 0 0 0 0[N UMUM
Permukiman di Kawasan Strategis
DAN TATA
Daerah Kabupaten/Kota
RUANG
. DINAS
Pembinaan Penyelenggaraan
PEKERJAA
Infrastruktur Kawasan
3 7 . . . 0 0 0 0[N UMUM
Permukiman di Kawasan Strategis
DAN TATA
Daerah Kabupaten/Kota
RUANG
Persen‘Fase kepatuhan IMB 83.00 % 83.00 % 83.00 %
(Penunjang)
Persentase Pemeliharaan dan
PROGRAM PENATAAN zenat?ankBangunan Gifik‘mg 60.92 %  |60.92 % 60.92 %
3 8 an Lingkungannya Mili 3,166,973,450 586,613,200 -2,580,360,250 3,166,973,450
BANGUNAN GEDUNG Pemerintah (Penuniane)
Rasio kepatuhan IMB kab
k:tsalo cpatuhan ab/ 100 Persen 100 Persen 100 Persen
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. q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ’ I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Penyelenggaraan Bangunan
ﬁ::ungtdi mﬂ?ﬂ;mral} Jumlah rekomendasi 200 Rekom [200 Rek 200 Rek
ekom ekom ekom
3 8 Abupaten/fota, Femberian pemberian dan penerbitan ) ) 3,166,973,450 586,613,200 -2,580,360,250 ) 3,166,973,450
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) i b d endasi endasi endasi
dan Sertifikat Laik Fungsi persetyjuan bangunan geaung
Bangunan Gedung
Kab.
Dana
P Pemb Kepulauan T P DINAS
rencanaan, m| 1] nan. ran: T
crencanaan, rembangunan, Jumlah bangunan gedung Selayar, ansie PEKERJAA
Pengawasan, dan Pemanfaatan . . Umum- X
3 8 daerah kabupaten/kota yang 2 Unit 2 Unit 3,166,973,450 586,613,200 -2,580,360,250|Semua 2 Unit 3,166,973,450|N UMUM
Bangunan Gedung Daerah . Dana
Kabupaten/Kota dibangun Kecamatan, Alokasi DAN TATA
Semua U RUANG
Kehirahan mum
Persentase Pemeliharaan dan
PROGRAM PENATAAN Penataan Bangunan Gedun
3 9 BANGUNAN DAN dan Linel gu & 58.73 % 58.73 % 1,076,997,550 19,258,014,200 18,181,016,650 58.73 % 1,076,997,550
LINGKUNGANNYA an Lingkungannya
(Penuniang)
Penyelenggaraan Penataan Persentase penataan bangunan
3 9 Bangunan dan Lingkungannya dan lingkungannya yang 100 % 100 % 1,076,997,550 19,258,014,200 18,181,016,650 100 % 1,076,997,550
di Daerah Kabupaten/Kota representatif
DINAS
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem PEKERJAA
3| o & 0 0 0 o|N UMUM
Penataan Bangunan dan
Lineku di Kabupaten /Kot DAN TATA
ingkungan di Kabupaten/Kota RUANG
Dana
N . ’II‘Jransfer DINAS
Penataan Baneunan dan Jlflmka angunand‘ an 12 Unit |12 Unit 18,181,016,650 U5 Unit PEKERJAA
3 9 Linelunean S ingkungan yang ditata 1,076,997,550 19,258,014,200 Dana 1,076,997,550|N UMUM
g g ﬁlokam DAN TATA
mitm
0 Bantuan RUANG
Keuangan
Proporsi panjang jalan desa
L 80 % 80 % 80 %
yang terbangun (Prioritas)
Tingkat Kemantapan Jalan 71,43 Perse|71,43 Perse 71,43 Perse
kabupaten/kota n n n
PROGRAM PENYELENGGARAAN |.°°
3| 10 JALAN Tingkat Kemarllta.pan Jalan 7143 % | 71.43 % 46,567,521,503 80,875,611,564 34,308,090,061 7143 % 46,567,521,503
kabupaten (Prioritas)
Tingkat Kemarllta‘pan Jembatan 08 % 08 % 98 %
Kabupaten (Prioritas)
Tersedianya jalan yang
Penyelenggaraan Jalan memudahkan masyarakat
3| 10 . 71.43 % 71.43 % 46,567,521,503 80,875,611,564 34,308,090,061 71.43 % 46,567,521,503
Kabupaten/Kota perindividu melakukan
perialanan
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q q q Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J SEEEEIE
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
! 2022 Berkurang Jawab
Kab.
" Dana
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kepulauan Transfer DINAS
dan Strategi Pengembangan Selayar, U s PEKERJAA
mum-
3] 10 1|Jaringan Jalan Serta Perencanaan 0 0 0| Semua D u N UMUM
ana
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Kecamatan, Alokasi DAN TATA
Jembatan Semua oxast RUANG
Umum
Kplnrnhnh
av- Dana
Kepulauan
Transfer
Selayar,
Umum-
0 Semua
Dana
Kecamatan, )
Alokasi
Semua
Kehirahan | 000D DINAS
DAK Fisik- PEKERJAA
3| 10 5(Pembangunan Jalan 38,167,521,503 63,361,726,432 25,194,204,929 Bidang 38,167,521,503|N UMUM
Jalan- DAN TATA
Reguler- RUANG
Jalan
DAK Fisik-
Bidang
Jalan-
Penugasan-
Jalan
DINAS
PEKERJAA
3] 10 8[Rekonstruksi Jalan 0 0 N UMUM
DAN TATA
5 RUANG
. ana ‘ DINAS
Urans & PEKERJAA
3| 10 9|Rehabilitasi Jalan 0 0 0 Dmum" N UMUM
Al"“:‘ ) DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
?ana ‘ DINAS
Urans & PEKERJAA
3| 10 10|Pemeliharaan Berkala Jalan 8,400,000,000 16,414,136,030 8,014,136,030 Dmum— 8,400,000,000|N UMUM
Alarf{a ) DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
DINAS
PEKERJAA
3| 10 11|Pemeliharaan Rutin Jalan 0 0 N UMUM
DAN TATA
5 RUANG
. ana . DINAS
Urans & PEKERJAA
3| 10 12|Pembangunan Jembatan 938,876,602 938,876,602 Dmum - N UMUM
Alarll(a ) DAN TATA
oxast RUANG
IImnm
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g . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
Kab.
Dana
Kepulauan DINAS
Transfer
Selayar, Umum PEKERJAA
3] 10 18|Rehabilitasi Jembatan 0 0 160,872,500 160,872,500|Semua Dana 0 O|N UMUM
Kecamatan, . DAN TATA
Alokasi
Semua U RUANG
Kelirahan |- oo™
Kab. D
1.
Kepulauan ana DINAS
Transfer
P 1 Selayar, U PEKERJAA
nan. 1n; n mum-
3| 10 21 Beeniaii‘j?afa Dararat 0 0 o|semua |~ v 0 o|N uMUM
ggap Darura Kecamatan, ana ) DAN TATA
Alokasi
Semua U RUANG
Kelirahan |- oo™
PROGRAM PENGEMBANGAN | 5.0 fenaga 21,11 Perse|21,11 Perse 21,11 Perse
3| 11 JASA KONSTRUKSI opera.t.olj/tekr.nsl/anahsls yang a a 1,165,995,550 632,135,000 -533,860,550 0 1,165,995,550
memiliki sertifikat kompetensi
3| 11 Penyelenggaraan Pelatihan 150,000,000 159,022,000 9,022,000 150,000,000
Tenaga Terampil Konstruksi
TDana ‘ DINAS
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Urans o PEKERJAA
3| 11 Terampil Konstruksi € 150,000,000 159,022,000 9,022,000 Dmum ) 150,000,000|N UMUM
P Alar;{a ) DAN TATA
oxast RUANG
ITlmiim
Penyelenggaraan Sistem
3| 11 Informasi Jasa Konstruksi 705,995,550 360,113,000 -345,882,550 705,995,550
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
TDana ‘ DINAS
Pengelolaan Operasional Layanan Urans . PEKERJAA
3| 11 1 g . P . 4 705,995,550 360,113,000 -345,882,550 mum- 705,995,550|N UMUM
Informasi Jasa Konstruksi Dana
Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
ITmiim
Penerbitan Izin Usaha Jasa
3| 11 Konstruksi Nasional (Non Kecil 310,000,000 113,000,000 -197,000,000 310,000,000
dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi ?anaf DINAS
Pen; elei araan Penerbitan Urans . PEKERJAA
3| 11 o|ETyelengear: X 160,000,000 -160,000,000 um- 160,000,000|N UMUM
Rekomendasi Teknis IUJK Dana
Nasional Alokasi DAN TATA
oxast RUANG
anm
. ana . DINAS
Pembinaan dan Peningkatan Urans er PEKERJAA
3| 11 3|Kapasitas Badan Usaha Jasa 150,000,000 113,000,000 -37,000,000 Dmum' 150,000,000|N UMUM
Konstruksi Alarll(a ) DAN TATA
oxast RUANG
TTmitm




161

. . . Prakiraan Maju Rencana
) Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan J Perangka
Urusan/ Bidang Urusan/ . Tahun 2023 t Daerah
A Indikator Program/ T 5
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2022 Pagu Indikatif Sumber Penangg
Kegiatan s ) I RKPD 2022 Perubahan RKPD Bertambah/ Lokasi Dana Target Pagu Indikatif ung
emula enjadi
J 2022 Berkurang Jawab
PROGRAM PENYEL